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ABSTRAK 
 Dewasa ini, perkembangan ekonomi syariah di Indonesia semakin terlihat, 
terutama pada Lembaga Keuangan Syariah (LKS). Hal ini dapat dilihat dari 
banyaknya produk-produk keuangan yang telah di jalankan oleh LKS. Namun 
tentu saja setiap produk ini tidak serta merta bisa dijalankan karena harus ditinjau 
terlebih dahulu dari sisi kehalalannya. Di sinilah peran para ulama dibutuhkan, 
terutama dalam meninjau dan menilai kehalalan produk dalam bentuk putusan 
fatwa. Di Indonesia lembaga yang memiliki otoritas mengeluarkan fatwa tentang 
ekonomi syariah adalah Dewan Syariah Nasioanal Majelis Ulama Indonesia 
(DSN-MUI). Dalam penetapan fatwanya, DSN-MUI menggunakan banyak 
metodelogi penetapan, antara lain konsep fath adz-Dzarî’ah.  
Dalam penelitian ini terdapat dua rumusan masalah: pertama, bagaimana 
konsep penerapan Fath adz-Dzarî’ah dalam fatwa DSN. Kedua, bagaimana 
aplikasi Fath adz-Dzarî’ah dalam fatwa DSN guna menjawab beberapa 
permasalan ekonomi kontemporer. Penelitian ini bertujuan untuk  mengetahui 
secara mendalam dan komprehensip tentang konsep Fath adz-Dzarî’ah dalam 
istimbath hukum Islam, serta aplikasinya dalam putusan fatwa DSN-MUI.  
  Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan dengan 
pendekatan kualitatif, dengan sumber utama buku Himpunan Fatwa Keuangan 
Syariah DSN-MUI. Cara membaca sumber adalah dengan menggunakan teknik 
analisis isi (content analysis), yaitu menganalisis data menurut isinya. Sedangkan 
dalam menganalisis data, dalam tesis ini digunakan dua metode. Induktif dan 
deduktif. 
Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Fath adz-dzarî’ah 
adalah suatu konsep pertimbangan antara mashlahah dan mafsadah dalam 
penetapan hukum. Dalam kajiannya, fath adz-dzarî’ah tidak sepopuler kajian pada 
sadd adz-dzarî’ah. Para ulama yang mempopulerkan metode fath adz-dzarî’ah ini 
antara lain; Imam al-Qarafi, Imam Asy-Syathibi, Imam Ibn Taimiyah dan Imam 
Ibn Qoyyim. (2) Fath adz-dzarî’ah sebagai salah satu metode istinbath hukum 
Islam sejatinya digunakan juga dalam penetapan hukum pada fatwa DSN-MUI.  
Semenjak berdirinya pada tahun 2000 hingga tahun 2017, DSN-MUI telah 
menetapkan 116 fatwa ekonomi syariah dan 5 di antaranya ditetapkan 
mengunakan metode fath adz-dzarî’ah. Dalam menerapkan metode fath adz-
dzarî’ah di dalam fatwa-fatwanya, DSN-MUI menggunakan dua cara; pertama, 
DSN-MUI menyebut secara jelas bahwa fatwa itu jika ditetapkan akan mencapai 
sebuah kemasalahatan karena perkara yang difatwakan tersebut dibutuhkan oleh 
masyarakat, terutama dalam transaksi modern. Kedua, dalam fatwa tersebut juga 
disebutkan beberapa kaidah fikih yang berkaitan dengan pertimbangan 
mashlahah. 
 
Kata kunci: DSN-MUI, fath adz-dzarî’ah, fatwa 
  
 iiv
 
 ملخص البحث
ّن الأمور الاقتصادية الإسلامية في إندونيسيا ُتظهر تنميَتها وتطوَرها ،  وخاصًة من جهة إ
. وجدنا هذا التطّور من خلال ظهور تنوّع طرق -مثل البنوك الإسلامية–المؤسسات المالية 
الأسف الشديد، المعاملات المالية المعاصرة التي استخدمتها المؤسسات المالية الإسلامية. لكن مع 
ليسْت كّل هذه الطرق صالحًة وموافقًة للشريعة الإسلامية. ومن ثم،ّ تحتاج المؤسسات المالية  إلى 
فتاوى العلماء من حيث الحلال والحرام في أنواع هذه العقود الجديدة المعاصرة. والجمعيات الإسلامية 
مجلس  –الية هي "الهيئة الشرعية الوطنية في إندونيسيا التي ُتصدر الفتاوى في الشؤون الاقتصادية الم
. وطرق استنباط الحكم التي استخدمتها الهيئة الشرعية IUM-NSD(( / العلماء الإندونسي" 
واها كثيرٌة متنّوعٌة: منها فتح الذريعة.  وتهدف هذه امجلس العلماء الإندونسي في فت –الوطنية 
حجيته مع تطبيقاته في استنباط الأحكام الشرعية الرسالة البسيطة إلى معرفة مكانة فتح الذريعة و 
 مجلس العلماء الإندونسي.  –الاقتصادية في فتاوى  الهيئة الشرعية الوطنية 
َيستخدم الباحث في هذا البحث طريقة الاستقراء والاستنباط مًعا في تحليل المصادر 
والمصادر الأساسية لهذا البحث الأساسية والإضافية ليكون الاطلاع عليها شامًلا وناضًجا ومثمرًا. 
مجلس  –أصدرته الهيئة الشرعية الوطنية  الأمور المالية والأقتصادية الذي هي كتاب مجموع الفتاوى في
 العلماء الإندونسي.
بعد الاطلاع العميق وبذل المجهود ُتْست َن ْ َتُج أمور تالية، منها: أّن فتح الذريعة طريقة من 
ما عند استنباط الحكم. والمباحث في فتح المفسدة إذا التقيتا في أمر لحة و طرق الموازنة بين المص
الذريعة ليسْت مشهورًة كالمباحث في سّد الذريعة، بل العلماء الذين تكّلموا فيه عددهم ليس بكثير، 
 منهم: الإمام القرافي، والإمام الشاطبي، والإمام ابن تيمية وتلميذه الإمام ابن القيم.  
م إلى نهاية عام 9991مجلس العلماء الإندونسي منذ تأسيسها في عام  –ة الوطنية والهيئة الشرعي
منها اُستنبطت من  5فتوى في الأمور الاقتصادية والمعاملات المالية و  611م قد أصدرت 7102
طريق فتح الذريعة. ووجدنا من خلال  هذا البحث أّن الهيئة الشرعية الوطنية يلجأ إلى طريقين عند 
واها. الأّول: ذكر بعض القواعد الفقهية الموافقة بمبدأ فتح الذريعة في نّص افتح الذريعة في فتتطبيق 
الفتوى. الثاني: ذكر التعليلات من حيث الإيجابيات والسلبيات، وذكر مصاليح إذا ُأْصِدَر هذا 
 الفتوى.
 هذا، والله أعلم بالصواب.
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Huruf Arab Huruf Latin Huruf Arab Huruf Latin 
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B. M âddah 
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Dhammah : u و : û  
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BAB I 
PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang Masalah 
Perkembangan ekonomi syariah di Indonesia sudah dimulai sejak lama. 
Bahkan pada tahun 1980-an perbankan syariah mulai didiskusikan oleh para 
pakar sebagai pilar ekonomi syariah.
1
 Namun baru mulai terlihat jelas di 
permukaan sekitar tahun 1992.  Tepatnya ketika majelis Ulama Indonesia 
mendirikan sebuah bank syariah yang kemudian dikenal dengan Bank 
Muamalat Indonesia. Tetapi baru pada era reformasi momentum 
perkembangannya secara legal formal dengan lahirnya Undang-Undang No.10 
tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 7 tahun 1992 tentang 
berbankan. Di dalamnya mengatur secara rinci landasan hukum serta jenis-
jenis usaha yang dioperasikan dan diimplementasikan. Melalui Undang-
Undang ini juga ada klausul yang mengarahkan agar bank-bank konvesional 
yang ada di Indonesia membuka cabang syariah, atau menkonversi diri 
menjadi bank syariah. Saat itulah masyarakat secara umum baru mulai 
memahami bahwa praktik ekonomi juga ada yang diatur dan dijalankan 
berdasarkan syariat Islam. Tampilan syar’i dalam kegiatan ekonomi yang 
paling mudah dilihat adalah dalam bentuk lembaga keuangan syariah secara 
umum seperti bank Mu’amalat.2 
                                                 
1
 M. Syafi’i Antonio, Bank Syariah dari Teori ke Praktik  (Jakarta: Penerbit Gema Insani, 
2001), h. 25. 
2
 Ibid, h. 26 
2 
 
 
Namun dalam perjalanannya, praktik ekonomi syariah di Indonesia, dalam 
hal ini adalah  lembaga keuangan syariah belum terlihat perkembangannya 
secara signifikan jika dibandingkan dengan lembaga keuangan konvensional. 
Seperti terlihat berjalan di tempat. Hal ini bisa dilihat dari rendahnya minat 
masyarakat, terutama umat Islam sendiri untuk melakukan interaksi dengan 
lembaga-lembaga keuangan syariah yang ada.
3
 Tentu fenomena ini 
dipengaruhi banyak faktor, baik internal maupun eksternal. 
Faktor eksternal yang penulis maksud dalam tulisan ini adalah kurangnya 
pemahaman masyarakat terkait praktik kegiatan ekonomi syariah, terutama 
masalah interaksi dengan lembaga keuangan, baik bank maupun non bank. 
Sehingga tidak sedikit masyarakat yang beranggapan bahwa lembaga 
keuangan syariah dan konvensioanal itu sama saja. Menurut pemahaman 
mereka istilah-istilah yang dipakai dalam lembaga keuangan  syariah hanya 
sebatas terjemahan dari konvensional dengan praktik yang sama. Lebih parah 
lagi, dalam  interaksinya dengan lembaga keuangan, titik pertimbangan 
masyarakat adalah tingkat suku bunga yang diterapkan oleh lembaga 
keuangan  terkait. Ketika menjadi nasabah debitur, masyarakat tentu akan 
lebih memilih lembaga keuangan yang suku bungannya rendah. Namun ketika 
menjadi nasabah penyimpan, mereka lebih memilih lembaga keuangan yang 
suku bungannya tinggi. Tentu pertimbangan semacam  ini tidak didapati pada 
                                                 
3
 Endah Nur Rahmawati, dkk, Analisis Faktor Penyebab Rendahnya Minat Masyarakat 
Memilih Produk Pembiayaan Pada Bank Syariah, (Jurnal ‘Anil Islam,  Vol. 1, Juni 2017), h. 3. 
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lembaga keuangan syariah yang menerapkan sistem margin (nisbah) bagi 
hasil.
4
 
Sedangkan faktor internalnya antara lain; pertama: kurangnya variasi 
produk lembaga keuangan syariah, terutama pembiayaan yang bisa dinikmati 
oleh masyarakat secara meluas. Dari sisi ini seakan terjadi kejumudan produk. 
Tentu masalah  ini tidak bisa dibebankan hanya kepada lembaga-lembaga 
keuangan syariah saja. Karena setiap produk yang dikeluarkan sangat 
berkaitan dengan halal dan haram dalam transaksi, maka di sinilah peran 
ulama untuk mengkaji produk-produk lembaga keuangan syariah tersebut. 
Baik produk  yang sedang dijalankan atau pun produk yang masih dalam 
usulan, apakah sudah sesuai syariah atau belum. Jika belum, maka diharapkan 
adanya solusi. Kedua: kurangnya sosialisasi kepada masyarakat tentang 
perbedaan antara produk perbankan syariah dan konvensional, baik dalam 
teori dan praktiknya. Sejauh ini, masyarakat masih menganggap sama dari 
semua produk-produknya. 
Di sinilah dibutuhkan peran aktif para ulama terutama dalam  pemberian 
fatwa terkait perkembangan ekonomi syariah secara umum dan lembaga 
keuangan syariah secara khusus. Baik fatwa yang berkaitan tentang halal dan 
haram produk lembaga keuangan syariah dan solusinya, maupun fatwa yang 
                                                 
4
 Definisi nasabah baru dapat direalisasikan dalam UU no. 10 tahun 1998 tentang 
perubahan atas UU no.7 tahun 1992 tentang perbankan diatur perihal nasabah yang terdiri dari dua 
pengertian, yaitu: 1) Nasabah penyimpan adalah nasabah yang menempatkan dananya di bank 
dalam bentuk simpanan berdasarkan perjanjian bank dengan nasabah yang bersangkutan. 2) 
Nasabah debitur adalah nasabah yang memperoleh fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan 
prinsip Syariah atau yang dipersamakan dengan itu berdasarkan perjanjian bank dengan nasabah 
yang bersangkutan.  
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mengedukasi masyarakat secara umum tentang pentingnya berislam secara 
kaffah, termasuk dalam masalah interaksi sosial ekonomi. 
Walaupun dianggap tidak mengikat (ghoiru mulzimah),
5
namun fatwa 
memiliki pengaruh yang sangat penting di dalam sitem hukum Islam. 
Terutama sebagai bahan rujukan dalam masalah keagamaan masyarakat 
umum dan pemerintah.
6
 Termasuk di dalamnya ada fatwa Dewan Syariah 
Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN – MUI) terkasit masalah keuangan 
syariah. 
Di sini bisa diambil contoh, dalam penelitian dari Bagian Penelitian dan 
Pengembangan (Litbang) dari Media Indonesia terkait respon masyarakat 
terhadap fatwa MUI tentang keharaman bunga bank pada tahun 2003 
menunjukkan bahwa Majelis Ulama Indonesia memberikan pengaruh yang 
cukup besar.
7
 
Dari 3.294 responden yang dijadikan sample penelitian dengan model 
survey, sebanyak 1.798 responden atau setara 54.58 % suara merasa mantap 
untuk mengikuti fatwa MUI. Meski survey ini tidak mewakili semua umat 
                                                 
5
 Fatwa adalah pemberian khabar akan suatu hukum syari’at yang bersifat tak mengikat. 
Lihat: al-Hathab ar-Ru’aini (w. 954 H), Mawahib al-Jalil fi Syarh Mukhtashar al-Khalil (Baerut: 
Daar al-Fikr, 1412 H), juz 1, h. 32 
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 Lihat Siti Musdah Mulia, Desember 2003, Fatwa Majelis Ulama Indonesia”, dalam 
Jauhar, Jurnal Pemikiran Islam Kontekstual,  (Jakarta: Program Pasca Sarjana Universitas Islam 
Negeri Jakarta, 2003), volume 4, no. 2 
7
 Dipublikasikan pada 19 Desember 2003. Survey tersebut dilakukan dalam rangka 
menguji fatwa MUI tentang keharaman bunga Bank, yang dihasilkan pada Ijtima’ Ulama 
Indonesia pada tahun 2003 di Jakarta. 
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Islam di Indonesia secara keseluruhan, paling tidak memberi gambaran awal 
tentang pengaruh fatwa dalam mengubah perilaku umat Islam di Indonesia.
8
 
Dari survey di atas, penulis melihat bahwa respon masyarakat sangat baik 
terhadap fatwa yang dikeluarkan oleh  para ulama, terutama pada masalah-
masalah keagamaan.  Oleh sebab itulah  menjadi penting untuk dilakukan 
kajian terhadap metode penetapan fatwa-fatwa tersebut, termasuk di dalamnya 
adalah fatwa-fatwa dari Dewan syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia 
(DSN – MUI), khususnya yang terkait dengan pertimbangan kemaslahatan. 
Dalam perbincangan tentang hukum Islam, pertimbangan mashlahah 
menjadi sangat penting dalam menentukan ketetapan suatu hukum. Bahkan 
tujuan inti dari syariat (maqâshid asy-syari’ah) ketika melakukan sebuah taklif 
adalah untuk kemaslahatan manusia baik di dunia maupun di akhirat.
9
 
Disampaing mempertimbangkan sisi maqâshid, penetapan hukum juga 
mempertimbangkan sisi wasâ’il (sarana). Maka dalam kaidah fiqhiyyah ada 
sebuah ungkapan yang  berbunyi  ketetapan hukum pada perantara (wasâ’il) 
itu sebagaimana terdapat dalam tujuan (maqâshid).
10
 
Imam as-Syathibi (w.790) dalam kitabnya al-Muwâfaqât sudah 
mengenalkan secara rinci mengenai pentingnya mempertimbangkan hasil atau 
akibat yang ditimbulkan dari sebuah penetapan hukum (fatwa). Bahwa 
seorang mujtahid atau mufti tidak boleh mengambil keputusan hukum kecuali 
                                                 
8
 Hanif Luthfi, Fath adz-Dzarî’ah dan Aplikasinya Dalam Fatwa Majelis Ulama 
indonesia, (Jakarta: Institut Ilmu Quran Jakarta, 2017), Tesis, h. 1 
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 Ibrahim bin Musa bin Muhammad al-Gharnathi as-Syathibi (w. 790 H), al-Muwafaqat fi 
Ushul al-Ahkam (Baerut: Dar al-Rasyid al-Hadisah, tt), juz 2, h. 2-3 
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 Syihab ad-Din Abu al-Abbas al-Qarafi (w. 684 H), al-Furuq (Baerut: Dar al-Kutub al-
Ilmiyyah, 1418 H), juz 1, h. 166 
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telah memahami dengan baik mengenai dampak yang akan ditimbulkan dari 
perbuatan tersebut, dari sisi mashlahah dan atau mafsadahnya.
11
 
Berangkat dari sinilah dibangun berbagai kaidah penetapan hukum. Di 
antara kaidah-kaidah tersebut adalah kaidah dzarî’ah, yang dijadikan 
pegangan Imam Malik (w. 179 H) dalam berbagai produk hukumnya.
12
 
Kaidah  dzarî’ah ini ditempuh karena bagian dari upaya untuk mencapai suatu 
kemaslahatan.
13
 
Kata Dzarî’ah adalah kata tunggal dengan bentuk jamaknya dzaroi’ yang 
memiliki arti  sebagai sebuah wasîlah atau  jalan, penghubung dan perantara.
14
 
Dalam kajian usul fikih, kata dzarî’ah ini lebih seringkali diartikan sebagai 
jalan untuk menuju kepada sesuatu yang diharamkan saja. Padahal sejatinya 
secara hukum asal jalan itu mubah. Dia berada pada posisi netral. Bisa 
menjadi haram jika tujuannya haram. Namun bisa juga menjadi baik jika 
tujuannya baik. 
Namun kenyataanya, ketika memandang dzarî’ah sebagai sebuah jalan 
untuk mencapai  tujuan tertentu, terjadi ketidakseimbangan dalam penyikapan. 
Karena seharusnya, sebuah jalan itu bisa ditutup dan dibuka tergantung dari 
maslahah dan mafsadahnya. Demikianlah yang disampaikan oleh imam Al-
Qarafi (w. 648 H): 
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 Ibrahim bin Musa bin Muhammad al-Gharnathi as-Syathibi (w. 790 H), op. cit., juz 4, 
h. 110 
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 Pembahsan lebih jauh  mengenai pandangan Imam Malik (w. 179 H) mengenai konsep 
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 Majduddin Abu Thahir al-Fairuzabadi (w. 817 H), al-Qamus al-Muhith (Baerut: 
Muassasah ar-Risalah, 1426 H), h. 717 
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اَهُحْت َف ُب َِيج اَه ُّدَس ُب َِيج اَمَك ُةَعِير َّذلا ْلَب اَه ُّدَس ُب َِيج ٍةَعِيرَذ ُّلُك َسْيَل َف15 
Artinya: “Tidak setiap adz-Dzarî’ah itu wajib ditutup. Maka 
sebagaimana adz-Dzarî’ah itu wajib ditutup, wajib juga dibuka”. 
Bahkan dalam keadaan tertentu,wasîlah kepada sesuatu yang haram itu 
justru perlu dilakukan (fath), jika ada mashlahah yang lebih besar (mashlahah 
râjihah). Hal ini juga disebutkan al-Qorafi:
16
 
 ٍةَحِجاَر ٍةَحَلْصَم َلىإ ْتَضَْفأ اَذإ ٍةَمَّرَُمُ َر ْ يَغ ِمَّرَحُمْلا َةَليِسَو ُنوُكَت ْدَق  
Artinya: “Kadang wasilah kepada sesuatu yang haram itu tidak 
menjadi haram, jika mengarah kepada mashlahah yang lebih 
besar”. 
Sebagai contoh, memberikan uang kepada orang kafir yang menjadi 
musuh dalam suatu pertempuran hukumnya adalah  haram, karena hal itu bisa 
menyebabkan kuatnya sisi finansial mereka. Hanya saja, hal ini tetap boleh 
dilakukan dan ditempuh jika diyakini akan menimbulkan kemaslahatan yang 
lebih besar seperti membebasakan kaum muslimin yang menjadi tawanan.
17
  
Tentu saja pesoalan ini tidak bisa dipisahkan dari kaidah fikih yang 
menyatakan, jika bertemu dua mafsadah (kerusakan), maka pilih yang paling 
kecil kerusakannya. Kaidah itu berbunyi: 
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 Syihab ad-Din Abu al-Abbas al-Qarafi (w. 684 H), op.cit.,  juz 2, h. 42 
16
 Ibid. 
17
 Ibid, juz 3, h. 21 
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اَمِه ِّفَخَأ ِباَكِتْرِبا ًارَرَض اَمُهُمَظْعَأ َيِعوُر ِنَتاَدَسْفَم َضَراَع َت اَذإ18 
Artinya: “Jika ada dua kerusakan bertemu, maka dipilih yang 
paling sedikit mafsadatnya.” 
Dalam penelitian awal penulis, ada beberapa fatwa dari Dewan Syariah 
Nasional MUI yang diduga menggunakan konsep Fath adz-Dzarî’ah, di 
antaranya: Fatwa tentang Sanksi Atas Nasabah Mampu Yang Menunda-Nunda 
Pembayaran.
19
 
Oleh karena itu, dalam tesis ini disamping kajian teoritik mengenai Fath 
adz-Dzarî’ah, kajian  juga diarahkan untuk mendalami secara lanjut 
bagaimana penggunaan Fath adz-Dzarî’ah sebagai salah satu metode 
penetapan fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN – 
MUI) dalam berbagai produk hukumnya, terutama pada persoalan-persoalan 
ekonomi kontemporer. 
Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN – MUI) 
menetapkan fatwa didasarkna pada hasil usaha penemuan titik temu antara 
pendapat-pendapat mazhab melalui metode al-jam’u wa at-taufiq. Jika usaha 
penemuan pendapat itu tidak berhasil, maka fatwa didasarkan pada hasil tarjih 
melalui metode muqoronah dengan menggunakan kaidah-kaidah ushul al-fiqh 
al-muqaran. Namun pada permasalahan yang belum atau tidak ditemukan 
produk hukum di kalangan ulama madzhab, maka penetapan fatwa di dasarkan 
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 Jalaluddin Abdurrahman as-Suyuthi (w. 911 H), al-Asybah wa an-Nadza’ir (Baerut: 
Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1411 H), h. 87 
19
 Dewan Syariah Nasional MUI,  Himpunan Fatwa Keuangan Syariah  (Jakarta: Penerbit 
Erlangga, 2014), Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 17/DSN – MUI/ IX/ 2000 
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padaijtihad jamâ’i (ijtihad kolektif), melalui metode bayâni, ta’lili, (qiyâs, 
istihsâni, ilhâqi), istishlâhi dan sadd adz-Dzarî’ah. Juga penetapan fatwa 
memperhatikan kemaslahatan umum dan maqâshid syarî’ah.20 
B. Permasalahan 
1. Indentifikasi Masalah 
Identifikasi masalah merupakan suatu tahap permulaan dari 
penguasaan masalah, di mana objek dalam suatu jalinan tertentu dapat kita 
kenali sebagai suatu masalah.
21
 Berdasarkan latar belakang tersebut, 
penulis dapat mengidentifikasi masalahnya sebagai berikut: 
a. Pengertian Fath adz-Dzarî’ah dalam literatur kitab klasik; baik 
pengertian secara bahasa maupun istilah. 
b. Dalil yang digunakan ulama fikih terkait Fath adz-Dzarî’ah. 
c. Perdebatan ulama fikih terkait Fath adz-Dzarî’ah. 
d. Perbedaan antara dzarî’ah dan wasîlah. 
e. Perbedaan antara Fath adz-Dzarî’ah dan sadd adz-Dzarî’ah. 
f. Batasan-batasan yang membolehkan dibukanya adz-Dzarî’ah. 
g. Kaidah-kaidah fikih yang berkaitan dengan Fath adz-Dzarî’ah. 
h. Cara mengetahui mashlahah  itu râjihah atau lebih besar dengan 
marjūhah atau lebih sedikit.  
i. Batasan yang menjadikan mashlahah itu boleh membuka adz-Dzarî’ah 
j. Posisi Dewam Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN – 
MUI) dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat di Indonesia. 
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 Ibid, h. 20 
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Jujun S. Suriasumantri, Filsafat Ilmu Sebuah Pengantar Populer (Jakarta: Pustaka Sinar 
Harapan, 2001), h. 309 
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k. Proses keluarnya fatwa dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama 
Indonesia (DSN – MUI). 
l. Hubungan keterkaitan antara fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis 
Ulama Indonesia (DSN – MUI) dengan Fath adz-Dzarî’ah 
2. Batasan Masalah 
Batasan masalah merupakan bagian yang diawali dengan batasan 
masalah apa saja, dari keseluruhan masalah yang didefinisikan di bagian 
latar belakang, yang akan menjadi fokus perhatian penelitian.
22
 Jadi, 
Pembatasan masalah adalah memberikan gambaran yang jelas pada faktor-
faktor tertentu dalam masalah yang diteliti.
23
 
Berdasarkan uraian latar belakang dan identifikasi masalah di atas, 
maka penulis membatasi penelitian ini pada masalah konsep Fath adz-
Dzarî’ah sebagai salah satu metode ijtidah Dewan Syariah Nasional 
Majelis Ulama Indonesia (DSN–MUI) dan aplikasinya dalam pruduk 
fatwa DSN - MUI dalam menjawab pemasalahan kontemporer. 
Dalam penelitian ini, Fath adz-Dzarî’ah yang dimaksud adalah: 
bolehnya  dilakukan suatu wasîlah (perantara), yang mana menurut ghâlib 
persangkaan akan membawa kepada mashlahah yang râjihah atau lebih 
besar.
24
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Istilah fatwa yang dimaksud di sini adalah jawaban (keputusan, 
pendapat) yang diberikan oleh mufti (dalam batasan ini adalah lembaga 
fatwa, komisi fatwa, atau yang sejenisnya) tentang suatu masalah 
keagamaan.
25
Sebenarnya, semua produk keputusan hukum Islam oleh 
lembaga fatwa (mufti) masuk dalam katagori fatwa, meskipun tidak semua 
lembaga fatwa itu tidak menamai produk keputusannya sebagai fatwa. 
Di Indonesia sendiri ada beberapa lembaga fatwa namun tidak  
menamai dirinya lembaga fatwa. Ada Muhammadiyah dengan lembaga 
Tarjihnya dan produk fatwa yang bernama Putusan Tarjih 
Muhammadiyah. ada Nahdhotul Ulama (NU) dengan lembaga Bahsul 
Masail dan produk fatwanya bernama ittifaq hukum. Dan Dewan Hisbab 
Pesatuan Islam (PERSIS) dengan istilah istinbath. Hanya Majelis Ulama 
Indonesia dan Dewan Syariah Nasionalnya yang menyebut hasil istinbâth 
hukumnya dengan fatwa.  
Agar penelitian dalam tesis ini tak melebar dan analisisnya lebih 
mendalam, maka akan dilakukan pembatasan, baik menyangkut kajian 
mengenai Fath adz-Dzarî’ah yang diangkat maupun fatwa-fatwa yang 
dihasilkan oleh Dewan syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN - 
MUI). 
Subyek fatwa DSN – MUI yang dikaji dalam penelitian ini adalah 
fatwa DSN yang menggunakan Fath adz-Dzarî’ah dalam penetapannya, 
mulai tahun 2000 sampai 2017. Fatwa tersebut dibatasi pada hasil fatwa 
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Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: Pusat 
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DSN tingkat pusat melalui Sidang Komisi Fatwa, Ijtima’ Ulama Komisi 
Fatwa, dan Musyawarah Nasional atau yang setingkat dengan itu, yang 
bersidang secara khusus untuk menetapkan fatwa. 
Dewan Syariah Nasional atau disingkat DSN dibentuk oleh Majelis 
Ulama Indonesia (MUI) dengan tugas mengawasi dan mengarahkan 
lembaga-lembaga keuangan syariah untuk mendorong penetapan nilai-
nilai ajaran Islam dalam kegiatan perekonomian dan keuangan.
26
 
3. Rumusan Masalah 
Dari pembatasan masalah ini dapat dirumuskan masalah penelitian 
“Bagaimana konsep dan aplikasi Fath adz-Dzarî’ah dalam fatwa DSN - 
MUI”. Dari rumusan masalah ini, diturunkan dalam bentuk dua pertanyaan 
pokok sebagai berikut: 
a. Bagaimana konsep penerapan  fath adz-dzarî’ah dalam fatwa DSN? 
b. Bagaimana aplikasi Fath adz-Dzarî’ah dalam fatwa Dewan Syariah 
Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN – MUI) dalam menjawab 
permasalahan ekonomi kontemporer? 
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 
1. Tujuan Penelitian 
Penulisan Tesis ini bertujuan untuk: 
a. Menganalisa secara mendalam dan komprehensip tentang konsep fath 
adz-Dzarî’ah dalam istimbath hukum dalam fatwa DSN- MUI, serta 
kaidah-kaidah fiqhiyah yang berkaitan dengannya; 
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 Dewan Syariah Nasional MUI, op.cit., h. 11 
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b. Dan menganalisa secara baik aplikasi fath adz-Dzarî’ah dalam fatwa 
DSN – MUI. 
2. Kegunaan Penelitian 
Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi yang 
baik dalam beberapa aspek. 
Pertama, kegunaan dari sisi akademik dan teoritik. Kajian ini 
diharapkan akan memberikan cara pandang baru yang lebih luas kaitannya 
dengan  adz-Dzarî’ah yang selama ini hanya dikenal dari sisi saddnya saja 
tanpa menilik sisi fathnya. Penelitian ini juga diharapkan bisa menambah 
khazanah ilmi syariah, khususnya dalam masalah penetapan fatwa dengan 
menggunakan konsep Fath adz-Dzarî’ah. 
Kedua, dari tataran praktis dan segi aplikatif, hasil kajian ini juga 
diharapkan bisa menjadi sumber inspirasi maupun referensi bagi pengkaji 
hukum Islam, termasuk para pemegang kebijakan, dalam pengembangan 
dan penetapan hukum Islam, khususnya dalam masalah ekonomi 
kontemporer di Indonesia. 
Perspektif baru dalam konstruksi bangunan hukum Islam ini 
merupakan upaya mewujudkan kemaslahatan, sehingga ada perimbangan 
antara model proaktif, dengan memberikan kemudahan atas perbuatan 
karena maslahat dan model preventif, dengan menutup celah dan 
mnecegah suatu perbuatan karena ada mafsadah. Dengan demikian ada 
proses perimbangan, sehingga hasil ketetapan hukum semakin dapat 
dirasakan masyarakat dalam rangka kemasalahatan. 
14 
 
 
Ketiga, kegunaan penelitian bagi penulis. Penelitian ini akan berguna 
dalam memperdalam wawasan penulis dalam bidang fatwa dan Fath adz-
Dzarî’ah, khususnya dalam penetapan hukum ekonomi kontemporer. Di 
samping itu, juga berguna untuk menyelesaikan tugas akhir penulis yakni 
tesis di program pascasarjana program studi Hukum Ekonomi Syariah 
Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. 
Ada pun keluaran (out put) penelitian ini adalah konsep Fath adz-
Dzarî’ah dan aplikasinya dalam fatwa Dewan syariah Nasiaonal Majelis 
Ulama Indonesia (DSN–MUI). 
D. Penelitian Terdahulu Yang Relevan 
Dalam kajian sebelumnya, telah banyak ditemukan penelitian dan 
pembahasan seputar adz-Dzarî’ah yang dilakukan oleh para ahli usul fikih, 
baik salaf maupun kholaf. Klasik maupun kontemporer. Namun kebanyakan 
penelitian itu tidak berdiri sendiri, melainkan digabungkan dengan penelitian 
yang lain dalam satu buku. Dan juga penelitian tentang Dewan Syariah 
Nasioanal, telah banyak dilakukan. 
Pertama, penelitian mengenai adz-Dzarî’ah dilakukan Asrorun Ni’am 
Sholeh dalam Disertasinya yang berjudul Sadd adz-Dzarî’ah dan Aplikasinya 
dalam Fatwa Majelis Ulama’ Indonesia.27 
Asrorun Ni’am menuliskan tentang pengertian sadd adz-Dzarî’ah serta 
perdebatan ulama klasik terkait kehujjahan sadd adz-Dzarî’ah lintas madzhab. 
Beliau juga membahas terkait metodologi penetapan fatwa MUI terkait 
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 Asrorun Ni’am Sholeh, Sadd adz-Dzarî’ah dan Aplikasinya dalam Fatwa Majelis 
Ulama Indonesia (Jakarta: Pascasarjana UIN Jakarta, 2008), Disertasi 
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dengan adz-Dzarî’ah. Menurutnya, dari sekitar 201 Fatwa MUI, ditemukan 
sekitar 22 fatwa yang ditetapkan dengan sadd adz-Dzarî’ah atau sekitar, baik 
fatwa terkait ibadah maupun sosial kemasyarakatan. Hanya saja, tulisan beliau 
fokus kepada fatwa MUI berkaitan dengan menutup adz-Dzarî’ah. Beliau 
sedikit sekali menyinggung tentang membuka adz-Dzarî’ah. 
Kedua, penelitian yang lebih spesifik membahas Fath adz-Dzarî’ah 
dilakukan oleh  Muhammad Riyadh Fakhri, dalam disertasinya berjudul Fath 
adz-Dzarî’ah wa Atsaruhu fi al-Fiqh al-Islâmiy. 
Penelitian Muhammad Riyadh Fakhri.
28
 ini membahas mengenai 
pengertian Fath adz-Dzarî’ah, penggunaan ulama terdahulu dalam kaitan Fath 
adz-Dzarî’ah, serta hujjiyyah dan contohnya. Hanya penelitian Riyadh Fakhri 
ini masih bersifat umum, dan tidak membahas fatwa Dewan syariah Nasional 
MUI. 
Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Hanif Luthfi mengenai Fath adz-
Dzarî’ah dalam tesisnya yang berjudul Fath adz-Dzarî’ah dan Aplikasinya 
Dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia.
29
 
Penelitian Hanif Luthfi ini hanya membahas fatwa MUI tentang ibadah 
dan sosial kemasyarakatan saja dan sama sekali tidak membahas fatwa 
keuangan syariah yang dalam hal ini ditangani langsung oleh Dewan syariah 
Nasional (DSN). 
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 Muhammad Riyadh Fakhri, Fath adz-Dzarî’ah wa Atsaruhu fi al-Fiqh al-Islamiy 
(Baghdad: Dirasat al-Ulya al-Jami’ah al-Islamiyyah, 1429 H), Disertasi 
29
Hanif Luthfi, loc.cit. 
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Keempat, Penelitian lain terkait DSN dilakukan oleh Hasanuddin, namun 
beliau belum membahas sisi Fath adz-Dzarî’ah yang diaplikasikan dalam 
fatwa DSN. Dalam penelitiannya yang berjudul “Konsep dan Ḍawadith Fatwa 
Multi Akad Dewan Syariah Nasional MUI”, mengkaji seputar masalah multi 
akad dan ketentuannya dalam tradisi pemikiran hukum Islam, aplikasi multi 
akad dalam fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia 
(MUI), serta konsep dan standar multi akad Dewan Syariah Nasional (DSN).
30
 
Tema Fath adz-Dzarî’ah dalam fatwa Dewan Syariah Nasioanal Majelis 
Ulama Indonesia (DSN – MUI), belum penulis temukan peneliti yang secara 
spesifik membahas tema itu. Maka, penelitian ini masih mungkin untuk 
dilakukan. 
Tesis ini merupakan tindak lanjut dari hasil penelitian yang sudah 
dilakukan sebelumnya, sekaligus melengakapi kajian penelitian yang sudah 
ada, yang sifatnya bisa menegaskan, mengoreksi, atau  membatalkan hasil 
temuan terdahulu. 
Tesis ini dalam berbagai kajiannya, bersinggungan dengan Tesis yang 
ditulis oleh Hanif Luthfi dalam kaitannya pengertian Fath adz-Dzarî’ah. 
E. Kerangka Pikir 
Di atas telah dijelaskan bahwa pokok masalah yang akan dijadikan sebagai 
bahan kajian dalam tesis ini adalah; pertama,  konsep Fath adz-Dzarî’ah  
dalam istinbath hukum dalam fatwa DSN – MUI, serta kaidah-kaidah fiqhiyah 
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 Hasanuddin, Konsep dan  Dlawabith Fatwa Multi Akad Dewan Syariah Nasional MUI 
(Jakarta: Pascasarjana UIN Jakarta, 2008), Disertasi 
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yang berkaitan dengannya. Kedua, aplikasi Fath adz-Dzarî’ah  dalam fatwa 
Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN – MUI).  
Sebagai permasalahan yang dijadikan sebahai pokok kajian ini, maka 
secara umum teori yang digunakan adalah kajian usul fikih dan al-qawaid al-
fiqhiyah. Dari keduanya, bisa ditarik beberapa teori untuk menjawab 
permasalahan. 
1. Prinsip Maslahat (Nadzariyah al-Maslahah) 
Allah Subhanahu wata’ala menurunkan agama Islam sebagai agama 
yang syumul (universal), yang membawa kemaslahatan bagi hidup 
manusia (mashalih al-‘ibad). Baik kehidupan di dunia, maupun kehidupan 
di akhirat. Mashalih al-‘ibad ini sekaligus menjadi tujuan disyariatkannya 
agama Islam di dunia ini. 
Dalam rangka mencapai kemaslahatan ini, Allah menetapkan syariat 
ini dalam prinsip kemudahan (at-taisir), dan menghindari kesusahan (raf’u 
al-haraj) bagi hambanya. 
2. Prinsip Kebebasan Asal (al-Bara’ah al-Ashliyah) 
Permasalahan al-Bara’ah al-Ashliyah merupakan pembahasan yang 
sangat penting dalam kaitannya dengan hukum Islam. 
Yang dimaksud dengan al-Bara’ah al-Ashliyah sebagaimana yang 
disampaiakan oleh Imam al-Qarafi adalah peniadaan beban syariat 
18 
 
 
(hukum), baik perintah maupun larangan, sampai ada dalil yang 
menjelaskan.
31
 
3. Teori Akibat Hukum (Nadzariyah I’tibar al-Maal) 
Nadzariyah I’tibar al-Maal adalah teori yang dikemukakan oleh para 
ahliusul fikih ketika akan menerapkan hasil ijtihad ke objek hukum itu 
sendiri.
32
 Teori ini pertama kali disampaikan oleh Imam as-Syathibi ketika 
membagi ijtihad dalam dua bentuk; yaitu ijtihad istinbathi dan ijtihad 
tathbiqi.
33
 
Ijtihad istinbathi adalah upaya menyimpulkan hukum Islam dari 
sumber-sumbernya (penggalian hukum dari teks agama), sedangkan ijtihad 
tathbiqi adalah upaya menerapakn hukum Islam secara tepat terhadap 
suatu kasus. 
Maka secara umum, setiap hukum Islam yang ditentukan oleh Allah 
subhanahu wata’ala dan Rasul-Nya sallahu ‘alaihi wa sallama pasti 
mengandung tujuan untuk mencapai kemaslahatan dan menjauhkan 
kemadharatan.
34
 Dalam hal ini seorang mujtahid dan seorang mufti harus 
berusaha mencapai titik maqashid asy-syariah.  
4. Prinsip asal segala sesuatu adalah boleh (al-Ashlu fi al-Asyya’ al-Ibahah) 
                                                 
31
 Abu Al-‘Abbas Syihab ad-Din Ahmad ibn  Idris Syihab ad-Din Abu al-Abbas al-
Qarafi, Syarh Tanqih al-Fushul, (Kairo: Syarikah at-Tiba’ah al-Fanniyah al-Muttahidah, 1973),  
jilid 1, h.447 
32
 Hanif Luthfi, op.cit., h. 20 
33
 Ibrahim bin Musa bin Muhammad al-Gharnathi as-Syathibi (w. 790 H), op.cit., , juz 2, 
h. 100 
34
 Ibid, h. 12 
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Prinsip dasar dari syariat islam adalah membolehkan segala perbuatan 
sampai ada dalil yang melarang dan mengharamkan perbuatam tersebut, 
terutama dalam ranah muamalah dan bukan ibadah mahdhah. Kaidah ini 
dikemukakan oleh sebagian ulama, di antaranya adalah Imam as-
Suyuthi.
35
 
F. Metode Penelitian 
1. Jenis Penelitian 
Penelitian dalam tesis ini menggunakan jenis kualitatif. Pengertian 
penelitian kualitatif diantaranya yang diungkapakan Sayuthi Ali. Bahwa 
penelitian kualitatif adalah sebuah penelitian yang berusaha mengungkap 
keadaan yang bersifat alamiah secara holistik , melalui teknik pengukuraan 
yang cermat terhadap varaiabel-variabel tertentu, sehingga mengasilkan 
simpulan simpulan yang dapat digeneralisasikan, lepas dari konteks waktu 
dan situasi serta jenis data yang dikumpulkan.
36
 
Sedangkan Lexy mengungkapkan bahwa penelitian kualitatif adalah 
penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang 
telah dialami oleh subyek penelitian secara holistik dan dengan cara 
deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus 
yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah.
37
 
Dalam penelitian tesis ini, penulis menggunakan jenis penelitian 
kepustakaan/literatur (library research), yaitu serangkaian kegiatan yang 
                                                 
35
 Abdurrahman ibn  Abu Bakar Jalaluddin as-Suyuthi (w. 911 H), al-Asybah wa an-
Nadza’ir, (Berut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1411 H), h. 60 
36
 Sayuthi Ali, Metodologi Penelitian Agama Pendekatan Teori dan Praktek (Jakarta: 
Raja Grafindo Persada, 2002) h. 58 
37
 Lexy J. Moleong, op.cit., h. 3 
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berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka.
38
 Atau dalam kata 
lain penelitian kepustakan merupakan salah satu bentuk penelitian 
kualitatif yang objek kajiannya adalah data kepustakaan.
39
 Menurut Abdul 
Rahman Sholeh, penelitian kepustakaan (library research) ialah penelitian 
yang mengunakan cara untuk mendapatkan data informasi dengan 
menempatkan fasilitas yang ada di perpustakaan; seperti buku, majalah, 
dokumen, catatan kisah-kisah sejarah. Atau penelitian kepustakaan murni 
yang terkait dengan obyek penelitian.
40
 
2. Pendekatan Penelitian 
Pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah menggunakan 
pendekatan ilmu usul fikih dan sejarah sosial, tepatnya dalam pemikiran 
hukum Islam. Pendekatan ilmu usul fikih ini merupakan suatu metode 
pengkajian Islam pada umumnya dan penemuan hukum syari’ah pada 
khususnya. Kapasitas usul fikih sebagai suatu metode penemuan hukum, 
merupakan bagian dari metode penelitian hukum Islam secara umum.
41
 
Kemudian, pendekatan sejarah sosial, sebagaimana yang disampaikan 
oleh M. Atho Mudzar dalam bukunya adalah suatu pendekatan yang 
menandakan produk pemikiran hukum Islam tersebut berasal dari hasil 
                                                 
38
 Mahmud, Metode Penelitian Pendidikan (Bandung: pustaka setia, 2011), h. 31 
39
  Tim Penyusun, Buku Pedoman Penulisan Tesis dan Disertasi, (Lampung: IAIN Raden 
Intan  Lampung, 2016), h. 16 
40
 Abdul Rahman Sholeh, Pendidikan Agama dan Pengembangn untuk Bangsa ( Jakarta: 
PT. Raja Grafindo Persada, 2005), h. 63 
41
 Irawan Soehartono, Metode Penelitian Sosial: Suatu Teknik Penelitian Bidang 
Kesejahteraan  Sosial dan Ilmu Sosial Lainnya (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2008), 
Cet.VII, h. 35 
21 
 
 
interaksi antara pemikir hukum dengan lingkungan sosio-kultural atau 
sosio-politik yang mengelilinginya.
42
 
3. Sumber Data dan Teknik Pengumpulanya 
Teknik pengumpulan informasi dan data dalam penelitian ini 
dilakukan melalui studi kepustakaan (library research), dengan 
mempergunakan sumber-sumber kepustakaan yang ada kaitannya dengan 
pokok penelitian yang telah dirumuskan, baik sumber primer maupun 
sekunder. 
Sumber primer yang terkait dengan kajian Fath adz-dzarî’ah  dalam 
tesis ini adalah diperoleh dari kitab-kitab usul fikih yang dikarang oleh 
para ulama salaf. Ada beberapa kitab yang dijadikan rujukan utama, antara 
lain, al-Muwâfaqât fi Ushūl al-Ahkâm karya al-Imam as-Syathibi (w. 790 
H), al-Furūq karya al-Qarafi (w. 684 H), I’lam al-Muwâqqi’în karya Ibnu 
Qayyim (w. 751 H), al-Mustashfa karya Imam al-Ghazali (w. 505 H). 
Di samping kitab-kitab tersebut, hasil-hasil fatwa Dewan Syariah 
Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN – MUI) juga dijadikan sebagai 
data primer dalam kajian tesis ini, baik yang sudah dibukukan maupun 
yang belum dibukukan. 
Fatwa primer tentang DSN – MUI di atas merujuk pada buku 
Himpunan Fatwa Keuangan Syariah – Dewan Syariah Nasioanal MUI 
(Jakarta: Penerbit Erlangga, 2014) serta fatwa terbaru MUI yang baru 
                                                 
42
 M.  Atho  Mudzhar,  Membaca  Gelombang  Ijtihad:  Antara  Tradisi  dan  Liberasi 
(Yogyakarta: Titian Illahi Press, 1998), h. 106 
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dipublikasikan secara daring dalam laman resmi Dewan Syariah Nasioanal 
MUI.  
Data sekunder diperoleh dari berbagai sumber, baik langsung maupun 
tidak langsung terkait dengan pembahasan utama tesis ini, baik yang 
terdapat dalam kitab klasik maupun kontemporer. 
4. Teknik Analisis Data 
Setelah data terkumpul, lalu diolah dengan menggunakan metode 
deskriptif analisis. Melalui metode ini penulis berupaya secara sistematis 
dan objektif menyajikan data-data dengan menggunakan pendekatan usul 
fikih. 
Data yang berkaitan langsung dengan yang diteliti, didiskripsikan dan 
dianalisis dengan menggunakan teknik analisis isi (content analysis), yaitu 
menganalisis data menurut isinya; suatu upaya menelaah maksud dari isi 
sesuatu bentuk informasi yang termuat dalam suatu dokumen.
43
 
Sedangkan dalam menganalisis data, dalam tesis ini digunakan dua 
metode. Induktif dan deduktif. 
Data-data yang dihimpun dari literatur, baik primer maupun sekunder 
akan dijadikan determinasi analisis terhadap masalah Fath adz-Dzarî’ah 
ini. Hal ini berarti, setelah mengumpulkan data-data yang bersifat umum, 
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Lihat: Earl Babbie, The Practice of Social Research (California: Wadswort Publishing, 
1980), h. 267 
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dilakukan analisis dengan berbagai pendekatan kepada hal-hal yang 
khusus.
44
 
Sementara, penggunaan metode deduktif dalam penelitian ini dengan 
menganalisis data dan menerapkan beberapa data yang bersifat khusus 
untuk membentuk generalisasi berdasarkan hubungan persamaan.
45
 Dalam 
konteks ini, produk hukum fikih yang telah dihasilkan oleh Majelis Ulama 
Indonesia, dengan menggunakan pertimbangan Fath adz-Dzarî’ah akan 
dijadikan data dan dianalisis untuk memperoleh suatu kesimpulan 
mengenai penerapan fath adz-dzarî’ah dalam penetapan hukum secara 
general.
46
 
G. Sistemetika Penelitian 
Untuk mempermudah pembahasan, dan agar pembahasan dapat dilakukan 
secara komprehensif serta sistematis, tesis ini dibagi dalam lima bab, dengan 
tiga bagian; bagian pendahuluan, bagian isi dan bagian penutup. 
Bagian pendahuluan berada pada bab pertama sebagai bentuk 
pertanggungjawaban ilmiah kajian ini, dengan sub pembahasan mengenai latar 
belakang masalah, batasan dan perumusan masalah, tujuan dan kegunaan 
penelitian, kajian penelitian terdahulu, metode penelitian, dan sistematika 
penulisan. 
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Winarno Surahmad, Pengantar Penelitian Ilmiah: Dasar, Metode, dan Teknik 
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Ibid  
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Pada bab kedua, dipaparkan mengenai perihal Fath adz-Dzarî’ah dan 
urgensinya dalam penetapan hukum Islam. Pada bagian ini, diuraikan 
mengenai definisi, unsur-unsur, dan contoh-contoh Fath adz-Dzarî’ah dalam 
hukum Islam. Dilanjutkan dengan kehujjahan Fath adz-Dzarî’ah yang 
meliputi pandangan ulama, dalil-dalil dan diakhiri dengan kaidah-kaidah fiqih 
yang berkaitan dengan Fath adz-Dzarî’ah. 
Bab ketiga memuat pembahasan mengenai kelembagaan dan metodologi 
fatwa Dewan Syariah Nasional MUI. Kajian mengenai kelembagaan fatwa 
Dewan Syariah Nasional MUI meliputi sub pembahasan sekilas tentang MUI, 
kedudukan dan fungsinya, posisi, peran dan tugas lembaga fatwa MUI. 
Selanjutnya dilakukan klasifikasi fatwa DSN MUI berdasarkan 
berdasarkan tema pembahasan. Sementara mengenai metode istinbâth hukum 
dalam fatwa Majelis Ulama Indonesia terdiri dari ruang lingkup fatwa, dasar 
penetapan, prosedur penetapan fatwa dan pendekatan ijtihadnya, serta diakhiri 
dengan pembahasan mengenai kedudukan Fath adz-Dzarî’ah dalam fatwa 
DSN - MUI. 
Bab keempat memuat fatwa Dewan Syariah Nasional yang penetapannya 
menggunakan pendekatan Fath adz-Dzarî’ah, yang dikelompokkan secara 
tematik, serta analisa metodeloginya dan perdebatan ulama terkait masalah 
yang dikaji. 
Tesis ini diakhiri dengan bab kelima yang memuat beberapa kesimpulan 
dan saran. Di halaman akhir, akan disertakan daftar pustaka dan lampiran yang 
dibutuhkan. 
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BAB II 
KAJIAN TEORITIK 
A. Definisi, Dasar Hukum, Unsur dan Pembagian Fath Adz-Dzarî’ah 
1. Definisi dan Dasar Hukum Fath Adz-Dzarî’ah 
a. Definisi 
Kata Fath adz-Dzarî’ah terdiri dari dua suku kata; yaitu Fath dan 
adz-Dzarî’ah. Dalam bahasa Arab disebut tarkib idhafi; yaitu susunan 
kata yang terdiri dari mudhaf dan mudhaf ilaih. 
Kata Fath sendiri berasal dari bahasa Arab ( ٌحْت َف); merupakan 
bentuk mashdar dari fi’il (  َحَت َف-  ُحَتْف َي ). Secara bahasa berarti 
membuka, kemenangan, dan air yang mengalir dari sumbernya.
47
 
Sedangkan kata adz-Dzarî’ah berasal dari bahasa Arab (ةعيرذلا); 
secara bahasa mempunyai beberapa makna. Berasal dari kata dzara’a 
yang berarti al-imtidad (berkelanjutan), juga al-harakah (gerakan). 
Satu akar kata dengan kata al- dzira’ yang berarti satu hasta, yakni 
jarak antara siku-siku tangan sampai ke ujung anak jari tengah. Kata 
al-dzarî’ah, bentuk jama'nya adalah al-dzara'I yang berarti perantara 
atau jalan yang menyampaikan kepada tujuan atau arah tertentu
48
. 
Makna lain adalah jalan untuk menuju kepada sesuatu, atau bermakna 
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Muhammad Murtadha az-Zabidi (w. 1205 H), Taj al-‘Arus, (Kairo: Dar al-Hidayah, t.t), 
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 Muhammad ibn  Mukram ibn  Mandzur (w. 711 H), Lisan al-Arab, (Baerut: Dar as-
Shadir, t.t), bab ‘ain, h. 1698 
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juga sebab menuju kepada sesuatu yang lain. Jalan dan sebab ini masih 
bersifat umum, tanpa memperhatikan jalan ini dibolehkan atau tidak 
dibolehkan.
49
 
Bentuk jamak dari adz-Dzarî’ah (ةَع ِْير َّذلا) adalah adz-dzara’i  
(عِئَار َّذلا). Karena itulah, dalam beberapa kitab usul fikih, seperti Tanqih 
al-Fushul fi Ulum al-Ushul karya al-Qarafi (w. 684 H), istilah yang 
digunakan adalah sadd adz-dzara’i.50 
Pada awalnya, kata adz-Dzarî’ah digunakan sebagai istilah bagi 
unta yang dipakai orang Arab dalam berburu. Si unta dilepaskan oleh 
sang pemburu agar bisa mendekati binatang liar yang sedang diburu. 
Sang pemburu berlindung di samping unta agar tak terlihat oleh 
binatang yang diburu. 
Ketika unta sudah dekat dengan binatang yang diburu, sang 
pemburu pun melepaskan panahnya. Karena itulah, menurut Ibn al-
A’rabi, kata adz-Dzarî’ah kemudian digunakan sebagai metafora 
terhadap segala sesuatu yang mendekatkan kepada sesuatu yang lain.
51
 
Sedangkan secara istilah, para ulama berbeda-beda dalam 
mendefinisikannya. Di antara mereka ada yang mengartikan adz-
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 Muhammad ibn  Abu Bakar ar-Razi (w. 666 H), Mukhtar as-Shihah, (Baerut: 
Maktabah Lubnan, 1995 M), h. 93. 
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Dzarî’ah dalam pengertian umum. seperti al-Qarafi (w. 684 H) dan 
Ibnu Qayyim al-Jauziyyah (w. 751 H). 
Adz-Dzarî’ah menurut al-Qarafi (w. 684 H) identik dengan wasilah 
atau jalan.
52
 Beliau mengatakan: 
ا َيِه َةَعِير َّذلا َّنَِإف ُحاَب ُتَو ُبَدْن ُتَو َُهرْكُتَو اَهُحْت َف ُب َِيج اَه ُّدَس ُب َِيج اَمَك َةَعِير َّذلا َّنَأ ْمَلْعا اَمَكَف ُةَليِسَوْل
 ٌةَبِجاَو ِبِجاَوْلا ُةَليِسَو َف ٌةَمَّرَُمُ ِمَّرَحُمْلا َةَليِسَو َّنَأ. 
Artinya: sesuatu yang haram maka diharamkan, wasilah kepada 
sesuatu yang wajib maka juga wajib. 
Hal ini menandakan bahwa adz-Dzarî’ah berada pada posisi nertal, 
tidak selalu identik dengan hukum larangan saja.
53
 Maka menurut al-
Qarafi (w. 684 H), adz-Dzarî’ah bisa terbagi 3 bagian; pertama, adz-
Dzarî’ah yang disepakati harus ditutup; kedua, adz-Dzarî’ah yang 
disepakati harus dibuka; ketiga, ad-dzar’iah yang diperselisihkan 
ditutup atau dibuka
54
. 
Ibnu Qayyim al-Jauziyyah (w. 751 H) mendifinisakkan adz-
Dzarî’ah sebagai berikut; yaitu: 
 ًقيرطو ةليسو ناك ام :ةعيرذلاءيشلا لىإ ا55 
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 Syihab ad-Din Abu al-Abbas al-Qarafi (w. 684 H), op.cit., juz 2, h. 33 
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 Ibid. 
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 Ibid, juz 3, h. 266 
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Artinya: “Adz-Dzarî’ah adalah wasilah dan jalan menuju kepada 
sesuatu yang lain.” 
b. Dasar Hukum 
1) Q.S. Al-Kahfi: 79 
 َناَكَو اََهبيَِعأ َْنأ ُتْدََرأَف ِرَْحبْلا يِف َنُولَمْعَي َنيِكاَسَمِل ْتَناََكف ُةَنيِفَّسلا ا ََّمأ  ٌكِلَم ْمُهَءاَرَو
 ًابْصَغ ٍةَنيِفَس َّلُك ُذُْخأَي) :فهكلا79( 
Artinya: “Adapun bahtera itu adalah kepunyaan orang-orang 
miskin yang bekerja di laut, dan aku bertujuan merusakkan 
bahtera itu, karena di hadapan mereka ada seorang raja yang 
merampas tiap-tiap bahtera.”  
2) Sabda Rasulullah 
 َّلَص ُّبيَّنلا ُُمَله َلاَق َف ،ُساَّنلا ُهَلَواَن َت َف ،ِدِجْسَ
لما في َلاَب َف ٌّبََارْعَأ َمَاق :َلَاق ،ََةر ْيَرُه َبََأ نع ِهْيَلَع ُالله ى 
 :َمَّلَسَو) ًباُونَذ َْوأ ،ٍءاَم ْنِم ًلاْجَس ِِهلْو َب ى َلَع اوُقِيرَهَو ُهوُعَد اُوثَع ْ ب ُت َْلََو ،َنِير ِّسَيُم ْمُت ْثُِعب َا َّنََِّإف ،ٍءاَم ْنِم
 َنِير ِّسَعُم( يراخبلا هاور.56 
Artinya: Dari Abu Hurairah berkata: “Ada seorang Arab Badui 
yang kencing di masjid, lalu para sahabat memarahinya, maka 
Rosulullah bersabda: “Biarkan dia, tuangkan saja pada 
kencingnya air satu timba, sesungguhnya kalian diutus untuk 
membawa kemudahan dan bukan di utus untuk menyulitkan” (HR. 
Bukhari) 
 
                                                 
56
 Muhammad ibn  Ismail Abi Abdillah al-Bukhari (w. 256 H), Shahih Bukhari, (Kairo: 
Dar Thauq an-Najah, 1422 H), juz 1, h. 54. Lihat pula: Abu Daud Sulaiman ibn  al-As’ats as-
Sajistani (w. 275 H), Sunan Abi Daud, (Baerut: al-Maktabah al-Ashriyyah), t.t, juz 1, h. 103 
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3) Aqwal Ulama 
- Al-Qarafi (w. 648 H) mengatakan: 
 ْتَضَْفأ اَذإ ٍةَمَّرَُمُ َر ْ يَغ ِمَّرَحُمْلا َةَليِسَو ُنوُكَت ْدَق  ٍةَحِجاَر ٍةَحَلْصَم َلىإ 
Artinya: “Kadangkala wasilah (jalan) kepada sesuatu yang haram 
itu perlu dibuka, apabila mengarah kepada maslahah yang lebih 
besar”. 57 
- As-Syathibi (w. 790 H): 
ةحجار ةحلصم اهضراعت مل اذإ اهدس بجي داسفلا ىلإ ةعيرذلا
58
. 
Artinya: Jalan menuju kerusakan itu wajib ditutup jika tidak 
mengakibatkan maslahat yang lebih besar. 
- Ibnu Taimiyyah (w. 728 H): 
 هيف ناك اذإ عرشي هسفن يف ةدسفم هنلأ لا ،ةعيرذلا دسل هنع اًّيهنم ناك امو
"ةحجار ةدسفم ريغل ةحلصملا ُت َّوَُفت لاو ،ةحجار ةحلصم
59 
Artinya: “Sesuatu yang dilarang karena alasan sadd adz-Dzarî’ah, 
bukan karena haram karena hukum aslinya, maka keharaman itu 
bisa ditempuh untuk mencapai masalahah yang lebih besar dan 
tidak menimbulkan mafsadah yang lebih besar.” 
                                                 
57
 Syihab ad-Din Abu al-Abbas al-Qarafi (w. 684 H), op.cit., juz 2, h. 42 
58
 Ibrahim ibn  Musa ibn  Muhammad  al-Gharnathi as-Syathibi  ( w. 790 H), op.cit., juz 
2, h. 305. Lihat pula: Muhammad ibn  Abu Bakar Ibn Qayyim al-Jauziyyah (w. 751 H), op.cit., juz 
2, h. 161 
59
 Ibnu Taimiyyah al-Harrani, Majmu’ al-Fatawa, (Madinah: Majma’ al-Fahd, 1416 H), 
juz 23, h. 214 
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- Ibnu Qayyim al-Jauziyyah (w. 751 H) beliau mengatakan: 
"ةحجارلا ةحلصملل حيبأ ةعيرذلل اًّدس مرح ام"
60 
Artinya: Sesuatu yang diharamkan karena alasan sadd adz-
Dzarî’ah, maka menjadi boleh dilakukan  jika ada mashlahah yang 
lebih besar. 
2. Pembagian Fath Adz-Dzarî’ah dan Konsekuensi Hukumnya 
Para ulama berbeda-beda dalam membagi adz-Dzarî’ah. Secara 
sederhana bisa kita lihat dari paparan para ulama. Dilihat dari aspek 
kesepakatan ulama, al-Qarafi (w. 684 H) dan asy-Syatibi (w. 790 H) 
membagi adz-Dzarî’ah menjadi tiga macam, yaitu:  
a. Sesuatu yang telah disepakati untuk tidak dilarang meskipun bisa 
menjadi jalan atau sarana terjadinya suatu perbuatan yang diharamkan. 
Contohnya menanam anggur, meskipun ada kemungkinan untuk 
dijadikan khamar; atau hidup bertetangga meskipun ada kemungkinan 
terjadi perbuatan zina dengan tetangga.  
b. Sesuatu yang disepakati untuk dilarang, seperti mencaci maki berhala 
bagi orang yang mengetahui atau menduga keras bahwa penyembah 
berhala tersebut akan membalas mencaci maki Allah seketika itu pula. 
Contoh lain adalah larangan menggali sumur di tengah jalan bagi 
orang yang mengetahui bahwa jalan tersebut biasa dilewati dan akan 
mencelakakan orang. 
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 Muhammad ibn  Abu Bakar Ibn Qayyim al-Jauziyyah w. 751 H, op.cit., juz 1, h. 92 
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c. Sesuatu yang masih diperselisihkan untuk dilarang atau diperbolehkan, 
seperti memandang perempuan karena bisa menjadi jalan terjadinya 
zina; dan jual beli berjangka karena khawatir ada unsur riba
61
. 
Sedangkan Ibn al-Qoyyim
62
 membagi adz-Dzarî’ah menjadi empat 
macam ditinjau dari segi akibat yang ditimbulkan, yaitu: 
a. Suatu perbuatan yang memang pada dasarnya pasti menimbulkan 
kerusakan (mafsadah). Hal ini misalnya mengonsumsi minuman keras 
yang bisa mengakibatkan mabuk dan perbuatan zina yang 
menimbulkan ketidakjelasan asal usul keturunan. 
b. Suatu perbuatan yang pada dasarnya diperbolehkan atau dianjurkan 
(mustahab), namun secara sengaja dijadikan sebagai perantara untuk 
terjadi sesuatu keburukan (mafsadah). Misalnya menikahi perempuan 
yang sudah ditalak tiga agar sang perempuan boleh dikawini (at-
tahlil). Contoh lain adalah melakukan jual beli dengan cara tertentu 
yang mengakibatkan muncul unsur riba. 
c. Suatu perbuatan yang pada dasarnya diperbolehkan namun tidak 
disengaja untuk menimbulkan suatu keburukan (mafsadah), dan pada 
umumnya keburukan itu tetap terjadi meskipun tidak disengaja. 
Keburukan (mafsadah) yang kemungkinan terjadi tersebut lebih besar 
akibatnya daripada kebaikan (maslahah) yang diraih. Contohnya 
adalah mencaci maki berhala yang disembah oleh orang-orang 
musyrik. 
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 Syihab ad-Din Abu al-Abbas al-Qarafi (w. 684 H), op.cit., juz 6, h. 319, asy-Syathibi 
(w. 790 H), op.cit., juz 2, h. 390. 
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d. Suatu perbuatan yang pada dasarnya diperbolehkan namun terkadang 
bisa menimbulkan keburukan (mafsadah). Kebaikan yang ditimbulkan 
lebih besar akibatnya dari pada keburukannya. Misalnya, melihat 
perempuan yang sedang dilamar dalam syariat nadzor. 
3. Pembagian Fath Adz-Dzarî’ah dan Aplikasinya 
Sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Al-Qarafi (w. 648 H) bahwa 
adz-Dzarî’ah itu terkadang bisa ditutup dalam kondisi tertentu dan bisa 
juga dibuka pada kondisi yang lain.
63
 Karena pada dasarnya, kata adz-
Dzarî’ah  bermakna jalan untuk mencapai satu tujuan tertentu. Bisa jadi 
tujuannya baik, bisa jadi juga tujuannya buruk. Namun dalam 
penggunaanya, seringkali kata adz-Dzarî’ah  hanya dimaknai sebagai 
sebuah jalan menuju keburukan atau yang diharamkan saja. Hal ini 
sebagaimana yang disampaikan oleh Ibnu Taimiyyah (w. 728 H)
64
 dan 
Thahir bin Asyur (w. 1393 H).
65
 
Justru terkadang wasîlah kepada sesuatu yang haram itu perlu dibuka 
atau dilakukan, jika ada mashlahah yang lebih besar (mashlahah râjihah). 
Al-Qarafi (w. 648 H) mengatakan: 
 ٍةَحِجاَر ٍةَحَلْصَم َلىإ ْتَضَْفأ اَذإ ٍةَمَّرَُمُ َر ْ يَغ ِمَّرَحُمْلا َةَليِسَو ُنوُكَت ْدَق 
                                                 
63
 Syihab ad-Din Abu al-Abbas al-Qarafi (w. 648 H) menyebutkan: 
 ُّلُك َسْيَل َف اَهُحْت َف ُب َِيج اَه ُّدَس ُب َِيج اَمَك ُةَعِير َّذلا َْلب اَه ُّدَس ُب َِيج ٍةَعِيرَذ 
Artinya: “Tidak setiap adz-dzari’ah itu harus ditutup. Bahkan ada adz-dzari’ah yang 
wajib ditutup dan ada juga yang wajib  dibuka). Lihat: Syihab ad-Din Abu al-Abbas al-
Qarafi (w. 684 H), op.cit., juz 2, h. 42 
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1408 H), juz 6, h. 172 
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al-Auqaf al-Islamiyyah, 1425 H), juz 3, h. 340 
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Artinya: “Kadangkala wasilah (jalan) kepada sesuatu yang haram 
itu perlu dibuka, apabila mengarah kepada maslahah yang lebih 
besar”. 66 
Bisa dikatakan, istilah Fath adz-Dzarî’ah ini muncul dari pemaparan 
al-Qarafi (w. 648 H).
67
 Ibnu Asyur (w. 1393 H) menyebutkan bahwa 
memang sudah menjadi laqab tersendiri bahwa adz-Dzarî’ah itu wasilah 
menuju kepada suatu yang dilarang. Hanya saja syariat itu juga 
memperhatikan dzarî’ah kepada suatu mashlahah, maka dibukalah 
dzarî’ah itu. Yaitu dengan menjadikan dzarî’ah itu mempunyai hukum 
wajib, meskipun asalnya dilarang atau mubah. Ibnu Asyur (w. 1393 H) 
menyebutkan: 
 اُتهروص تناك نإو ،بوجولا َمْكُح اله تلعج نبأ ،اهتحتفف لحاصلما عئارذ لىإ تدمع دق ةعيرشلا
 ةحبالإا وأ َعنلما ًةيضتقم 
Artinya: Syariat itu juga memperhatikan dzarî’ah kepada suatu 
mashlahat, maka dibukalah dzarî’ah itu. Yaitu dengan menjadikan 
dzarî’ah itu mempunyai hukum wajib, meskipun asalnya dilarang 
atau mubah.
68
 
4. Kaidah Kebolehan Menggunakan Wasilah 
Kaidah Fath adz-Dzarî’ah yang dipaparkan oleh para ulama usul fikih 
di sini bukan sebagai alat untuk menghalalkan sesuatu yang telah 
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 Hanif Luthfi, op.cit., h. 35 
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diharamkan oleh syariat, bukan juga untuk membolehkan sesuatu yang 
telah dilarang oleh agama. Kaidah ini juga bukan digunakan untuk 
menghalalkan segala hal untuk sampai pada tujuan tertentu dengan 
berbagai macam cara.
69
 Namun kaidah Fath adz-Dzarî’ah ini masuk 
dalam pembahasan ketika mashlahah dan masfsadah bertemu, tapi 
maslahatnya lebih besar dari pada mafsadatnya.  
Fath adz-Dzarî’ah ini bisa dikatakan perkara pengecualian. Artinya 
awalnya segala bentuk yang dilarang agama itu tak boleh dikerjakan. 
Hanya ketika ada mashlahah yang lebih besar atau ditolak mafsadat yang 
lebih besar, maka boleh dikerjakan
70
. 
Karena Fath adz-Dzarî’ah ini masuk dalam katagori kaidah 
pengecualian, maka pengaplikasiannya pun harus dengan kehati-hatian. 
Penerapannya pun tidak boleh dilakuakan oleh sembarang orang yang 
bukan ahlinya. Karena hal ini menyangkut persoalan halal dan haram yang 
membutuhkan analisa yang kuat dan cermat untuk mencapai maslahah 
yang lebih besar.
71
 
Ada juga ulama yang memasukkan Fath adz-Dzarî’ah dalam 
pembahasan dharurat, agar dalam penerapannya bisa mengikuti kaidah 
dharurat yang telah dirumuskan oleh para ulama. Hal ini sebagaimana 
disampaikan oleh Prof. Dr. Khalifah al-Hasan dalam jurnal al-Majma’ al-
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 Hanif Luthfi, op.cit., h. 36 
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 Abu Zahrah, al-Imam Malik Hayatuhu wa ‘Ashruh wa Fiqhuhu, (Baerut: Dar al-Fikr, 
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Fiqh al-Islamiy.
72
 Meskipun pendapat itu bisa dikatakan terlalu 
menyempit pada perkara dharurat saja. Tergantung dari makna adz-
Dzarî’ah yang dipakai. 
Ibnu Taimiyyah (w. 728 H) menyebutkan bahwa: 
 هيف ناك اذإ عرشي هسفن يف ةدسفم هنلأ لا ،ةعيرذلا دسل هنع اًّيهنم ناك امو
لاو ،ةحجار ةحلصم ةحجار ةدسفم ريغل ةحلصملا ُت َّوَُفت.73 
Artinya: “Sesuatu yang dilarang karena alasan sadd adz-Dzarî’ah, 
bukan karena haram karena hukum aslinya, maka keharaman itu 
bisa ditempuh untuk mencapai masalahah yang lebih besar dan 
tidak menimbulkan mafsadah yang lebih besar.” 
Pendapat senada pun disampaikan oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyyah (w. 
751 H). beliau mengatakan: 
ةحجارلا ةحلصملل حيبأ ةعيرذلل اًّدس مرح ام
74 
Artinya: Sesuatu yang diharamkan karena alasan sadd adz-
Dzarî’ah, maka menjadi boleh dilakukan  jika ada mashlahah yang 
lebih besar. 
Kalimat ini sebenarnya mirip dengan kaidah yang disampaikan oleh 
as-Syathibi (w. 790 H) sebagai berikut: 
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 Khalifah Babakr al-Hasan, April 1995, Sadd adz-dzarī’ah, ‘inda al-Ushuliyyin wa al-
Fuqaha’, dalam Jurnal al-Majma’ al-Fiqh al-Islamiy, (Jeddah: Rabithah Alam Islami, 1995), vol. 9 
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 Ibnu Taimiyyah al-Harrani, Majmu’ al-Fatawa, (Madinah: Majma’ al-Fahd, 1416 H), 
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ةحجار ةحلصم اهضراعت مل اذإ اهدس بجي داسفلا ىلإ ةعيرذلا
75
. 
Artinya: Jalan menuju kerusakan itu wajib ditutup jika tidak 
mengakibatkan maslahat yang lebih besar. 
Dari tiga pendapat ulama di atas bisa penulis simpulkan bahwa, 
wasilah menuju sesuatu yang haram pun tetap bisa ditempuh jika diyakini 
mampu mencapai masalahah atau kebaikan yang jauh lebih besar dari 
keburukannya. Namun sebenarnya, pembahasan Fath ad-dzari’ah ini 
memiliki cakupan yang lebih luas dibandingkan pembahasan dharurat dan 
kaidah “ma la yatimmu al-wajib illa bihi fahuwa wajib”. Karena kedua 
kaidah tersebut masuk dalam pembahasan Fath ad-dzari’ah.76 
B. Perbedaan Ulama Usul Fiqih Terkait Kebolehan Menggunakan  Fath 
Adz-Dzarî’ah 
1. Perbedaan Pendapat Para Ulama 
Jika diamati lebih lanjut, perbedaan pendapat ulama terkait  Fath adz-
Dzarî’ah dan sadd adz-Dzarî’ah tidak hanya pada masalah boleh dan 
tidaknya  dijadikan sebagai hujjah syar’iyah secara mandiri. Karena 
perbedaan mereka diletarbelakangi oleh beberapa faktor-faktor berikut 
ini:
77
 Perbedaan dalam mendefinisikan adz-Dzarî’ah, baik dari sisi saad 
maupun fath. Juga perbedaan dalam menimbang masalahah dan mafsadah 
yang ditimbulkan. Faktor lainnya adalah perbedaan dalam kaidah 
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 Ibrahim ibn  Musa ibn  Muhammad al-Gharnathi  as-Syathibi  (w. 790 H), loc.cit. Lihat 
pula: Muhammad ibn  Abu Bakar Ibn Qayyim al-Jauziyyah (w. 751 H), op.cit, juz 2, h. 161 
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 Walid ibn  Ali al-Husain, I’tibar Ma’alat al-Af’al wa Atsaruha al-Fiqhi (Riyadh: Dar 
ad-Tadmuriyyah, 1430 H), h. 366 
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 Hanif Luthfi, op.cit., h. 38 
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fiqhiyyah yang melatarbelakangi Fath adz-Dzarî’ah dan sadd adz-
Dzarî’ah.78 
Dalam kajian usul fikih, ada dalil-dalil yang disepakati penggunaannya 
(muttafaq ‘alaihi) dan ada juga dalil-dalil yang diperselisihkan (mukhtalaf 
fîh). Fath adz-Dzarî’ah dan sadd adz-Dzarî’ah termasuk dalam katagori 
dalil yang mukhtalaf fîh. Dari kalangan Malikiyyah dan Hanabilah 
menganggap sadd adz-Dzarî’ah merupakan salah satu instrumen dalil, 
sedangkan Hanafiyyah dan Syafi’iyyah tidak menganggapnya sebagai 
dalil.
79
 
Sedangkan imam Al-Qarafi (w. 684 H) menyebutkan tiga 
kemungkinan dalam menyikapi adz-Dzarî’ah; Pertama, adz-Dzarî’ah 
yang wajib ditutup. Seperti menggali sumur di jalan umum. Kedua, yang 
sepakat untuk dibuka. Seperti menanam anggur karena khawatir 
dipergunakan untuk membuat arak. Karena keberadaan buah anggur tidak 
selalu dijadikan sebagai arak. Ketiga, adz-Dzarî’ah yang masih 
diperselisihkan dalam hal sadd dan fath. Ditutup karena mengarah kepada 
sesuatu yang haram, atau tidak dilarang karena memang awalnya mubah.
80
 
Fath ad-dzari’ah dalam perkembangan ilmu usul fikih modern sangat 
dekat kaitannya dengan kaidah “I’tibar ma’alat al-af’al” maksud hakiki 
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 Muhammad ibn  Ali asy-Syaukani (w. 1250 H), Irsyad al-Fuhul fi Tahqiq al-Haqq min 
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80
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dari suatu perbuatan itu diperhatikan dalam syariah.
81
 Dimana suatu tujuan 
dalam syari’at itu mempengaruhi jalan dan cara pencapaian tujuan itu. 
Meski pun mazhab Hanafi dan mazhab Syafi’i dikenal sebagai 
madzhab yang tidak mengganggap sadd adz-Dzarî’ah sebagai dalil hukum 
mandiri, tetapi dalam praktiknya banyak mempertimbangkannya meskipun 
secara implisit.
82
 
Menurut Muhammad Abu Zahrah ketika berbicara tentang perbedaan 
pendapat ulama terkait kehujjahan sadd adz-Dzarî’ah dan Fath adz-
Dzarî’ah, beliau menyimpulkan bahwa sebenarnya semua ulama sepakat 
memakainya. Hanya saja mereka berbeda pada besaran kadarnya.
83
 
Istilah Fath adz-Dzarî’ah memang sulit ditemukan dalam literatur 
ulama-ulama madzhab. Hanya dalam aplikasinya, banyak ditemukan 
istilah yang semakna. Sebut saja Imam Abu Hanifah (w. 150 H). Beliau 
terkenal banyak menggunakan hiyal.
84
 Tapi ada satu kaidah yang dipakai 
ulama bahwa “la musyahata fi al-istilah au fi al-alfadz85”, tentang 
penggunaan istilah sebenarnya tidak perlu diperdebatkan, karena yang 
diperdebatkan adalah substansinya. 
Dari sekian banyak definisi adz-Dzarî’ah yang dikemukakan oleh para 
ulama, penulis memilih pengertian dari al-Qarafi (w. 684 H), Ibnu Qayyim 
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(w. 751 H) dan Wahbah az-Zuhaili (w. 1436 H),  bahwa Adz-Dzarî’ah 
identik dengan wasilah atau jalan.
86
 Dari sini bisa dilihat macam-macam 
hubungan antara adz-Dzarî’ah dengan tujuan. Pertama, jika adz-
Dzarî’ahnya masyru’ dan tujuan juga masyru’. Model yang pertama ini 
para ulama sepakat membolehkannya, bahkan bisa jadi wajib. Sebagai 
contoh, wudhu yang dilakukan sebagai wasilah untuk melaksanakan 
sholat. Wudhu adalah perbuatan yang disyariatkan sebagai wasilah untuk 
mencapai tujuan yang juga disyariatkan, yaitu shalat. 
Kedua, jika adz-Dzarî’ahnya tidak masyru’ tapi tujuannya juga 
mahdzur atau dilarang. Katagori yang kedua ini, ulama sepakat melarang. 
Sebagai contoh, mencuri yang dijadikan wasilah untuk berbuat zina dan 
mabuk-mabukan. Ketiga, jika adz-Dzarî’ahnya dibolehkan tapi tujuaannya 
mahdzur. Katagori yang ketiga ini lah yang identik dengan saddadz-
Dzarî’ah. 
Keempat, jika adz-Dzarî’ahnya mahdzur tapi tujuannya masyru’. Dan 
yang keempat inilah katagoti yang akan menjadi pokok pembahasan di 
dalam tulisan ini.
87
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  Al-Qarafi menyebutkan: 
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Artinya: Ketahuilah bahwa ad-dzari’ah sebagaimana harus ditutup, juga wajib dibuka. 
Termasuk kadang berhukum makruh dan sunnah juga mubah. Karena ad-dzari’ah adalah 
wasilah, sebagaimana wasilah kepada sesuatu yang haram maka diharamkan, wasilah 
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Qarafi (w. 684 H), op.cit., juz 2, h. 33 
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 Hanif Luthfi, op.cit., h. 41 
40 
 
 
Pada perkara-perkaya yang diharamkan karena sadd adz-Dzarî’ah, 
sebagian ulama membolehkannya untuk dibuka kembali karena adanya 
maslahah yang lebih rajih. perkara ini juga masuk dalam katagori Fath 
adz-Dzarî’ah88 dan akan menjadi pembahasan pada tesis ini. 
Sedangkan jika adz-Dzarî’ahnya mahdzur atau dilarang, tetapi 
tujuannya masyru’, maka pada dasarnya adalah tetap dilarang. Karena 
syariat tak membenarkan bahwa tujuan itu membolehkan segala cara. 
Termasuk jika ada mashlahah dan mafsadah bertemu secara berimbang, 
maka dimenangkan mafsadahnya. 
Namun jika bertemunya maslahah dan mafsadah, dan dengan segala 
pertimbangan keduanya diyakini akan mencapai maslahah yang lebih 
besar, maka adz-Dzarî’ah itu boleh dilakukan. Dalam kasus seperti ini 
sebagian ulama ulama memasukkannya dalam pembahasan dharurat atau 
hajat yang membolehkan sesuatu yang dilarang. Dan sebagian ulama 
lainnya memasukkannya dalam pembahasan “jika ada dua mafsadat 
bertemu dalam satu kasus”. Hal itu juga termasuk Fath adz-Dzarî’ah yang 
akan dibahas pada tesis ini. 
Menurut Umar Sulaiman al-Asyqar, pada dasarnya perkara Fath adz-
Dzarî’ah ini sama halnya dengan perkara sadd adz-Dzarî’ah , karena 
keduanya masuk dalam satu pembahasan.
89
 Beliau menyebutkan: 
دحاو ببا نم نيرملأا نلأ ؛اهدسب نولئاقلا عئارذلا حتفب لاق دقو 
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Artinya: Ulama yang meyatakan kebolehan fath ad-dzariah adalah 
mereka juga yang menyatakan adanya kehujjahan  sadd adz-
dzarī’ah, karena keduanya masuk dalam satu bab/ pembahasan. 
Dari pendapat Umar Sulaiman al-Asyqar di atas bisa disimpulkan bahwa 
sadd adz-Dzarî’ah dan fath adz-Dzarî’ah adalah satu pembahasan yang saling 
berkaitan satu sama lain. Bahkan keberadaan kedua metode tersebut bersifat 
preventif dan solutif.
90
 Namun memang kajian fath adz-Dzarî’ah tidak sepopuler 
kajian pada sadd adz-Dzarî’ah. Istilah Fath adz-Dzarî’ah sulit ditemukan dalam 
literatur ulama-ulama madzhab. Hanya dalam aplikasinya, banyak ditemukan 
istilah yang semakna. Sebut saja Imam Abu Hanifah (w. 150 H). Beliau terkenal 
banyak menggunakan hiyal.
91
 Tapi ada satu kaidah yang dipakai ulama bahwa “la 
musyahata fi al-istilah au fi al-alfadz
92”, tentang penggunaan istilah sebenarnya 
tidak perlu diperdebatkan, karena yang diperdebatkan adalah substansinya. 
 
Untuk menemukan pembahasan lengkap tentang Fath adz-Dzarî’ah 
dalam kitab-kitab usul fikih memang tidak selengkap sadd adz-Dzarî’ah. 
Namun karena kedua pembahsan tersebut adalah sama, maka pembahasan  
Fath adz-Dzarî’ah  bisa dirujuk pada pembahasan sadd adz-Dzarî’ah. 
Termasuk pembahasan tentang perbedaan ulama terkait kehujjahan Fath 
adz-Dzarî’ah. 
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Berikut ini tiga kelompok dalam menyikapi keberadaan sadd adz-
Dzarî’ah: 1) yang menerima sepenuhnya; 2) yang tidak menerima 
sepenuhnya atau tidak menolak sepenuhnya, dan; 3) yang menolak 
sepenuhnya. 
Kelompok Pertama: Menerima Sepenuhnya sadd adz-Dzarî’ah sebagai 
metode dalam penetapkan hukum. Di antara ulama yang mendukung 
motede ini  adalah mazhab Maliki dan mazhab Hambali. Para ulama di 
kalangan Mazhab Maliki bahkan mengembangkan metode ini dalam 
berbagai pembahasan fikih dan usul fikih mereka sehingga bisa diterapkan 
lebih luas. Imam al-Qarafi (w. 684 H), misalnya, mengembangkan metode 
ini dalam karyanya Anwar al-Buruq fi Anwa’ al-Furuq. Begitu pula Imam 
asy-Syathibi (w. 790 H) yang menguraikan tentang metode ini dalam 
kitabnya al-Muwafaqat. 
Kelompok Kedua: Tidak Menerima sepenuhnya dan juga tidak 
menolak sepenuhnya konsep sadd adz-Dzarî’ah sebagai metode penetapan 
hukum. Kelompok kedua ini ada dari mazhab Hanafi dan mazhab Syafi’i. 
mereka menggunakan adz-Dzarî’ah dalam kasus tertentu dan menolak 
dalam kasus yang lain.
93
 
Contoh penggunaan sadd adz-Dzarî’ah  oleh kelompok ini terlihat dari 
larangan bagi seorang wanita untuk berhias dalam iddah karena ditinggal 
mati suaminya. Karena dengan itu banyak laki-laki yang tertarik 
dengannya. Padadal dia masih berada pada masa iddah yang dilarang 
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untuk menikah. Pelarangan itulah yang dimaksud dengan sadd adz-
Dzarî’ah agar tidak terjadi  pernikahan dalam masa iddah.94 
Sedangkan contoh penolakan kelompok ini terhadap sadd adz-
Dzarî’ah bisa dilihat pada transaksi jual beli berjangka/ kredit (bai’ al-
ajal). 
Dalam kasus jual beli transaksi berjangka, misalnya 
sebuah showroom “A” menjual mobil secara kredit selama 3 tahun dengan 
harga Rp. 150 juta kepada seorang konsumen. Setelah selesai transaksi, 
keesokan harinya sang konsumen membutuhkan uang karena keperluan 
penting dan mendesak. Ia pun menjual kembali mobil tersebut kepada 
showroom yang sama. Oleh pihak showroom, mobil itu dibeli secara tunai 
dengan harga Rp. 100 juta.
95
 
Transaksi seperti inilah yang oleh mazhab Maliki dan Hanbali dilarang 
karena terdapat unsur riba yang sangat nampak. Pada kenyataannya, 
transaksi jual beli tersebut adalah penjualan mobil secara kredit seharga 
Rp. 150 juta dan secara tunai seharga Rp. 100 juta. Barang yang 
diperjualbelikan seolah sia-sia dan tidak bermakna apa-apa.
96
 
Sementara bagi mazhab Hanafi, transaksi semacam itu juga dilarang. 
Namun mereka menolak menggunakan saddadz-Dzarî’ah dalam 
pelarangan tersebut. Dasar pelarangan yang mereka pakai adalah alasan 
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bahwa harga barang yang dijual tersebut belum jelas, karena terdapat dua 
harga. Di samping itu, si konsumen yang menjual kembali mobil 
sebenarnya juga belum sepenuhnya memiliki barang tersebut karena masih 
dalam masa kredit. 
Dengan demikian, transaksi kedua yang dilakukan si konsumen 
dengan pihak showroom adalah transaksi yang tidak sah (fasid). Perbedaan 
dua harga itu juga mengandung unsur riba.
97
 
Sedangkan bagi mazhab Syafii, transaksi jual beli kredit seperti ini 
adalah sah secara formal. Adapun aspek batin dari niat buruk si penjual 
untuk melakukan riba, misalnya, adalah urusan dosanya sendiri dengan 
Allah. Yang menjadi patokan adalah bagaimana lafaz dalam akad, bukan 
niat dan maksud si penjual yang tidak tampak. Tidak boleh melarang 
sesuatu akad hanya berdasarkan dugaan terhadap maksud tertentu yang 
belum jelas terbukti.
98
 
Kelompok Ketiga: Menolak sepenuhnya saddadz-Dzarî’ah  sebagai 
metode dalam menetapkan hukum. Kelompok ini didukung oleh mazhab 
Zahiri. Prinsip mereka dalam menetapkan hukum hanya berdasarkan 
makna tekstual (zahir al-lafzh). Sementara sadd adz-Dzarî’ah adalah hasil 
penalaran terhadap sesuatu perbuatan yang masih dalam tingkatan dugaan, 
meskipun sudah sampai tingkatan dugaan yang kuat. Dengan demikian, 
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bagi mereka konsep sadd adz-Dzarî’ah adalah semata-mata produk akal 
dan tidak berdasarkan pada nash secara langsung.
99
 
Penolakan kelompok Zahiri atas konsep sadd adz-Dzarî’ah terlihat 
dari kasus pelarangan menikah bagi laki-laki yang mengalami sakit keras 
(kemungkinan mendekati ajal kematian). Padahal pelarangan itu jelas 
dilakukan oleh kalangan ulama Hanafi dan Maliki dengan  alasan bahwa  
ada adz-Dzarî’ah. Yaitu pernikahan yang hanya sekedar mendapatkan 
waris dan sekaligus menghalangi ahli waris yang sudah ada lain untuk 
mendapatkan waris. 
Namun bagi Ibnu Hazm (salah seorang ulama madzhab zahiri), 
pelarangan menikah itu jelas-jelas mengharamkan sesuatu yang jelas-jelas 
halal. Betapapun menikah dan mendapatkan warisan karena hubungan 
perkawinan adalah sesuatu yang halal.
100
 
Walaupun terjadi perbedaan pendapat ulama terkait penggunaan sadd 
adz-Dzarî’ah, namun kenyataanya mereka menggunakannya dalam 
banyak kasus dan menolaknya dalam kasus yang lain. Sebagaimana yang 
diungkapkan oleh Wahbah az-Zuhaili (w. 1436 H), perdebatan di kalangan 
empat mazhab: Hanafi, Maliki, Syafi’i, dan Hambali, hanya berpusat pada 
satu kasus, yaitu jual beli kredit. Selebihnya mereka sepakat untuk 
menggunakannya. Sedangkan madzhab Zhahiri, mereka secara tegas 
menolak konsep sadd adz-Dzarî’ah. Hal ini karena mereka hanya 
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berpegang teguh pada al-Quran dan hadis. Dengan kata lain mereka hanya 
menerima zhahir nash saja.
101
 
Abdul Karim Zaidan menyebutkan bahwa di antara ulama yang cukup 
banyak menggunakan sadd adz-Dzarî’ah adalah madzhab Malikiyyah. Dia 
menyebutkan bahwa madzhab Malikiyyah menggunakan saddadz-
Dzarî’ah jika ternyata tujuannya mengarah kepada mafsadat. Sebaliknya, 
mereka juga menggunakan Fath adz-Dzarî’ah jika ternyata tujuannya 
mengarah kepada mashlahah rajihah, meskipun wasilah itu sendiri 
dilarang syariat.
102
 Beliau mencontohkan, Negara Islam dalam keadaan 
lemah dan terdesak boleh saja memberikan uang kepada musuh yang kafir 
untuk menghindari madharat yang lebih besar. Begitupun tentang 
kebolehan melakukan suap (risywah). Jika dengan cara itu bisa 
menghindarkan diri dari kemaksiatan yang lebih besar dari kemaksiatan 
tersebut.
103
 
2. Penerapan Konsep Fath Adz-Dzarî’ah dalam Al-quran dan Hadis 
a. Kisah Nabi Khidhir Menenggelamkan Perahu Orang Miskin dan 
Membunuh Anak Kecil 
Allah menceritakan kisah tentang pertemuan Nabi Musa dengan 
Nabi Khidir yang terdapat di dalam Q.S. Al-Kahfi. Kisah pertama 
yang penulis angkat terdapat pada ayat 79 tentang Khidir yang 
menenggelamkan sebuah perahu milik orang miskin. Allah Berfirman:  
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 ٌكِلَم ْمُهَءاَرَو َناَكَو اََهبيَِعأ َْنأ ُتْدََرأَف ِرَْحبْلا يِف َنُولَمْعَي َنيِكاَسَمِل ْتَناََكف ُةَنيِفَّسلا ا ََّمأ
 :فهكلا[ ًابْصَغ ٍةَنيِفَس َّلُك ُذُْخأَي79] 
Artinya: Adapun bahtera itu adalah kepunyaan orang-orang 
miskin yang bekerja di laut, dan aku bertujuan merusakkan 
bahtera itu, karena di hadapan mereka ada seorang raja yang 
merampas tiap-tiap bahtera. (Q.S al-Kahfi: 79) 
Dalam memahami ayat ini, Imam Fakhruddin ar-Razi (w. 606 H) 
menjelaskan bahwa peristiwa ini (penenggelaman kapal) memberikan 
gambaran ketika bertemunya dua bahaya dengan kadar yang berbeda, 
maka dipilih bahaya yang lebih ringan untuk menghindari bahaya yang 
lebih besar. Beliu menyebutkan: 
ى لعلأا عفدل نىدلأا لمتح بيج نيررضلا ضراعت دنع104  
Artinya: “Ketika ada dua bahaya yang saling berhadapan, maka 
wajib untuk dipilih bahaya yang lebih ringan agar terhindar 
bahaya yang lebih besar” 
Penenggelaman kapal adalah suatu mafsadah yang dipilih oleh 
Khidir. Namun itu jauh lebih kecil dibandingkan jika kapal itu 
dirampas oleh penguasa dzlim yang kemungkinan besar tidak akan 
dikembalikan lagi. Sedangkan dengan penenggelaman, kemungkinan 
besar masih bisa diperbaiki lagi. 
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Namun tentu saja, langkah yang ditempuh oleh Khidhir ini 
berdasar pada ilmu dari Allah yang diberikan kepadanya dan tidak 
diberikan kepada Nabi Musa.
105
 
Merusak kapal adalah perbuatan yang dilarang. Namun jika itu 
dimaksudkan untuk menghindari madharat yang lebih besar, 
perampasan kapal oleh penguasa yang dzalim, maka hal itu boleh 
ditempuh. Dari kisah ini terlihat bahwa wasilah yang secara dzahir 
dilarang, namun boleh ditempuh untuk mencapai mashlahah yang 
lebih besar. Hal senada juga disampaikan oleh Imam al-Qurthuby (w. 
671 H) menyebutkan bahwa pelajaran fiqih yang bisa diambil dari 
kisah Khidhir tadi adalah bolehnya mengamalkan mashlahah jika 
dipastikan keberadaannya, serta bolehnya mempertahankan semua 
harta dengan merusak sebagiannya.
106
 
Hal yang senada pun disampikan oleh Abdurrahman bin Nashir bin 
Abdullah as-Sa’dy (w. 1376 H). Dari cerita Khidhir di atas dapat 
ditarik satu kaidah bahwa melakukan suatu tindakan terhadap harta 
orang lain, jika dalam rangka memperoleh mashlahah dan menolak 
mafsadah maka hal itu dibolehkan. Bahkan jika tanpa ijin dari pemilik 
harta itu, meskipun hartanya harus dikorbankan untuk dirusak 
sebagiannya. Sebagaimana jika terjadi kebakaran di suatu rumah, jika 
dengan di rusak sebagian rumah itu, akan terselamatkan rumah warga 
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li Ahkam al-Qur’an, (Kairo: Dar al-Kutub al-Mishriyyah, 1384 H), juz 11, h. 36 
49 
 
 
yang lain, maka hal itu dibolehkan, walaupun tanpa ijin dari pemilik 
rumah.
107
 
Kemudian kisah yang kedua, masih di dalam surat yang sama, 
terdapat di dalam ayat 74 tentang Nabi Khidir yang membunuh 
seorang anak kecil dan kemudian dijabarkan alasan pembunuhannya 
pada ayat 80-81. Allah ta’ala berfirman: 
) ًئْيَش َتْئِج ْدَقَل ٍسْفَن ِرْيَغِب ًةَّيِكَز اًسْفَن َتَْلَتَقأ َلاَق ُهََلَتقَف اًمَلَُغ اَيِقَل َاذِإ ىَّتَح اَقَلَطْناَف ا
اًرُْكن(  :فهكلا[74] 
Artinya: Maka berjalanlah keduanya; hingga tatkala keduanya 
berjumpa dengan seorang anak, maka Khidhr membunuhnya. 
Musa berkata: "Mengapa kamu membunuh jiwa yang bersih, 
bukan karena dia membunuh orang lain? Sesungguhnya kamu 
telah melakukan suatu yang mungkar" (Q.S al-Kahfi: 74) 
 ُط اَمُهَقِهُْري َْنأ اَنيِشَخَف ِنَْينِمْؤُم ُهاََوَبأ َناََكف ُمَُلَغْلا ا ََّمأَو( اًرْفُكَو ًاناَيْغ80 َْنأ اَنْدََرأَف )
 :فهكلا[ }اًمْحُر َبَرَْقأَو ًةاَكَز ُهْنِم اًرْيَخ اَمُهُّبَر اَمُهَلِدُْبي80 ،81] 
Artinya: Dan adapun anak muda itu, maka keduanya adalah 
orang-orang mukmin, dan kami khawatir bahwa dia akan 
mendorong kedua orang tuanya itu kepada kesesatan dan 
kekafiran. Dan kami menghendaki, supaya Tuhan mereka 
mengganti bagi mereka dengan anak lain yang lebih baik 
kesuciannya dari anaknya itu dan lebih dalam kasih sayangnya 
(kepada ibu bapaknya). (Q.S al-Kahfi: 80-81) 
 
Dalam memahami ayat ini Ibnu Batthal (w. 449 H) mengatakan 
bahwa  ghulam atau anak kecil tersebut saat itu tidak dalam keadaan 
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kafir. Akan tetapi di kemudiaan hari ketika dia menjadi dewasa akan 
menyusahkan orang tuanya bahkan akan menjadi kafir.
108
 Hanya saja, 
dalam mengamalkan ayat ini harus dengan pertimbngan yang baik oleh 
ahlinya. Apalagi ayat ini berkaitan arat dengan hak hidup orang lain. 
Kemudian juga Nabi Khidir melakukan hal tersebut karena sebuah 
petunjuk dari Allah melalui wahyu. 
Ketika mengomentari ayat ini, Ibnu Hajar al-Asqalani (w. 852 H)  
mengatakan bolehnya melakukan satu mafsadah untuk menolak 
mafsadah yang lebih besar agar tercapai sebuah mashlahah. Tentu saja 
hal ini dilakukan dengan pertimbangan yang matang dan cermat agar 
tidak bertentangan dengan nash syar’i.109 
Abdurrahman bin Nashir bin Abdullah as-Sa’dy (w. 1376 H) 
memasukkan kasus Khidhir di atas dalam sebuah tema “ketika 
Mashlahah dan mafsadah bertemu dalam satu perkara”.  Yaitu 
mencegah terjadinya kerusakan yang lebih besar dengan melakukan 
kerusakan kecil.
110
 
Penulis memahami dari kisah tersebut bahwa wasilah yang 
diharamkan bisa ditempuh jika diyakini akan menghasilkan 
mashalahah. Mashlahah yang penulis maksud adalah terhindar dari 
bahaya yang lebih besar. Inilah sebenarnya contoh konsep contoh Fath 
adz-Dzarî’ah. 
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b. Kisah Nabi Muhammad Memerintahkan Para Sahabat Merusak 
Kebun Milik Orang Yahudi Bani Nadzir 
Allah Subhanahu wa ta’ala berfitman di dalam Q.S. Al-Hasyr: 5 
( ِإَِبف اَهِلوُُصأ ىَلَع ًةَمِئاَق اَهوُُمتْكََرت َْوأ ٍةَنيِل ْنِم ُْمتْعَطَق اَم َنيِقِساَفْلا َيِزُْخيِلَو ِ َّللَّا ِنْذ)  
] :رشحلا5[ 
Artinya: “Apa saja yang kamu tebang dari pohon kurma (milik 
orang-orang kafir) atau yang kamu biarkan (tumbuh) berdiri di 
atas pokoknya, maka (semua itu) adalah dengan izin Allah; dan 
karena Dia hendak memberikan kehinaan kepada orang-orang 
fasik”. (Q.S al-Hasyr: 5) 
Melakukan pengrusakan sebagian harta benda milik orang lain atau 
bahkan memusnahkannya secara keseluruhan merupakan perbuatan 
yang dilarang oleh syariat agama.
111
 Termasuk di dalamnya merusah 
kebun kurma dengan menebangnya. Namun jika hal itu dilakukan 
untuk mencapai masalahah yang lebih besar, maka boleh saja 
ditempuh. Sebagiaman diketahui, bahwa salah satu kekuatan yang 
dimiliki orang-orang kafir Bani Nadzir adalah kekuatan financial 
meraka berupa kebun kurma. 
Dengan pemusnahan kebun, kekuatan ekonomi mereka menjadi 
lemah. Semua itu dilakukan oleh Nabi Muhammad sallahu ‘alaihi 
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wasallam karena mengandung mashalahah yang lebih besar, yaitu 
kejayaan Islam.
112
 
Mengambil langkah pengrusakan sebagiaman pada kisah di atas 
harus dilakukan dengan perhitungan setrategi yang matang dan cermat. 
Jangan sampai barang-barang musuh yang dimusnahkan justru tidak 
ada hubugannya dengan tujuan yang ingin dicapai. 
c. Kisah Seorang A’rabi (arab badui) Kencing di Masjid 
Sebuah hadis yang mengisahkan seorang A’rabi yang datang ke 
masjid lalu kencing di dalamnya: 
 َّلَص ُّبيَّنلا ُُمَله َلاَق َف ،ُساَّنلا ُهَلَواَن َت َف ،ِدِجْسَ
لما في َلاَب َف ٌّبََارْعَأ َمَاق :َلَاق ،ََةر ْيَرُه َبََأ نع ِهْيَلَع ُالله ى 
 :َمَّلَسَو" َو ُهوُعَد اُوثَع ْ ب ُت َْلََو ،َنِير ِّسَيُم ْمُت ْثُِعب َا َّنََِّإف ،ٍءاَم ْنِم ًباُونَذ َْوأ ،ٍءاَم ْنِم ًلاْجَس ِِهلْو َب ى َلَع اوُقِيرَه
 َنِير ِّسَعُم" (يراخبلا هاور).113 
Artinya:Dari Abu Hurairah berkata: “Ada seorang Arab Badui 
yang kencing di masjid, lalu para sahabat memarahinya, maka 
Rosulullah bersabda: “Biarkan dia, tuangkan saja pada 
kencingnya air satu timba, sesungguhnya kalian diutus untuk 
membawa kemudahan dan bukan di utus untuk menyulitkan” (HR. 
Bukhari). 
Menurut penulis, hadis di atas merupakan contoh nyata 
penggunaan Fath adz-Dzarî’ahdalam memutuskan perkara. Dalam 
peristiwa itu, Rasulullah sallahu’alaiwasallam meminta kepada para 
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sahabatnya untuk membiarkan si badui menyelesaikankencingnya di 
dalam masjid karena sudah terlanjur. Dan ini adalah madhorot.Manun 
jika langsung ditegur dalam keadaan air seni belum habis, maka 
kemunkinan air seninya akan berceceran sehingga mengenai badan dan 
pakaiannya dan juga tempat-tempat di dalam masjid, serta hal itu tak 
baik untuk kesehatan si baduai.
114
 
Di sini terlihat jelas bahwa keputusan yang diambil oleh Rasulullah 
sallahu’alaiwasallam adalah contoh Fath adz-Dzarî’ah, yaitu 
membiarkan terjadinya madhorot yang lebih kecil; yaitu orang badui 
menyelesaikan kencingmnya pada satu tempat, untuk mencegah 
terjadinya madhorot yang lebih besar; yaitu tercecernya air kencing di 
banyak tempat di masjid. 
d. Kisah Hajjaj bin Ilath 
Saat terjadi kemenangan umat Islam di Khaibar, Hajjaj bin Ilath 
masih memiliki keluarga dan harta di Makkah. Saat itu Makkah masih 
dikuasai oleh Musyrikin Qurays. Untuk bisa mengambil keluarga dan 
hartanya yang masih berada di Makkah, Hajjaj bin Ilath harus 
menunjukkan sikap kepada musyrikin Qurays bahwa dia bukan 
pengikut Muhammad sallahu’alaiwasallam. Oleh sebab itu dia 
meminta ijin kepada Rasulullah sallahu’alaiwasallam menjelek-
jelekkan dirinya di hadapan mereka. Dan Rasulullah pun 
mengizinkannya.  
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 ُنْب ُجا َّجَحْلا َلاَق َرَبْيَخ َمَّلَسَو ِهَْيلَع ُالله ىَّلَص ِ َّللَّا ُلوُسَر ََحَتتْفا ا َّمَل :َلاَق ٍسََنأ ْنَع
 َةَّكَمِب يِل َّنِإ ،ِ َّللَّا َلوُسَر اَي :ٍطَلَِع  اََنأَف ،ْمُهَيِتآ َْنأ ُديُِرأ يِ نِإَو ،ًلََْهأ اَهِب يِل َّنِإَو ،ًلااَم
 ؟ًائْيَش ُتُْلق َْوأ ،َكْنِم ُتْلِن اََنأ ْنِإ ٍ لِح ِيف« َمَّلَسَو ِهْيَلَع ُالله ىَّلَص ِ َّللَّا ُلوُسَر ُهَل َنَِذأَف
 َءاَش اَم َلُوقَي َْنأ » َمِدَق َنيِح َُهَتأَرْما َىَتأَف ،  يِ ِنإَف ،َِكدْنِع َناَك اَم يِل يِعَمْجا :َلاَقَف
 ِدَق ْمُهَِّنإَف ،ِهِباَحَْصأَو ،َمَّلَسَو ِهَْيلَع ُالله ىَّلَص ٍد َّمَحُم ِمِئاَنَغ ْنِم َيَِرتَْشأ َْنأ ُديُِرأ
 ْلا َعََمقْناَو ،َةَّكَم ِيف َكَِلذ اَشَفَف :َلاَق ،ْمُُهلاَوَْمأ ْتَبيُِصأَو اوُحيُِبتْسا َرَهَْظأَو ،َنوُمِلْسُم
 يف نابح نباو هدنسم يف دمحأ هاور( ثيدحلا ...اًروُرُسَو اًحَرَف َنوُكِرْشُمْلا
)هحيحص115 
Artinya: Dari Anas bin Malik radhiyallahu ‘anhu, ia berkata, 
“Ketika Rasulullah SAW selesai menaklukkan kota Khaibar, Hajjaj 
bin Ilath berkata “Wahai Rasulullah, di kota Makkah saya 
memiliki harta dan saya juga memiliki keluarga di sana. Saya 
ingin mendatangi mereka (dan mengambil harta saya). Bolehkah 
saya mencaci maki Anda atau mengatai-ngatai Anda (agar 
peduduk Makkah mengira saya seorang musyrik seperti mereka 
yang membenci Anda, sehingga saya bisa mendapatkan semua 
harta saya, pent)?” Rasulullah SAW pun memberikan izin 
kepadanya untuk mengatakan apa yang ingin ia katakana. 
Ketika tiba di Makkah, Hajjaj bin Ilath segera mendatangi istrinya 
dan berkata kepadanya, “Kumpulkanlah seluruh hartamu, sebab 
aku ingin memborong harta rampasan perang dari Muhammad 
dan para pengikutnya. Sebab, mereka telah terbunuh dan harta 
benda mereka menjadi harta rampasan perang (orang-orang 
Yahudi Khaibar).” 
Berita buruk itu menyebar luas di kota Makkah sehingga kaum 
muslimin di Makkah terbungkam karenanya. Sebaliknya, orang-
orang musyrik di Makkah bergembira ria dengan berita itu. (HR. 
Ahmad dan HR. Shahih Ibnu Hibban). 
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Perbuatan Hajjaj ini (berbohong) mengandung mafsadah. Tetapi 
demi mashlahah yang lebih besar, yaitu bisa mengambil anak dan 
hartanya dari Makkah, maka berbohong itu diijinkan oleh Nabi 
Muhammad. 
Namun tentu saja tidak semua perbuatan bohong bisa dilakukan 
dan diijinkan. Harus memperhatikan syarat yang ketat sehingga adz-
Dzarî’ah itu bisa mencapai mashlahah. 
e. Berdusta Dalam Peperangan 
Berbohong atau berdusta merupakan perbuatan yang  diharamkan 
oleh Islam. Bahkan berbohong bisa masuk dalam katagori dosa besar 
(kabair) karena di dalmnya mengandung mafsadah. Namun jika 
dengan berbohong dapat diperoleh mashlahah yang lebih besar, atau 
mencegah terjadinya mafsadah yang lebih besar, maka berbohong 
boleh dilakukan. Bahkan bisa jadi sunnah atau bisa wajib.
116
 
Salah satu berbohong yang dibolehkan secara ijma’117 adalah 
dalam peperangan, atau lebih tepatnya bersiasat atau tipu daya dalam 
peperangan. Nabi pernah bersabda: 
 :َمَّلَسَو ِهَْيلَع ُالله ىَّلَص ِالله ُلوُسَر َلاَق :َلاَق ،َةَرْيَرُه يَِبأ ْنَع« ٌةَعْدَخ ُبْرَحْلا » قفتم
هيلع118 
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Artinya: Dari Abu Hurarirah berkata; Rasulullah bersabda: 
“Peperangan itu adalah tipu daya.” (Muttafaq alaih) 
f. Memandang Wanita Bukan Mahram Yang Akan Dilamar 
Pada dasarnya, hukum memandang wanita yang bukan mahram 
adalah haram, karena bias menimbulkan syahwat dan memungkinkan 
terjadinya zina. Hanya saja, syariah membolehkan seorang laki-laki 
yang ingin melamar perempuan, untuk melihatnya. Hal itu dibolehkan 
karena akan ada mashlahah lebih besar yang ditimbulkan.
119
 
 ِهَْيلَع ُالله ىَّلَص ِ َّللَّا ِلوُسَر ِدْهَع َىلَع ًَةأَرْما ُتْبَطَخ :َلاَق ،َةَبْعُش ِنْب ِةَريِغُمْلا ْنَع
 :َمَّلَسَو ِهَْيلَع ُالله ىَّلَص ُّيِبَّنلا َلاَقَف ،َمَّلَسَو«؟اَهَْيلِإ َتْرََظَنأ » :َلاَق ،َلا :ُتُْلق« ْرُظْناَف
 َُردَْجأ ُهَِّنإَف ،اَهَْيلِإ اَمُكَنْيَب ََمدُْؤي َْنأ»
120 نابح نباو هجام نباو يئاسنلا هاور 
Artinya: Dari Mughirah bin Syu’bah Radhiyallahu anhu, ia 
berkata, “Aku mendatangi Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa 
sallam dan mengabarkan kepada beliau bahwasanya aku melamar 
seorang wanita, maka beliau bersabda “Pergi dan lihatlah wanita 
tersebut, karena dengan melihatnya dapat lebih mengekalkan kasih 
sayang di antara kalian berdua. (HR. Nasai, Ibnu Majah dan Ibnu 
Hibban) 
Karena salah satu tujuan menikah adalah tercapainya kehidupan 
rumah tangga yang sakinah dan mawaddah, maka nemempuh sesuatu 
yang diharamkan (memandang wanita yang dikhitbah) untuk sampai 
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pada tujuan yang mulia itu menjadi dibolehkan. Bahkan beberapa 
ulama menyatakan hukumnya sunnah untuk melihat wajah dan kedua 
telapak tangannya.
121
 
 
g. Melihat Aurat Pemuda Untuk Mengetahui Ciri-ciri Baligh pada 
Saat Perang Bani Quraidhah 
Hukum asal melihat aurat orang lain adalah haram. Hal ini senada 
dengan apa yang disampaikan oleh Rasulullah dalam sebuah Hadis 
yang diriwayatkan dalam Shahih Muslim. 
 ِهَْيلَع ُالله ىَّلَص ِالله َلوُسَر ََّنأ ،ِهِيَبأ ْنَع ،ِ  يِرْدُخْلا ٍديِعَس يَِبأ ِنْب ِنَمْح َّرلا ِدْبَع ْنَع
 :َلاَق َمَّلَسَو« ...َِةأْرَمْلا ِةَرْوَع َىلِإ ُ َةأْرَمْلا َلاَو ،ِلُج َّرلا ِةَرْوَع َىلِإ ُلُج َّرلا ُرُظْنَي َلا
هحيحص يف ملسم هاور 
Artinya: Dari Abdurrahman bin Abu Said al-Khudri dari Abu Said 
al-Khudri bahwa Rasulullah bersabda: Janganlah laki-laki melihat 
aurat laki-laki lain, dan wanita melihat aurat wanita lain... (HR. 
Muslim). 
Hanya saja, saat perang terhadap Bani Quraidhah, Nabi 
memerintahkan para shahabatnya untuk memeriksa beberapa anak 
laki-laki dengan melihat auratnya untuk memastikan mereka sudah 
baligh atau belum. Hal itu ditandai dengan mimpi basah atau 
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tumbuhnya bulu kemaluan. Jika tanda-tanda baligh itu ada, maka 
mereka dibunuh karena dianggap dewasa. Jika belum maka dibiarkan 
dan tidak dibunuh. Peristiwa ini diceritakan dalam Musnad Ahmad 
sebagai berikut: 
 :َةَظْيَُرق اَنْبا يَِنثَّدَح :َلاَق ،ِبِئاَّسلا ِنْب ِريِثَك ْنَع« ُالله ىَّلَص ِ  يِبَّنلا َىلَع اوُضِرُع ْمُهََّنأ
 ِهَْيلَع  َكُِرت َلا ْنَمَو ،َلُِتق ُُهتَناَع َْتَتبَن َْوأ اًمَِلتْحُم ْمُهْنِم َناَك ْنََمف ،َةَظْيَُرق َنَمَز َمَّلَسَو »
دمحأ دنسم122 
Artinya: Dari Katsir bin Sa`ib ia berkata, telah menceritakan 
kepadaku Ibnu Quraizhah bahwa mereka (yakni Bani Quraizhah) 
diringkus ke hadapan Nabi shallallahu 'alaihi wasallam pada 
peperangan Quraizhah. Siapa di antara mereka yang telah 
mencapai Ihtilam (mimpi basah), atau rambut kemaluannya telah 
tumbuh, maka ia dibunuh, sedangkan yang belum, maka akan 
dilepaskan. (HR. Ahmad) 
3. Pengertian Mashslahah dan Batasannya 
Secara bahasa kata al-maslahah berasal dari asal kata sholaha (حلص) 
yang mengandung makna kebaikan, kecocokan, dan manfaat serta 
terhindar dari mafasadah (kerusakan). Dan bentuk jama’/ plural dari kata  
al-mashlahah adalah al-mashalih.
123
 
Secara istilah, para ulama berbeda-beda dalam mendefinisikannya. 
Imam Al-Ghazali (w. 505 H) dalam karyanya al-Mustasfa min ‘Ilm al-
Usul menyatakan bahwa kata al-mashlahah mengandung pengertian 
meraih manfaat atau menghindarkan kemudaratan (bahaya), dalam rangka 
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memelihara tujuan syara’, yang meliputi lima hal, yaitu memelihara 
agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.
124
 Sedangkan menurut As-Syatiby 
(w. 790 H) Mashlahah ditinjau dari segi artinya adalah segala sesuatu 
yang menopang keberlangsungan dan menyempurnakan kehidupan 
manusia, serta  memenuhi segala keinginan  rasio dan syahwatnya secara 
mutlak.
125
 
Sedangkan penggalian nilai mashlahah berkisar pada masalah-masalah 
ghoir ta’abbudi. Adapun pada masalah ta’abbudi, mashlahahnya harus 
berpedoman berpedoman pada ketentuan  Nash, baik al-Qur’an maupun 
hadis.
126
 Namun secara umum, semua syariat yang dibebankan kepada 
manusia pasti mengandung maslahat, baik ta’abudiyah maupun ghoir 
ta’abidiyah. Sebagaimana diungkap oleh Imam Izzuddin bin Abdussalam 
(w. 660 H) sebagai berikut: 
مهارخأو مهايند يف دابعلا حلاصم ىلإ ةعجار اهلك فيلاكتلا
127
 
Artinya: “Beban-beban syariat (perintah dan larangan) itu semua 
kembali kepada kebaikan hamba, baik di dunia maupun di 
akherat.” 
Kaitannya dengan Fath adz-Dzarî’ah dan al-mashlahah, bahwa 
sesungguhnya keduanya merupakan pembahasan yang sulit dipisahkan. 
Karena dalam penetapan hukum dengan metode  Fath adz-Dzarî’ah pasti 
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membutuhkan pertimbangan masalahah dan mafsadah. Namun tentu saja, 
Mashlahah dalam penetapan suatu hukum ukurannya adalah syariah, 
bukan pilihan manusia sendiri. Artinya jika syariah sudah menetapkan 
bahwa suatu Mashlahah itu tak dianggap, maka tak ada satupun manusia 
yang bisa mengangkatnya dan menjadikannya Mashlahah yang 
diperhitungkan (mu’tabarah). 
Dalam permasalahan ini, Imam as-Syathibi (w. 790 H) mengatakan: 
 ؛دضلا ىلع لاإ عرشلا ماكحأ يف تسيلو كلذك ناسنلإا اهدعي ةدئافو ةذل نم مكو
 ضرغ اهب قلعتي يتلا يصاعملاو ،قسفلا هوجو رئاسو ،رمخلا برشو ،ىنزلاك
لجاع.
128
 
Artinya: “Betapa banyak kelezatan dunia dan  faedah yang 
dianggap baik oleh manusia, ternyata menurut  syariah adalah 
kebalikannya (tidak baik). Seperti zina, minum khamr dan hal-hal 
fasiq lainnya serta kemaksiatan yang berhubungan dengan tujuan 
sementara.” 
Kelezatan dan kenikmatan dunia sebagaimana yang disampaikan oleh 
Imam as-Syathibi sejatinya berupa zina, judi, dan minuman keras adalah 
sebuah mashlahah bagi mereka. Namun tentu saja mashalah di sini 
bertentangan dengan syariah dan tidak dianggap (ghoir mu’tabaroh). 
Karena mashlahah yang dianggap di dalam Islam hanya untuk lima hal 
utama; melindungi agama, melindungi jiwa, melindungi akal, melindungi 
kelestarian hidup manusia, dan melindungi harta benda. Oleh Imam Al-
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Ghozali menjaga dan melindungi lima hal ini disebut mashlahah, 
sedangkan merusaknya disebut dengan mafsadah.
129
  
4. Jenis-jenis Mashlahah 
Mashlahah memiliki banyak jenis dan macamnya ditinjau dari 
berbagai sudut pangang; baik dari tingkat kekuatannya, baik mu’tabar atau 
tidaknya, dan juga berdasarkan cakupannya.  
a. Maslahat ditinjau dari segi kekuataanya dibagi menjadi tiga macam: 
1) Dharuriyah: adalah tingkatan maslahat yang mampu menjaga 
kelima tujuan diberlakukannya syariat (maqashid asy-Syariah) 
dari segala macam mafsadah. Seperti pemberlakuan hukum had 
pada pelaku zina. Dan ini wajib dilaksanakan. 
2) Hajiyah, adalah tingkatan maslahat yang dibutuhkan dalam 
penegakan syariah. Namun jika tidak diambil pun tidak sampai 
menimbulkan mafsadah pada maqashid syariah. Katagori yang 
kedua ini bisa diberlakukan manakala ada dalil yang 
menguatkannya. Baik dalil  rasio yang disebut dengan istihsan, 
maupun dalil berupa pencarian titik kesamaan dengan hukum 
yang telah ada yang disebut dengan qiyas. 
3) Tahsiniyah atau titimmah atau takmilah, adalah tingkatan 
maslahah yang tidak mambahayakan dasar-dasar Syari’at dan 
tidak dibutuhkan, seperti menikahkan seorang wanita dengan 
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lelaki yang sederajat. Katagori ketiga ini pemberlakuannya sama 
dengan yang kedua.
130
 
b. Maslahat Berdasarkan Tingkat Perhatian Syariah Terhadapnya 
Sedangkan pembagian maslahat berdasarkan tingkat perhatian 
syariah terhadapnya, sebagaimana yang disampaikan oleh 
Muhammad Muslehuddin, al-mashlahah al-mu‘tabarah, al-mashlahah al-
mulgah, al-mashlahah al-mursalah, rinciannya sebagai berikut: 
1) Maslahah mu’tabarah adalah mashlahah yang ada dalil-
dalilnya dalam syara’ atau kaidah usul fikih dan memiliki 
hubungan langsung dengan lima dasar syari’ah; yaitu 
melindungi agama, kehidupan, akal, keturunan, dan harta.
131
 
Mashlahah mu’tabarah ini menjadi hujjah dalam syariat 
menurut kesepakatan para ulama.
132
 
2) Maslahah mulghah adalah maslahat yang ditolak oleh syari’at, 
karena hanya pada akal semata dan bertentangan dengan 
syar’at itu sendiri. Para Ulama’ sepakat tentang penolakan 
mereka terhadap maslahah model ini. Hal itu dikarenakan 
akan memberikan peluang yang luas kepada peran nafsu atau 
kepentingan individu.
133
Contoh mashlahah mulghah adalah 
maslahat berupa kenikmatan yang ditimbulkan dari zina. 
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Contoh lain dari mashlahah mulghah adalah maslahat berupa 
upaya menyenangkan hati wanita dengan cara 
menyamaratakan bagian waris antara laki-laki dan wanita.
134
 
3) Al-Mashlahah Al-Mursalah. Secara bahasa, kata “mursalah” 
artinya dilepaskan. Mashlahah mursalah inilah yang menjadi 
perdebatan para ulama usul fikih. Maka definisi yang 
dikemukan para ahli usul fikih juga berbeda-beda. Beberapa 
ulama menyebutnya dengan istilah al-munasib al-muthlaq, ada 
juga yang menyebut dengan al-istidlal al-mursal, ada yang 
menyebut dengan istidlal saja, ada pula yang menyebutnya 
dengan istishlah.
135
 
Imam al-Ghazali (w. 505 H) lebih cenderung menggunakan kata 
al-munasib al-mursal atau al-istidal al-mursal. Beliau 
mendefinisikannya dengan: berpegang pada mashlahah tanpa 
mendatangkan dalil tertentu.
136
 Sedangkan Badruddin az-Zarkasyi 
(w. 794 H) menyebut bahwa sebenarnya definisi dari beberapa ulama 
itu bisa disimpulkan dengan makna yang sama, yaitu: suatu faedah 
atau buah dari disyariatkannya suatu hukum yang mana tak ada dalil 
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khusus yang menunjukkannya, dimana dalil itu menunjukkan bahwa 
faedah itu dianggap atau diabaikan.
137
 
Kemudian, Muhammad Muslehuddin memandang bahwa 
mashlahah dengan tiga katagori tersebut; al-mashlahah al-mu‘tabarah, al-
mashlahah al-mulgah, al-mashlahah al-mursalah, harus tetap 
mempertimbangkan dimensi kepentingan masyarakat dan realitas 
sosial yang terus berubah sehinggahukum Islam harus bergerak 
seiring sejalan dengan perubahan realitas sosial yang terjadi, yang 
pada gilirannya fleksibilitas hukum Islam dapat dipertahankan.
138
 
5. Syarat-Syarat Mashlahah 
Dari sekian banyak pembagian mashlahah di berbagai katagorinya, 
penting juga dibahas syarat penggunaannya agar tidak melanggar batasan 
syariah. Jangan sampai ada pikah-pihak tertentu yang dengan mudah 
melanggar batasan syariah dengan dalih adanya mashlahah yang diperoleh. 
Oleh sebab itulah para ulama, termasuk juga Majelis Ulama Indonesia 
merumuskan syarat-syarat Mashlahah agar bisa digunakan sebagaimana 
mestinya dan bisa dijadikan sebagai dalil syar’i dan mendudukkan hukum 
Islam secara proporsional. 
Di antara pijakan hujjah dalam penetapan syarat-syarat dan kriteria  
mashlahah adalah sebagaimana yang disampaikan oleh al-Khawarizm dan 
dinukil oleh Imam al-Syaukani  dalam kitab Irsyad al-Fuhul yang  
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menegaskan  bahwa  pengertian  maslahat  adalah  memelihara  tujuan 
hukum Islam dengan menolak semua bentuk mafsadah yang bisa 
merugikan manusia. Beliau mengatakan:  
م ى لع ةظفالمحا ةحلصلمبا دارلماوقللخا نع دسافلما عفدلبا عرشلا دوصق139 
Artinya: Yang dimaksud dengan Maslahat adalah upaya 
memelihara tujuan hukum Islam dengan menolak/menghindarkan 
bencana (kerusakan, hal-hal yang merugikan) dari makhluk 
(manusia). 
Pijakan argumentasi selanjutnya diambil juga dari pendapat Imam al-
Ghazali di dalam kitabnya al-Mustashfa.  
 بلج نإف كلذب نيعن انسلو ةرضم عفد وأ ةعفنم بلج نع لصلأا في ةرابع يهف ةحلصلما امأ
 ى لع ةظفالمحا ةحلصلمبا نيعن انكل مهدصاقم ليصتح قللخا حلاصو قللخا دصاقم ةرضم عفدو ةعفنم
خم قللخا نم عرشلا دوصقم ام لكف .ملهامو مهلسو مهلقعو مهسفنو مهنيد مهيلع ظفيح نأ وهو ةس
 هعفدو ةدسفم وهف لوصلأا هذه توفي ام لكو ةحلسم وهف ةسملخا لوصلأا هذه ظفح نمضتي
ةحلصم  140 
Artinya: Maslahat menurut makna asalnya berarti menarik 
manfaat atau menolak mudarat (hal-hal yang merugikan). Akan 
tetapi, bukan itu yang kami maksud, sebab meraih manfaat dan 
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menghindarkan mudarat adalah tujuan makhluk (manusia). 
Kemaslahatan makhluk terletak pada tercapainya tujuan mereka. 
Yang kami maksud dengan maslahat adalah memelihara tujuan 
syara ’ (hukum Islam). Tujuan hukum Islam yang ingin dicapai 
dari makhuk ada lima; yaitu memelihara agama, jiwa, akal, 
keturunan, dan harta mereka. Setiap hukum yang mengandung 
tujuan memelihara kelima hal ini disebut maslahat; dan setiap hal 
yang meniadakannya disebut  mafsadat dan menolaknya disebut 
maslahat. 
Beliau menegaskan bahwa hakekat maslahat adalah memelihara tujuan 
syara’ yang lima, yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta 
manusia. Dalam kata lain, segala sesuatu yang bisa menjaga lima hal itu 
(maqashid syariah). Dan sebaliknya, semua upaya yang bisa merusak dan 
menghancurkan maqashid syariah masuk dalam katagori mafsadah.  
Pendapat serupa juga di sampaikan oleh Imam as-Syathibi   dalam al-
Muwafaqat. 
 و ينعم صن هل دهشي لَ يعرش لصأ لك نإمو عرشلا تافرصتل امئلام ناكاًذوخأ  هتلدأ نم هانعم
 نلأ ،هب اعوطقم هتلدأ عومجبم راص دق لصلأا كلذ ناك اذإ هيلع عجريو هيلع نىبي حيحص وهف
كلذ نلأ ،مدقت امك اهيلإ اهيرغ مامضنا نود اهدارفنبا مكلحبا عطقلا ى لع لدت نأ مزلي لا ةلدلأا  
اكلم َعت ِّذر.141   
Artinya: Setiap dasar agama (kemaslahatan) yang tidak ditunjuk 
oleh nash tertentu dan ia sejalan dengan  tindakan  syara ’  serta  
maknanya  diambil  dari  dalil-dalil  syara’,  maka  hal  itu  benar,  
dapat dijadikan landasan hukum dan dijadikan rujukan. Demikian 
itu apabila kemaslahatan tersebut  berdasarkan kumpulan 
beberapa dalil dapat dipastikan  kebenarannya.  Sebab  dalil-dalil  
itu  tidak mesti menunjukkan kepastian hukum secara berdiri 
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sendiri tanpa digabungkan dengan dalil yang lain, sebagaimana 
penjelasan terdahulu. Hal tersebut karena yang demikian itu 
nampaknya sulit terjadi. 
 
Mengenai masalahat, Ramadhan Al-Bûthî (w. 1434 H) lebih 
cenderung memberikan batasan. Beliau menyampaikan bahwa jika 
maslahat tidak jelas batasnya, maka tidak bisa disebut sebagai 
mashlahah mu’tabarah. Kemudian juga, masih menurut Al-Bûthî, 
seperti apapun bentuk mashlahah tidak bisa berdiri sendiri untuk menjadi 
sebuah dalil (dalil mustaqil) dalam syarî’at Islâm, seperti posisi al-Qur’an, 
Sunnah, Ijmâ’ dan qiyâs, sehingga mashlahah tersebut dibangun dalam 
kerangka hukum juz’î. Mashlahah hanyalah makna kullî yang diringkas 
dari sekumpulan dalil-dalil juz’î yang diambil  dari  dalil-dalil  syarî’at.142 
Apa yang disampaikan oleh Ramadhan Al-Bûthî berbeda dengan 
pendapat Najmuddin at-Thufi (w. 716 H). dalam beberapa kesempatan 
beliau justru mendahulukan mashlahah dari pada nash itu sendiri.
143
 
Oleh sebab itu, untuk  menjadikan mashlahah sebagai bagian hukum 
syarî’ah yang  bisa berdiri sendiri, sebagaiman disampaikan oleh 
Ramadhan Al-Bûthî,  maka perlu dirumuskan syarat-syarat yang 
membatasi. 
Pertama, mashlahah harus relevan dengan maqâshid al-Syâri’. 
Syarî’at Islâm diciptakan untuk menjaga 5  hal penting, yaitu agama (dîn), 
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jiwa (nafs), akal (aql), keturunan (nasl), dan harta (mâl).
144
 Segala bentuk 
upaya yang mengandung unsur menjaga lima hal di atas disebut 
mashlahah. Dan sebaliknya, segala upaya yang menjadikan lima hal 
tersebut menjadi terlanggar atau terabaikan maka disebut mafsadah.  
Kedua, mashlahah tidak boleh bertentangan  dengan al- Qur’ân. Dalam  
hal menetapkan dalil hukum, al-Bûthî  membaginya menjadi dua, yaitu 
dalil aqli dan naqli. Jika mashlahah yang diperoleh dengan dalil aqli ini  
bertentangan dengan syarî’ah dan al-Qur’ân, maka berarti dalil  aqli 
tersebut salah (bathil). Sementara pada dalil naqli, yaitu apa yang 
ditetapkan dengan ketegasan al-Qur’ân, tentang kewajiban    berpegang    
teguh    pada    hukum-hukumnya.
145
 
Ketiga, mashlahah tidak boleh bertentangan dengan Sunnah.  Sunnah  
yang  dimaksud  dalam   pembahasan  ini adalah sunnah yang sanadnya 
telah dinyatakan bersambung sampai kepada Rasûlullâh baik sunnah 
mutawatir maupun ahad. 
146
 
Keempat, mashlahah tidak boleh bertentangan dengan qiyâs shohih 
yang terpenuhi semua syarat dan rukunnya.
147
 
Kelima, mashlahah yang dimaksudkan tidak  bertentangan dengan 
mashlahah lain yang lebih besar atau yang sama derajatnya. 
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Kemudian Majelis Ulama Indonesia (MUI) sendiri telah mengeluarkan 
fatwa melalui Munas VII Majelis Ulama Indonesia Nomor: 6/MUNAS 
VII/MUI/10/2005, tanggal 28 Juli 2005 Komisi tentang kriteria 
mashlahah. 
Kriteria maslahat menurut MUI sebagai berikut:
148
 
a. Maslahat/ kemaslahatan menurut hukum Islam adalah tercapainya 
tujuan  syari’ah (maqashidal-syari’ah) yang diwujudkan  dalam 
bentuk terpeliharanya lima kebutuhan primer (al-dharuriyyat al- 
khams), yaitu agama, akal, jiwa, harta, dan keturunan. 
b. Maslahat yang dibenarkan oleh syari’ah adalah maslahat yang tidak 
bertentangan dengan nash. Oleh karena itu, mashlahat tidak boleh 
bertentangan dengan nash. 
c. Yang berhak menentukan maslahat-tidaknya sesuatu menurut syara’ 
adalah lembaga yang mempunyai kompetensi di bidang syari’ah dan 
dilakukan melalui ijtihad  jama’î. 
Sedangkan batasan dan syarat terkait penggunaan mashlahah mursalah 
agar diterima menjadi salah satu dalil syar’i, Badruddin az-Zarkasyi (w. 
794 H) meringkas penjelasan yang telah disampaikan oleh Imam Ghazali 
(w. 505 H) sebagai berikut: 
a. Mashlahahnya harus berupa dharuriyyah bukan hajjiyyah atau 
tahsiniyyah 
b. Mashlahahnya harus kulliy bukan juz’iy. 
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c. Mashlahahnya harus qath’iy bukan dzanniy149. 
Walaupun ternyata as-Syathibi (w. 790 H) menyamakan mashlahah 
hâjjiyah sama seperti dharuriyyat untuk menjadi salah satu pertimbangan 
dalil hukum.
150
 Sedangkan Abdul Karim Zaidan memberikan lima syarat 
agar mashlahah mursalah bisa menjadi salah satu dalil syariat: 
a. Harus sesuai dengan tujuan syariat. 
b. Harus bisa masuk akal, maksudnya bila diukur dengan akal sehat 
maka akan dibenarkan. 
c. Diambilnya mashlahah mursalah untuk menjaga perkara dharuriy 
atau untuk menghilangkan kesusahan dalam menjalankan agama. 
d. Mashlahah yang ditimbulkan itu benar-benar terjadi, bukan hanya 
sangkaan saja. 
e. Mashlahah yang ditimbulkan itu bersifat umum, tidak untuk kalangan 
tertentu umat manusia saja.
151
 
6. Hubungan Fath Adz-Dzarî’ah dengan al-Mashlahah 
Pembahsan Fath adz-Dzarî’ah dan Mashlahah adalah dua pembahasan 
yang sulit untuk dipisahkan. Bahkan dalam menerapkan konsen Fath adz-
Dzarî’ah pun pasti membutuhkan pertimbangan sisi masalahat. Atau 
dalam kata lain, tujuan akhir dari penerapan Fath adz-Dzarî’ah adalah 
untuk mencapai mashlahah rajihah. Hal ini senada dengan apa  yang 
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 Muhammad ibn  Abdullah ibn  Bahadur Badruddin Abu Abdillah az-Zarkasyi (w. 794 
H), Tasynif al-Masami’ bi Jam’i al-Jawami’, juz 3, h. 19 
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Abu Ishaq Ibrahim ibn Muhammad asy-Syatibi, op.cit., juz 2, h. 633 
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Abdul Karim Zaidan, al-Wajiz  fi Ushul al-Fiqh, (Baghdad: Muassasah Cordoba, 1396 
H), h. 242 
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disampaikan oleh As-Syathibi (w. 790 H) terkait hubungan antara fath ad-
dzari’ah dan mashlalah sebagai berikut: 
ةحجار ةحلصم اهضراعت مل اذإ اهدس بجي داسفلا ىلإ ةعيرذلا. 
Artinya: Dzari’ah kepada sesuatu kerusakan itu wajib ditutup jika 
tidak mendatangkan  dengan mashlahah yang lebih rajih.  152  
Pendapat serupa juga disampiakan oleh Al-Qarafi (w. 648 H) : 
 ِسَو ُنوَُكت ْدَق ٍةَحِجاَر ٍةََحلْصَم َىلإ ْتَضَْفأ َاذإ ٍةَم َّرَحُم َرْيَغ ِم َّرَحُمْلا َةَلي
153 
Artinya: Kadang kala wasilah kepada sesuatu yang haram itu 
mejadi tidak haram ( perlu dibuka), jika menuju kepada maslahah 
yang lebih besar”. 
Ibnu Taimiyyah (w. 728 H) menyebutkan bahwa: 
 ةيميت نبا لاق-الله همحر- يف ةدسفم هنلأ لا ،ةعيرذلا دسل هنع اًّيهنم ناك امو" :
 ،ةحجار ةحلصم هيف ناك اذإ عرشي هسفن..."154 
Artinya: “Sesuatu yang dilarang karena alasan sadd adz-Dzarî’ah, 
bukan karena hukum asalnya haram, maka jika (dipandang) ada 
mashlahah yang lebih besar itu hal itu boleh dilakukan (fath)...” 
Ibnu Qayyim al-Jauziyyah (w. 751 H) juga menyebutkan: 
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Ibrahim ibn  Musa ibn  Muhammad  al-Gharnathi as-Syathibi  (w. 790 H), loc.cit., 
Lihat pula: Muhammad ibn  Abu Bakar Ibn Qayyim al-Jauziyyah w. 751 H, loc.cit. 
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Syihab ad-Din Abu al-Abbas al-Qarafi (w. 684 H), loc.cit 
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Ibnu Taimiyyah al-Harrani, Majmu’ al-Fatawa, (Madinah: Majma’ al-Fahd, 1416 H), 
juz 23, h. 214 
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ةحجارلا ةحلصملل حيبأ ةعيرذلل اًّدس مرح ام155 
Artinya: “Sesuatu yang diharamkan karena dalil sadd adz-
Dzarî’ah, maka menjadi boleh (ditempuh) jika ada mashlahah 
yang lebih besar.” 
Dari semua pendapat ulama di atas, bisa diambil kesimpulan bahwa 
perkara ad-dzari’ah, baik yang ditutup (sadd), mapun yang dibuka  (fath) 
semuanya dipertimbangkan dari sisi mashlahah. Jika dipandang bisa 
mendatangkan maslahat yang lebih besar, maka perlu dibuka. Namun jika 
tidak mendatangkan maslahat yang lebih besar, atau bahkan justru 
mendatangkan mafsadah, maka wajib ditutup. 
7. Kaidah Kebolehan Menggunakan  Fath Adz-Dzarî’ah 
Penggunaan  konsep Fath adz-Dzarî’ah dalam penetapan sebuah 
hukum, ada kaidah-kaidah yang harus diperhatikan. Di antara kaidah 
tersebut antara lain; pertama, Tujuan yang akan dicapai dalam Fath adz-
Dzarî’ah itu termasuk tujuan yang diperhitungkan dan bisa dibenarkan 
menurut syariah.
156
 Kedua, kadar mashlahah yang akan diperoleh dengan 
konsep Fath adz-Dzarî’ah akan lebih besar daripada mafsadat yang 
ditimbulkan dalam pandangan syariah.
157
  
Kaitan dengan hal ini, Izzuddin ibn Abdissalam menyebutkan: 
                                                 
155
Muhammad ibn  Abu Bakar Ibn Qayyim al-Jauziyyah (w. 751 H), loc.cit. 
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 Hanif Luthfi, op.cip., h. 88 
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Ibnu Taimiyyah al-Harrani (w. 728 H), Majmu’ al-Fatawa, (Madinah: Majma’ al-Fahd, 
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ةحجارلا ةحلصلما ليصتح لىإ ةليسو انهوكل لب ةيصعم انهوكل لا ةيصعلما ى لع ةناعلإا زويج دق158 
Artinya: Terkadang melakukan suatu maksiat itu dibolehkan, 
bukan murni untuk bermekasiat, namun kedudukan maksiat itu 
sebagai wasilah untuk mencapai kemaslahatan yang lebih besar. 
Ketiga, adanya dzan gholib tentang terjadinya mafsadah atau 
madharat yang lebih besat jika tidak menempuh metode Fath adz-
Dzarî’ah. Fath adz-Dzarî’ah. Untuk poin dua dan tiga harus bisa 
mengukur dengan cermat kadar madharat dan manfaat bila menempuh 
atau tidak menempuh Fath adz-Dzarî’ah.159 Keempat, tidak atau belum 
ditemukan wasilah lain yang mubah kecuali dengan wasilah tadi.
160
 Dan 
kelima, orang yang berijtihad dengan Fath adz-Dzarî’ah adalah mereka 
yang berkompeten di bidang fatwa dan ijtihad. Agar hasil ijtihat bisa 
terhindar dari kesalahan fatal dan tidak atas dasar hawa  nafsu belaka.  Jika 
tidak ada satu mujtahid yang diakui kedalaman ilmunya, bisa ditempuh 
dengan ijtihad jama’i.161 
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 Izzuddin ibn  Abdussalam, Qawa’id al-Ahkam fi Mashalih al-Anam, (Kairo: Maktabah 
al-Kulliyyat al-Azhariyyah, 1414 H), juz 1, h. 87 
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Abdurrahman ibn  Abu Bakar Jalaluddin as-Suyuthi (w. 911 H), al-Asybah wa an-
Nadza’ir, (Berut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1411 H), h. 87 
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Ibnu Taimiyyah al-Harrani, Majmu’ al-Fatawa,(Madinah: Majma’ al-Fahd, 1416 H) 
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MUI mengeluarkan fatwa melalui Munas VII Majelis Ulama Indonesia Nomor: 
6/MUNAS VII/MUI/10/2005, tentang kriteria mashlahah. 
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C. Kaidah-kaidah Fiqhiyah dan Hubungannya dengan Fath Adz-Dzarî’ah 
1. Pengertian Kaidah Fiqhiyah  
Dalam bahasa Arab kata kaidah bersal dari kata (ةدعاقلا), berarti Al-
asas, dasar atau pondasi sesuatu. Jika disebut Qaidah al-bait, berarti 
pondasi rumah. Sedangkan bentuk jamak kaita qoidah adalah qawaid 
(دعاوقلا). 
Jika diartikan secara harfiyah, kata kaidah ini berkisar pada makna 
dasar sesuatu,  asal dari sesuatu, baik berupa makna hissi (nampak/dapat 
dicapai, dirasa dengan panca indra), seperti dasar/pondasi rumah - دعاوق
 تيبلا -, ataupun ma’nawi (non materi) seperti: dasar, pondasi atau pilar 
agama.
162
 
Namun jika ditinjau dati sisi istilah, para ulama menjabarkan dengan 
beberapa pandangannya. Perbedaan pandangan itu dilatarbelakangi oleh 
perbedaan dalam menilai kaidah. Apakah kaidah itu hukum yang 
mencakup secera keseluruhan atau mencakup sebagian besar. Muhammad 
Shidqi binAhmad alu Burnu menyebutkan bahwa  ada sekitar sebelas arti 
istilah dari kata kaidah.
163
 Dari semua definisi yang diungkapkan para 
ulama dari sisi makna tidak bertentangan, namun hanya berbeda dari 
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Husain ibn  Muhammad Abu al-Qasim ar-Raghib al-Ashfahani (w. 502 H), al-
Mufradat fi Gharib al-Qur’an, (Baerut: Dar al-Qalam, 1412 H), h. 679 
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 Muhammad Shidqi al-Burnu, al-Wajiz Idhah Qawaidh al-Fiqh al-Kulliyyah, (Baerut: 
Muassasah ar-Risalah, 1990), h. 15 
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ibarahnya saja. Bahkan satu sama lain saling melengkapai atau 
menguatkan. 
Pendapat yang dipilih dari pengertian qawaid fiqhiyyah adalah suatu 
pokok fikih yang sifatnya kulliy yang memuat hukum syariat umum dalam 
masalah-masalah yang masuk di dalamnya.
164
 
Pembahasan seputar al-qawâ’id al-fiqhiyyah (kaidah fiqih) tidak bisa 
dilepaskan dari pembahasan hukum Islam secara keseluruhan. Termasuk 
pembahasan yang kaitannya dengan konsep Fath adz-Dzarî’ah. oleh 
karenanya, tidak dapat dipungkiri bahwasanya al-qawâ’id al-fiqhiyyah 
merupakan suatu disiplin ilmu yang memiliki kedudukan yang sangat 
penting dalam pengembangan wacana intelektual yang berkaitan dengan 
ilmu-ilmu keislaman. 
Adapun kaidah-kaidah yang ditetapkan oleh para fuqahâ’ berdasarkan 
hasil istiqrâ’ mereka terhadap berbagai permasalahan fikih yang serupa, 
maka dalam hal ini, para ulama’ berbeda pendapat mengenai ber-ḥujjah 
dengan kaidah-kaidah fikih tersebut.
165
 
Di antara mereka ada yang tidak menerima kaidah-kaidah tersebut 
sebagai dasar dalam istinbâth hukum, namun dapat dijadikan sebagai 
penguat (syâhid) terhadap dalîl syar’î, sebagaimana perdapat dari Ibnu 
Farḥūn. Namun sebagian ulamâ yang lain berpendapat mengenai 
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 Ali ibn  Muhammad an-Nadawi, al-Qawaid al-Fiqhiyyah ; Mafhumuha, Nasy’atuha, 
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Hanif Luthfi, op.cit.,  h. 91 
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kebolehan  ber-hujjah dengan kaidah-kaidah fikih tersebut, sebagaimana 
pendapat Imam al-Qarâfî.
166
 
Adapun kaitannya dengan Fath adz-Dzarî’ah, kaidah-kaidah fiqih ini 
sangat membantu memahami dan menimbang  konsep mashalahah dan 
mafsadah. 
2. Kaidah-kaidah Fiqhiyah yang Berhubungan Dengan Fath Adz-
Dzarî’ah 
a. Kaidah Pertama: Al-Masyaqqah Tajlib at-Taisir 
 َريِسْيَّتلا ُبِلَْجت ُةَّقَشَمْلا
167
 
Artinya: Suatu keadaan yang susah mendatangkan suatu 
kemudahan. 
b. Kaidah Kedua: Ad-Dhararu Yuzâlu 
لاَُزي رَرَّضلا
168
 
Artinya: Kemuḍaratan itu harus dihilangkan. 
 
c. Kaidah Ketiga: Ad-Dharurat Tubihu al-Mahdhurat 
لا حيبت ةرورضلاتاروظحم
169
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Artinya: Keadaaan dharurat membolehkan melakukan sesuatu 
yang awalnya dilarang. 
d. Kaidah Keempat: Idzâ Dhâqa Al-Amru Ittasa’a 
عستا رملأا قاض اذإ 
Artinya: Segala sesuatu, jika sempit maka menjadi luas. 
e. Kaidah Kelima: Ad-Dharûratu Tuqaddaru bi Qadrihâ 
اهردقب ردقت ةرورضلا170 
Artinya: Kondisi-kondisi terdesak diukur sesuai dengan 
kebutuhannya. 
f. Kaidah Keenam: Al-Hâjah Tanzilu Manzilat ad-Dharûrat 
 ًة َّصاَخ َْوأ ْتَناَك ًة َّماَع ِةَروُر َّضلا َةَلِزْنَم ُلِزَْنت ُةَجاَحْلا
171 
Artinya: Kedudukan kebutuhan itu menempati kedudukan 
dharurat, baik secara umum maupun khusus. 
g. Kaidah Ketujuh: Idzâ Ta’âradha Mafsadatâni Ru’iya A’dzamuhumâ 
Birtikâbi Akhaffihimâ 
اَمِه ِ فََخأ ِباَِكتْراِب اًرَرَض اَمُهُمَظَْعأ َيِعوُر ِنَاَتدَسْفَم َضَراََعت َاذإ
172
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 Muhammad Mushtafa az-Zuhaili, al-Qawaid al-Fiqhiyyah wa Tathbiqatuha fi al-
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Artinya: Jika dihadapkan pada dua mafsadat, maka mafsadat 
yang lebih besar harus dihindari dengan cara mengambil  
mafsadat yang lebih ringan. 
 
BAB III 
 
KELEMBAGAAN DAN METODELOGI FATWA DEWAN SYARIAH 
NASIONAL MAJELIS ULAMA INDONESIA 
A. Kelembagaan Fatwa Dewan syariah Nasioanal (DSN) 
1. Sekilas Tentang Sejarah DSN 
Kegiatan ekonomi syariah di Indonesia yang dilakukan oleh lembaga 
keuangan syariah (LKS) sebelum tahun 1999 sudah mulai terlihat 
berkembang. Hal ini bisa dilihat dari berdirinya perbankan syariah di tahun 
1992, dan pasar modal syariah di mulai sejak tahun 1997. Dari 
perkembagan ini, para praktisi ekonomi syariah merasakan penting 
diadakannya sutu lembaga yang dapat memberikan jawaban atas 
pertanyaan-pertanyaan dan masalah-masalah tentang ekonomi syariah, 
utamanya masalah ekonomi perbankan syariah. Dan nantinya jawaban dari 
lembaga ini akan dijadikan sebagai landasan kegiatan ekonomi syariah. 
173
 
                                                 
173
 Yeni Salma Barlinti, Kedudukan Fatwa Dewan Syariah Nasional Dalam Sistem 
Hukum Nasional di Indonesia,(Jakarta: Balitbang dan Diklat Kemenag RI, 2010)  h. 145-146   
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Kanny Hidayat meyampaikan, sebagaimana dikutip oleh Khotibul 
Umam
174
 bahwa LKS yang ada pada waktu itu, seperti Bank Muamalat 
Indonesia dan PT Takaful Indonesia, sudah memiliki Dewan Pengawas 
Syariah (DPS) di masing-masing perusahaan. DPS  inilah yang bertugas 
memutuskan permasalahan yang terjadi pada perusahaan-perusahaan 
tersebut. Namun tentu saja keputusan-keputusan yang diambil oleh DPS 
ini bersifat lokal, hanya berlaku untuk perusahaan tersebut saja.  
Adanya DPS pada masing-masing perusahaan dipandang berbahaya 
oleh praktisi ekonomi syariah karena akan terjadi perbedaan satu dengan 
yang lainnnya atas fatwa yang mereka keluarkan. Walaupun dalam 
praktiknya, bahaya yang dihawatirkan belum pernah terjadi. Untuk itulah, 
lembaga yang di butuhkan oleh praktisi ekonomi ini akan menjadi payung 
untuk melaksanakan kegiatan operasional LKS tersebut. Lembaga yang 
akan di bentuk ini nantinya akan memiliki wewenang pembentukan fatwa 
yang menjadi acuan dalam melakukan kegiatan ekonomi syariah.
175
 
Kemudian pada tanggal 29-30 Juli 1997, MUI mengadakan lokakarya 
tentang Reksa Dana Syariah. Pada pertemuan itu ada beberapa usalan yang 
dikemukakan, salah satunya adalah usulan tentang pentingnya 
pembentukan Dewan syariah Nasional (DSN). Pembentukan DSN 
disepakati pada pertemuan tanggal 14 Oktober 1997. Atas dasar hasil 
rekomendasi lokakarya tersebut MUI membentuk DSN pada tanggal 10 
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 Khotibul Umam, Legalisasi Fikih Ekonomi Perbankan: Sinkronisasi Peran Dewan 
Syariah Nasional dan Komite Perbankan Syariah, jurnal Mimbar Hukum, vol. 24, no. 2, Juni 
2012, h. 360 
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 Yeni Salma Barlinti, loc.cit.   
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Februari 1999 melalui SK MUI No. Kep-754/MUI/II/1999 tentang 
pembentukan Dewan Syariah Nasional.
176
 Kehadiran DSN pada tahun itu 
bersamaan terbentuknya Komite Ahli Pengembangan Syariah di Bank 
Syariah.
177
 
Jadi Dewan Syariah Nasional (DSN) adalah sebuah lembaga di bawah 
Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang beranggotakan para ahli hukum 
(fuqoha) serta para ahli dan praktisi ekonomi syari’ah, terutama sektor 
keuangan, baik bank maupun non bank. Anggota Dewan Syariah Nasional 
terdiri atas para ulama, praktisi, dan para pakar dalam bidang yang terkait 
dengan muamalah syariah. Anggota Dewan Syariah Nasional ditunjuk dan 
diangkat oleh MUI untuk masa bakti 4 tahun.
178
   
Tugas utama DSN-MUI antara lain menggali, mengkaji dan 
merumuskan nilai dan prinsip-prinsip hukum Islam (syari’ah) di bidang 
mu’amalah iqtishodiyah melalui penetapan fatwa untuk dijadikan 
pedoman dalam kegiatan transaksi di lembaga-lembaga keungan syari’ah. 
DSN-MUI juga mempunyai tugas mengawasi pelaksanaan dan 
implementasi fatwa-fatwa tersebut di Lembaga Keuangan Syariah (LKS) 
melalui Dewan Pengawas Syariah (DPS), yang merupakan kepanjangan 
tangan DSN-MUI di lembaga keungan syariah.
179
 Dewan Syariah 
Nasional juga membantu pihak-pihak terkait, seperti Departemen 
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Keuangan, Bank Indonesia, dan lain-lain dalam menyusun 
peraturan/ketentuan untuk lembaga keuangan syariah. 
Berdasarkan keputusan Dewan Syariah Nasional Nomor 01 Tahun 
2000 tentang Pedoman Dasar Dewan Syariah Nasional (PD DSN-MUI), 
Bahwa Dewan Syariah Nasional disingkat dengan nama DSN, dibentuk 
oleh Majelis Ulama Indonesia dengan tugas mengawasi dan mengarahkan 
lembaga-lembaga keuangan syariah untuk mendorong penerapan nilai-
nilai ajaran Islam dalam kegiatan perekonomian dan keuangan. Bahwa 
Dewan Syariah Nasional diharapkan dapat berperan secara proaktif dalam 
menanggapi perkembangan masyarakat Indonesia yang dinamis dalam 
bidang ekonomi dan keuangan.
180
 
2. Tugas dan Peran Lembaga  Fatwa DSN 
Keberadaan Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang telah ada lebih awal 
dari Dewan Syariah Nasional (DSN), tidak lantas di tinggalkan begitu saja, 
terutama dalam mekanisme pelaksanaan tugas-tugas DSN. Dewan Syariah 
Nasional tetap menggandeng DPS dalam melakukan pengawasan 
pelaksanaan syariah pada masing-masing Lembaga Keuangan Syariah 
(LKS). Untuk itu, DSN memiliki tugas dan kewenangan yang telah di 
berikan kepadanya sebagaimana Berdasarkan Keputusan Dewan Syari’ah 
Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 01 Tahun 2000.
181
 
Tugas-tugas DSN yang dimaksud adalah sebagai berikut; satu, 
menumbuhkembangkan penerapan nilai-nilai syariah dalam kegiatan 
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perekonomian pada umumnya dan keunagan pada khususnya; dua, 
mengeluarkan fatwa atas jenis-jenis kegiatan keuangan; tiga, 
mengeluarkan fatwa atas produk dan jasa keuangan syariah; dan empat, 
mengawasi penerapan fatwa yang telah dikeluarkan. 
182
 
Kemudian, dalam operasional, DSN berwenang untuk melakukan hal-
hal berikut ini
183
; satu, mengeluarkan fatwa yang mengikat DPS di masing 
-masing lembaga keuangan syariah dan menjadi dasar tindakan hukum 
pihak terkait, kedua, mengeluarkan fatwa yang menjadi landasan bagi 
ketentuan/peraturan yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang 
seperti departemen keuangan dan Bank Indonesia, tiga, memberikan 
rekomendasi dan/atau mencabut rekomendasi nam-nama yang akan duduk 
sebagai Dewa Pengawas Syriah pada suatu lembaga keunagan syariah; 
empat, mengundang para ahli untuk menjelaskan suatu masalah yang 
diperlukan dalam pembahasan ekonomi syariah, termasuk otoritas 
moneter/lembaga keungan dalam maupun luar negeri; lima, memberikan 
peringatan kepada lembaga keuangan syariah untuk menghentikan 
penyimpangan dari fatwa yang telah dikeluarkan oleh Dewan Syariah 
Nasional; dan enam, mengusulkan kepada instansi yang berwenang untuk 
mengambil tindakan apabila peringatan tidak diindahkan. 
                                                 
182
Op cit.,  h. 13 
183
 Ibid, h. 14 
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3. Klasifikasi Fatwa DSN 
Selama lebih kurang 18 tahun sejak berdirinya, yaitu pada 10 Februari 
1999, Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN- MUI) 
telah menerbitkan sekurang-kurangnya 116 butir fatwa.
184
  
Dari 116 fatwa tersebut, bisa diklasifikasikan dalam beberapa 
kelompok berikut ini;
185
 
a. Perbankan Syariah 
1) Fatwa DSN No. l/DSN-MUI/IV/2000 tentang Giro;  
2) Fatwa DSN No. 2/DSN-MUI/IV/2000 tentang Tabungan;  
3) Fatwa DSN No. 3/DSN-MUI/IV/2000 tentang Deposito;  
4) Fatwa DSN No. 4/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah;  
5) Fatwa DSN No. 5/DSN-MUI/IV/2000 tentang Jual Beli Salam;  
6) Fatwa DSN No. 6/DSN-MUI/IV/2000 tentang Jual Beli Istishna;  
7) Fatwa DSN No. 7/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan 
Mudharabah (Qiradh);  
                                                 
184
 Hingga tesis ini ditulis (Mei 2018), fatwa ekonomi syariah yang telah diterbitkan oleh 
DSN-MUI sebanyak 116 butir fatwa. Dalam buku Himpunan Fatwa Keuangan Syariah- Dewan 
Syariah Nasional MUI, (Jakarta:  Penerbit Erlangga, 2014), hanya terdapat 87 butir fatwa, dan 29 
lainnya cercantum dalam website resmi DSN-MUI. 
185
 Jumlah 87 fatwa DSN yang penulis sebut dalam tesis ini mengacu pada buku 
Himpunan Fatwa Keuangan Syariah- Dewan Syariah Nasional MUI, yang diterbitkan oleh 
Penerbit Erlangga, Jakrta tahun 2014). Sekaligus buku ini penulis jadikan sebagai sumber primer 
dalam penelitian ini kaitannya dengan kajian DSN-MUI, terutama terkait kajian fatwa. Namun jika 
mengacu pada laman daring resmi DSN-MUI di http://dsnmui.or.id didapati 116 fatwa.  
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8) Fatwa DSN No. 8/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan 
Musyarakah;  
9) Fatwa DSN No. 9/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Ijarah;  
10) Fatwa DSN No. 10/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan 
Wakalah;  
11) Fatwa DSN No. 11/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan 
Kafalah;  
12) Fatwa DSN No. 12/DSN-MUI/IV/2000 tentang Hawalah;  
13) Fatwa DSN No. 13/DSN-MUI/IV/2000 tentang Uang Muka dalam 
Murabahah;  
14) Fatwa DSN No. 16/DSN-MUI/IV/2000 tentang Diskon dalam 
Murabahah;  
15) Fatwa DSN No. 17/DSN-MUI/IX/2000 tentang Sanksi atas 
Nasabah Mampu yang Menunda-nunda Pembayaran;  
16) Fatwa DSN No. 18/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pencadangan 
Penghapusan Aktiva Produktif dalam Lembaga Keuangan Syariah; 
17) Fatwa DSN No. 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang Al-Qard; 
18) Fatwa DSN No. 22/DSN-MUI/IV/2001 tentang Jual Beli Istishna’ 
Paralel;  
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19) Fatwa DSN No. 23/DSN-MUI/IV/2002 tentang Potongan 
Pelunasan dalam Murabahah;  
20) Fatwa DSN No. 24/DSN-MUI/IV/2002 tentang Safe Deposit Box;  
21) Fatwa DSN No. 26/DSN-MUI/IV/2002 tentang Rahn Emas;  
22) Fatwa DSN No. 27/DSN-MUI/IV/2002 tentang Al-Ijarah Al-
Muntahiyah Bi Al-Tamlik;  
23) Fatwa DSN No. 28/DSN-MUI/IV/2002 tentang Jual Beli Mata 
Uang (Al-Sharf); 
24) Fatwa DSN No. 29/DSN-MUI/IV/2002 tentang Pembiayaan 
Pengurusan Haji Lembaga Keuangan Syariah;  
25) Fatwa DSN No. 30/DSN-MUI/IV/2002 tentang Pembiayaan 
Rekening Koran; 
26) Fatwa DSN No. 31/DSN-MUI/VI/2002 tentang Pengalihan Utang  
27) Fatwa DSN No. 34/DSN-MUI/IX/2002 tentang Letter of Credit 
(L/C) Impor Syariah 
28) Fatwa DSN No. 35/DSN-MUI/IX/2002 tentang Letter of Credit 
(L/C) Ekspor Syariah 
29) Fatwa DSN No. 36/DSN-MUI/X/2002 tentang Sertifikat Wadi’ah 
Bank Indonesia (SWBI) 
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30) Fatwa DSN No. 37/DSN-MUI/IV/2002tentang Pasar Uang 
Antarbank Berdasarkan Prinsip Syariah; 
31) Fatwa DSN No. 38/DSN-MUI/IV/2002 tentang Sertifikat Investasi 
Mudharabah Antar Bank (Serftifikat IMA); 
32) Fatwa DSN No. 42/DSN-MUI/IV/2004 tentang Syariah Charge 
Card;  
33) Fatwa DSN No. 43/DSN-MUI/IV/2004 tentang Ganti Rugi 
(Ta’Widh); 
34) Fatwa DSN No. 44/DSN-MUI/IV/2004 tentang Pembiayaan 
Multijasa; 
35) Fatwa DSN No. 45/DSN-MUI/IV/2005 tentang Line Facility; 
36) Fatwa DSN No. 46/DSN-MUI/IV/2005 tentang Potongan Tagihan 
Murabahah (Khashm fi al-Murabahah) 
37) Fatwa DSN No. 47/DSN-MUI/IV/2005 tentang Penyelesaian 
Piutang Murabahah bagi Nasabah tidak Mampu Membayar;  
38) Fatwa DSN No. 48/DSN-MUI/IV/2005 tentang Penjadwalan 
kembali tagihan Murabahah;  
39) Fatwa DSN No. 49/DSN-MUI/II/2005 tentang Konversi Akad 
Murabahah; 
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40) Fatwa DSN No. 50/DSN-MUI/III/2006tentang Akad Mudharabah 
Musyarakah;  
41) Fatwa DSN No. 54/DSN-MUI/X/2006 tentang Syariah Card;  
42) Fatwa DSN No. 55/DSN-MUI/V/2007 tentang Pembiayaan 
Rekening Koran Syariah Musyarakah; 
43) Fatwa DSN No. 56/DSN-MUI/V/2007 tentang Ketentuan Review 
Ujarah pada Lembaga Keungan Syariah;  
44) Fatwa DSN No. 57/DSN-MUI/V/2007 tentang Letter Of Credit 
(L/C) dengan Akad Kafalah Bil Ujrah;  
45) Fatwa DSN No. 58/DSN-MUI/V/2007Tentang Hawalah bil-Ujrah; 
46) Fatwa DSN No. 60/DSN-MUI/V/2007 tentang Penyelesaian 
Piutang dalam Ekspor; 
47) Fatwa DSN No. 61/DSN-MUI/V/2007 tentang Penyelesaian 
Piutang dalam Impor 
48) Fatwa DSN No. 62/DSN-MUI/XII/2007 tentang Ju’alah 
49) Fatwa DSN No. 63/DSN-MUI/XII/2007 tentang Sertifikat Bank 
Indonesia Syariah (SBIS) 
50) Fatwa DSN No. 64/DSN-MUI/XII/2007 tentang Sertifikat Bank 
Indonesia Syariah (SBIS) Ju’alah 
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51) Fatwa DSN No. 71/DSN-MUI/VI/2008 tentang Sale and Lease 
Back  
52) Fatwa DSN No. 73/DSN-MUI/XI/2008 tentang Musyarakah 
Mutanaqisah;  
53) Fatwa DSN No. 77/DSN-MUI/V/2010 tentang Jual Beli Emas 
Secara Tidak Tunai 
54) Fatwa DSN No. 78/DSN-MUI/IX/2010 tentang Mekanisme dan 
Instrumen Pasar Uang Antarbank Berdasarkan Prinsip Syariah 
55) Fatwa DSN No. 79/DSN-MUI/III/2011 tentang Qordh dengan 
Meggunakan dana Nasabah 
56) Fatwa DSN No. 85/DSN-MUI/XII/2012 tentang Janji (Wa’d) 
dalam Transaksi Keuangan dan Bisnis Syariah 
57) Fatwa DSN No. 86/DSN-MUI/XII/2012 tentang Hadiah dalam 
Penghimpunan dana Lembaga Keuangan Syariah 
58) Fatwa DSN No. 87/DSN-MUI/XII/2012 tentang Metode 
Pengaturan Pendapatan dan Cadangan Penyesuaian Keuntungan  
(Profit Equalization Reserve) dalam Bagi Hasil dana Pihak Ketiga 
b. Perasuransian Syariah 
1) Fatwa DSN No.21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum 
Asuransi syariah 
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2) Fatwa DSN No. 39/DSN-MUI/X/2002 tentang Asuransi Haji 
3) Fatwa DSN No. 51/DSN-MUI/III/2006 tentang Akad Mudharabah 
Musytarakah Pada Asuransi Syariah 
4) Fatwa DSN No. 52/DSN-MUI/III/2006 tentang Akad wakalah Bil-
Ujrah Pada Asuransi Syariah dan Reasuransi Syariah 
5) Fatwa DSN No. 53/DSN-MUI/III/2006 tentang Akad tabarru’ Pada 
Asuransi dan Reasuransi syariah 
6) Fatwa DSN No. 81/DSN-MUI/III/2011 tentang Pengembalian 
Dana Tabarru’ bagi Peserta Asuransi yang Berhenti Sebelum Masa 
Perjanjian Selesai 
c. Pasar Modal Syariah 
1) Fatwa DSN No. 20/DSN-MUI/IV/2001 tentang Pedoman 
Pelaksanaan Investasi untuj Reksa Dana Syariah 
2) Fatwa DSN No. 32/DSN-MUI/IX/2002 tentang Obligasi Syariah 
(Shukuk) 
3) Fatwa DSN No. 33/DSN-MUI/IX/2002 tentang Obligasi Syariah 
(Shukuk) Mudharabah 
4) Fatwa DSN No. 40/DSN-MUI/X/2003 tentang Pasar Modal dan 
Pedoman Umum Penerapan Prinsip Syariah 
5) Fatwa DSN No. 41/DSN-MUI/III/2004 tentang Obligasi syariah 
(Shukuk) Ijarah 
6) Fatwa DSN No. 59/DSN-MUI/V/2007 tentang Obligasi Syariah 
(Shukuk) Mudharabah Konversi 
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7) Fatwa DSN No. 65/DSN-MUI/III/2008 tentang Hak Memesan 
Efek Terlebih Dahulu (HMETD) Syariah 
8) Fatwa DSN No. 66/DSN-MUI/III/2008 tentang Waran Syariah 
9) Fatwa DSN No. 69/DSN-MUI/VI/2008 tentang Surat Berharga 
Syariah Negara (SBSN) Ijarah 
10) Fatwa DSN No. 70/DSN-MUI/VI/2008 tentang Metode Penerbitan 
Surat Berharga syariah Negara (SBSN)  
11) Fatwa DSN No. 72/DSN-MUI/VI/2008 tentang Surat Berharga 
Syariah Negara (SBSN) Ijarah Sale and Lease Back 
12) Fatwa DSN No. 76/DSN-MUI/VI/2010 tentang Surat Berharga 
Syariah Negara (SBSN) Ijarah Asset to be Leased 
13) Fatwa DSN No. 80/DSN-MUI/III/20I1 tentang Penerapan Prinsip 
Syariah dalam Mekanisme Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas di 
Pasar Reguler Bursa Efek    
d. Pegadaian Syariah 
1) Fatwa DSN No. 25/DSN-MUI/III/2012 tentang Rahn 
2) Fatwa DSN No. 68/DSN-MUI/III/2008 tentang Rahn Tasjily 
e. Pembiayaan Syariah 
1) Fatwa DSN No. 67/DSN-MUI/III/2008 tentang Anjak Piutang 
Syariah 
f. Penjaminan Syariah 
1) Fatwa DSN No. 74/DSN-MUI/I/2009 tentang Penjaminan Syariah 
g. Akuntansi Syariah 
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1) Fatwa DSN No. 14/DSN-MUI/IX/2000 tentang Sitem Distribusi 
Hasil Usaha dalam Lembaga Keuangan Syariah 
2) Fatwa DSN No. 15/DSN-MUI/IX/2000 tentang Prinsip Distribusi 
Hasil Usaha dalam Lembaga Keuangan Syariah 
3) Fatwa DSN No. 84/DSN-MUI/IIX/2012 tentang Metode 
Pengakuan Keuntungan At-Tamwil Bil-Murobahah (Pembiayaan 
Murabahah) di Lembaga Keuangan Syariah 
h. MLM Syariah 
1) Fatwa DSN No. 75/DSN-MUI/VII/2009 tentang Pedoman 
Penjualan Langsung Berjenjang Syariah(PLBS) 
2) Fatwa DSN No. 83/DSN-MUI/VI/2012 tentang Penjualan 
Langsung Berjenjang Syariah(PLBS) Jasa Perjalanan Umrah 
i. Pasar Komoditi Syariah 
1) Fatwa DSN No. 82/DSN-MUI/VIII/2012 tentang Perdagangan 
Komoditi berdasarkan Prinsip Syariah di Bursa Komoditi 
B. Fatwa, Fungsi dan Kedudukannya Dalam Sistem Hukum 
Agama Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallahu ‘alaihi 
wasallam dengan segala ajaran yang terkandung di dalamnya merupakan 
ajaran yang besifat universal. Ajaran yang mencakup semua hal yang 
dibutuhkan dan dihadapi oleh manusia yang selalu relevan terhadap segala 
dimensi ruang dan waktu. Bisa diterapkan di mana pun dan kapan pun.
186
 
Al-Quran dan as-Sunnah sebagai dua sumber utama ajaran Islam dalam 
menjawab permasalahan umat manusia ada yang besifat eksplisit pada 
                                                 
186
 Ma’ruf Amin,  Fatwa Dalam Sistem Hukum Islam , ( Jakarta : eLSAS Jakarta, 2008), 
h..3   
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masalah-masalah tertentu dan ada juga yang besifat umum. Karena secara 
kuantitas al-Quran dan As-Sunnah tidak bertambah, sedangkan permasalahan 
manusia terus berubah, terutama dalam bidang muamalah yang belum tercover 
secar eksplisit, dan semuanya itu butuh tanggapan logis yuridis dari kedua 
sumber tersebut. Di sinilah diperlukannya upaya penggalian hukum yang 
serius dari nash-nash yang besifat umum tadi. Upaya penggalian hukum inilah 
yang kemudian disebut sebagai ijtihad.  
Mengingat upaya ijtihad ini bukan perkara mudah, maka dibutuhkan 
pihak-pihak yang berkopenten di bidang hukum Islam untuk melakukannya. 
Banyak syarat dan kriteria yang wajib dipenuhi untuk menjadi seorang 
mujtahid. Namun bagi orang yang tidak masuk syarat dan krikteria mujtahid, 
maka wajib baginya untuk mengikuti pendapat orang-orang yang ahli atau 
dalam hal ini disebut ulama. Termasuk dalam hal ini adalah dengan memohon 
penjelasan status hukum (Fatwa) suatu masalah atau belum ada ketetapan 
hukumnya. Tanpa adanya fatwa, suatu permasalahan boleh jadi tidak dapat 
terpecahkan yang akhirnya membuat umat bisa mengalami kebingungan.
187
 
1. Definisi dan Dasar Hukum Fatwa 
a. Definisi 
Kata fatwa merupakan kata serapan bahasa Indonesia yang berasal 
dari bahasa Arab dari akar kata fata.  Sebagaimana yang disampaikan 
al-Fayumi, fatwa berasal dari kata al-fata artinya Pemuda yang kuat.
188
 
Hal ini menunjukkan bahwa seorang mufti harus memiliki kekuatan 
                                                 
187
 Ibid., h.4   
188
Al-Fayumi, al-Misbah al-Munir fi Gharib al-Syarh al-Kabir li al-Rafii (Kairo: 
Mathbaah al-Amiriyah,1965) Cet.VI, h. 2 
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ilmu dan pendalilan yang baik dalam memberikan jawaban hukum 
kepada orang yang bertanya. Kata fatwa sendiri merupakan kata 
tunggal dengan bentuk jamak fatawa atau fatawi yang berarti jawaban 
(keputusan, pendapat) yang diberikan oleh seorang mufti tentang suatu 
masalah. Juga diartikan sebagai nasehat orang alim, pelajaran baik atau 
petuah.
189
 Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Fatwa adalah 
jawab (keputusan, pendapat) yang diberikan kepada mufti tentang 
sesuatu masalah.
190
 
Hal senada juga disampaikan oleh Ibrahim Musthofa dkk. Bahwa 
fatwa diartikan sebagai jawaban terhadap sesuatu yang musykil dalam 
masalah syariat dan perundang-undangan Islam.
191
 Kata fatwa  juga 
berarti memberikan penjelasan (al-ibanah). Dikatakan aftahu fi al-amr 
(رملاا في هاتفأ) mempunyai arti memberikan penjelasan kepadanya atau 
memberikan jawaban atas persoalan yang diajukan.
192
 
Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam QS. An-Nisa: 127 
sebagai berikut: 
 ِف ْمُكيِتْف ُي ُ َّللَّا ِلُق ِءاَسِّنلا في َكَنوُتْف َتْسَيَو ّنِهي...  :ءاسنلا ةروس(127) 
                                                 
189
Departemen Pendidikan Nasional RI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Pusat 
Bahasa Depdiknas – Balai Pustaka, 2007), edisi ketiga, cetakan ketujuh, h. 314. 
190
 Kamus BesarBahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka,2001), edisi ke 3, cet. I, h. 314 
191
Ibrahim Anis.et.al, al-Mu’jamal-Wasith, Juz 2 (Kairo: Daral-Maarif, 1973) Cet. 2, h. 
673 
192
 Amir Sa’id al-Zaiban, Mabahits fi Ahkam al-Fatwa, (Beirut: Dar Ibn Hazm, 1995), h. 
31 
94 
 
 
Artinya: “Dan mereka meminta fatwa kepadamu tentang para 
wanita. Katakanlah: “Allah memberi fatwa kepadamu tentang 
mereka…”  
Sedangkan secara istilah fikih, fatwa adalah menerangkan hukum 
agama dari suatu persoalan sebagai jawaban pertanyaan yang diajukan 
oleh peminta fatwa (mustafti), baik perseorangan maupun kolektif.
193
 
Fatwa berarti ketentuan yang berisi jawaban dari mufti tentang hukum 
syariah kepada pihak yang meminta fatwa. 
Wahbah az-Zuhaili mendefinisakan fatwa sebagai jawaban atas 
pertanyaan mengenai  hukum  syariat  yang  sifatnya  tidak  
mengikat.
194
 
Tindakan memberikan fatwa disebut sebagai ifta’, yaitu suatu 
pekerjaan memberikan nasehat atau fatwa. Orang yang mengeluarkan 
fatwa disebut dengan mufti, sedangkan orang yang meminta fatwa 
disebut dengan mustafti.
195
Dengan demikian, dalam terminologi fikih, 
fatwa didefinisikan sebagai keterangan-keterangan tentang hukum 
syara’ yang tidak mengikat untuk diikuti. 
Dari semua definisi ulama terkait makna fatwa di atas, bisa ditarik 
kesimpulan bahwa fatwa hampir selalu memiliki ciri-ciri sebagai 
berikut. Pertama, merupakan upaya menjawab permasalahan hukum. 
                                                 
193
Yusuf al-Qardlowi, al-Fatwa Bain al-Indlibath wa al-Tasayyub, (Mesir: Dar al-Qalam, 
tt), h. 5 
194
Wahbah az-Zuhaili, al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu, (Damaskus: Dar al-Fikr, 1406 H), 
juz 
195
Menurut al-Ghozali mustafti tidak boleh meminta fatwa kecuali kepada orang yang 
diketahuinya berilmu dan adil dan tidak boleh meminta fatwa kepada yang bodoh. Lihat al-
Ghozali, al-Mustashfa min ‘Ilm al-Ushul, (Beirut: Dar al-Fikr, tt), h. 373. 
95 
 
 
Kedua, fatwa tentang hukum syariat dilakukan dengan proses ijtihad. 
Ketiga, harus dilakukan oleh ahli dalam bidang hukum, baik secara 
individu maupun lembaga.
196
 
b. Dasar Hukum Fatwa 
1) Q.S. An- Nahl: 43 
 َنوُمَلْع َت َلا ْمُت ْ نُك ْنِإ ِرِّْكذلا َلْهَأ اوَُلأْسَاف ْمِهَْيِلإ يِحُون ًلااَِجر َّلاِإ َكِلْب َق ْنِم اَنْلَسَْرأ اَمَو  :لخنلا ةروس(
43) 
Artinya: “Dan Kami tidak mengutus sebelum engkau 
(muhammad), melainkan orang laki-laki yang kami beri wahyu 
kepada mereka; maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai 
pengetahuan jika kamu tidak mengetahui.” 
2) Q.S. an-Nisa 127 
 ّنِهيِف ْمُكيِتْف ُي ُ َّللَّا ِلُق ِءاَسِّنلا في َكَنوُتْف َتْسَيَو... نلا ةروس( :ءاس127) 
Artinya: “Dan mereka meminta fatwa kepadamu tentang para 
wanita. Katakanlah: “Allah memberi fatwa kepadamu tentang 
mereka…”  
3) Hadis yang diriwayatkan oleh Ibn ‘Abbas 
 َلوُسَر َتَْف َتْسا ،َةَداَبُع َنْب َدْعَس َّنَأ ،ٍساَّبَع ِنْب َِّللَّا ِدْبَع ْنَع  ي ُِّمأ َّنِإ :َلاَق َف َمَّلَسَو ِهْيَلَع ُالله ى َّلَص َِّللَّا
 :َمَّلَسَو ِهْيَلَع ُالله ى َّلَص َِّللَّا ُلوُسَر :َلاَق َف ؟ِهِضْق َت َْلَ ٌرَْذن اَه ْ يَلَعَو ْتَتاَم«اَه ْ نَع ِهِضْقا» 
197 
                                                 
196
 Hanif Luthfi, op.cit., h. 138 
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Artinya: Dari Ibn ‘Abbas bahwa Sa’ad ibn ‘Ubadah memeinta fatwa 
kepada Nabi sallallahu ‘alaihi wasalla, dia mengatakan seseungguhnya 
ibuku meninggal dunia padahal beliau mempunya kewajiban Nadzar yang 
belum ditunaikannya? Lalu Rasulullah menjawab: “Tunaikanlah nadzar 
tersebut atas nama ibumu” (HR. Abu Daud) 
2. Fungsi Fatwa Dalam Sistem Hukum Islam 
Dalam sistem hukum Islam, fatwa mempunyai peranan yang cukup 
dominan dalam memberikan pertimbangan hukum keagamaan kepada 
masyarakat, sekalipun ia dianggap tidak mempunyai kekuatan hukum yang 
mengikat ( ghair mulzimah ). Jika ditinjau dari definisi klasik, 
sebagaimana yang disampaikan oleh  Ahyar A. Gayo, secara teori fatwa 
bersifat opsional (ikhtiyariah) (pilihan yang tidak mengikat secara legal, 
meskipun mengikat secara moral bagi mustafti (pihak yang meminta 
fatwa), sedang bagi selain mustafti bersifat i’lamiyah atau informatif yang 
lebih dari sekedar wacana. 
Namun teori ini seakan tidak berlaku dan tidak sesuai  jika dilihat pada 
praktik ekonomi syariah, khususnya perbankan syariah di Indonesia. 
Karena dalam praktiknya, fatwa DSN-MUI tidak hanya mengikat bagi 
mustafti saja, dalam hal ini praktisi lembag ekonomi syariah, namun fatwa 
DSN-MUI juga bersifat mengikat bagi umat Islam Indonesia secara luas. 
Sifat mengikat dari fatwa DSN-MUI itu sendiri tidak serta merta mengikat 
secara langsung para stakeholders, namun mengikat apabila rumusan-
                                                                                                                                     
197
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al-Maktabah al-Ashriyyah), t.t, juz 3, h. 236 
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rumusan pendapat hukum dalam Fatwa DSN-MUI tersebut dituangkan 
dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI).
198
  
Jadi fungsi fatwa dalam sistem hukum Islam secara umum hanya 
sebatas memberikan taujih dan penjelasan hukum saja. Atau dalam kata 
lain, fatwa merupakan institusi dalam hukum Islam untuk memberikan 
jawaban dan solusi terhadap problem yang dihadapi oleh umat Islam. 
Bahkan umat Islam pada umumnya menjadikan fatwa sebagai rujukan di 
dalam bersikap dan bertingkah laku. 
3. Kedudukan Fatwa  
a. Kedudukan Fatwa Secara Umum Dalam Sistem Hukum Islam 
Fatwa memiliki kedudukan yang sangat penting dalam sistem 
hukum Islam. Karena begitu pentingnya kedudukan fatwa, sehingga 
sebagian ulama berpendapat haram tinggal di suatu daerah yang tidak 
ada ulama yang bisa diminta fatwanya tentang permasalahan agama.
199
 
Seorang mufti (pemberi fatwa) memiliki posisi penting, sebagaimana 
posisi nabi di hadapan umat, karena mufti memberi kabar dari Allah 
Subhana wa ta’ala seperti nabi.200 
Fatwa merupakan pendapat yang dikemukakan oleh ahli hukum 
Islam (fuqaha) tentang kedudukan hukum yang muncul di kalangan 
masyarakat. Terutama masalah baru yang belum ada ketentuan 
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fi Ushul al-Ahkam, Baerut: Dar al-Rasyid al-Hadisah, tt), juz 4, h. 178 
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hukumnya secara eksplisit (tegas), baik dalam al-Qur’an, as- Sunnah 
dan ijma’ maupun pendapat-pendapat fuqaha terdahulu. 
Sehubungan dengan hal di atas, maka fatwa bisa diartikan sebagai 
penjelasan hukum syariat atas persoalan tertentu, sehingga kaedah 
pengambilan fatwa tidak ubahnya dengan kaedah menggali hukum-
hukum syariat dari dalil-dalil syariat (ijtihâd). Kedudukan fatwa dalam 
hukum Islam dapat dikaji dari definisi fatwa itu sendiri. Sehingga jika 
muncul perbincangan tentang fatwa, maka tidak akan lepas dari aspek 
siapa atau organisasi apa yang memuat fatwa tersebut.
201
 Dari sini 
dapat dipahami bahwa berbicara tentang fatwa, maka tidak terlepas 
pembicaraan tersebut terhadap konsep ijtihad.  
Karena kedudukannya yang dianggap dapat menetapkan hukum 
atas suatu kasus atau masalah tertentu, maka para sarjana Barat ahli 
hukum Islam mengkategorikan fatwa sebagai jurisprudensi Islam.
202
  
b. Kedudukan Fatwa Secara Umum Dalam Sistem Hukum Positif di 
Indonesia 
Untuk mengetahui kedudukan fatwa dalam sistem hukum positif, 
perlu diketahui terlebih dahulu model hukum Tata Negara yang dianut 
oleh suatu bangsa,  khusunya di zaman modern ini. Karena perbedaan 
hukum tata negara yang dianut oleh sebuah bangsa akan sangat 
memengaruhi fungsi dan kedudukan fatwa itu sendiri.  Berikut ini 
fungsi fatwa dalam suatu Negara dilihat dari sistem tata 
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negaranyanya.
203
 Pertama, negara yang menempatkan syari’at Islam 
sebagai dasar dan Undang-undang Negara yang diterapkan secara utuh 
dan sempurna. Model pertama ini akan menjadikan fatwa sebagai 
keputusan hukum yang mengikat. Kedua, Negara yang berdasarkan 
hukum sekuler (lepas dari unsur agama). Untuk negara dengan model 
seperti ini, fatwa tidak memeiliki fungsi dan kedudukan apa pun. 
Ketiga, Negara yang menggabungkan antara hukum sekuler dengan 
hukum Islam, maka fatwa berfungsi hanya dalam ranah hukum 
Islam.
204
 
Dari semua pola tersebut, Indonesia menempati dan menerapkan 
pola yang ketiga, yaitu menggabungkan antara hukum sekuler dan 
syariat Islam. Itu artinya, pembahasan tentang fatwa sangatlah menarik 
karena mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam (muslim) 
namun negara berdasarkan Pancasila.
205
 
Dengan sistem hukum seperti di Indonesia ini bisa terjalin 
hubungan simbiosis mutualisme antara negara dan agama. Saling 
membutuhkan dan mengisi satu sama lain, terutama dalam mengisi 
kekosongan hukum pada masalah tertentu. Karena dengan sistem 
hukum seperti ini, maka sumber hukum yang diambil ada lima sumber 
berikut ini: undang-undang, kebiasaan, putusan hakim (yurisprudensi), 
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traktat, serta doktrin (pendapat pakar pakar/ ahli hukum).
206
 Kemudian, 
dari kelima sumber hukum tata negara tersebut, tercakup pula 
pengertian-pengertian yang berkenaan dengan; 1) nilai-nilai dan norma 
hukum yang hidup sebagai konstitusi yang tidak tertulis; 2) kebiasaan-
kebiasaan yang bersifat normative tertentu yang diakui baik dalam lalu 
lintas hukum yang lazim; dan 3) doktrin-doktrin ilmu pengetahuan 
hukum yang telah diakui sebagai ius comminis opinion doctorum di 
kalangan para ahli yang mempunyai otoritas yang diakui umum. 
Dalam setiap sistem hukum, ketiga hal ini bisa juga dianggap sebagai 
sumber hukum yang dapat dijadikan referensi atau rujukan dalam 
membuat keputusan hakim.
207
 
Kemudian untuk dapat mengetahui hierarki peraturan perundang-
undangan yang berlaku di Indonesia, bisa dilihat dalam undang-
undang no 12 tahun 2011 tentang Peraturan Perundang-Undangan, 
tepatnya dalam pasal 7 sebagai berikut: Undang-Undang Dasar 1945, 
Ketetapan MPR, undang-undang/ peraturan pemerintah pengganti 
undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, peraturan 
daerah provinsi, peraturan daerah kabupaten/ kota.
208
 Dari tata urutan 
peraruran perundang-undangan di atas, tidak disebutkan fatwa sebagai 
bagian dari dasar hukum di negara ini, sehingga kedudukan fatwa 
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secara umum, dan fatwa DSN-MUI secara khusus tidak dapat 
dijadikan sebagai landasan hukum.
209
 
M. Erfan Riadi mengemukakan bahwa, Fatwa hanya sebagai suatu 
pendapat atau nasehat yang disampaikan oleh para ahli hukum Islam 
yang tergabung dalam suatu wadah organisasi, seperti 
Muhammadiyah, NU, Persis, dan lembaga lainnya.
210
 Sehingga 
kedudukan fatwa jika dikorelasikan dengan sumber hukum formal 
dalam sistem hukum nasional, sama dengan doktrin yang merupakan 
pendapat pakar atau pendapat para ahli di bidang hukum positif. 
Dalam praktiknya, doktrin
211
 (pendapat ahli hukum) banyak 
mempengaruhi pelaksanaan administrasi Negara, demikian juga dalam 
proses pengadilan. Seorang hakim diperkenankan menggunakan 
pendapat ahli untuk dijadikan sebagai pertimbangan hukum dalam 
memutus sebuah perkara, kemudian bagi seorang pengacara/pembela 
yang sedang melakukan pembelaannya pada suatu perkara perdata, 
seringkali mengutip pendapat-pendapat ahli sebagai penguat 
pembelaannya. 
Namun demikian, fatwa dapat memiliki kekuatan hukum mengikat 
setelah ditransformasi ke dalam hukum positif menjadi berbagai 
bentuk Peraturan Perundang-Undangan sesuai dengan kebutuhan.
212
  
                                                 
209
 M. Erfan Riadi, Kedudukan Fatwa ditinjau dari Hukum Islam dan Hukum Positif 
(Analisis Yuridis Normatif), dan Jurnal Ulumuddin, Vol. VI, Tahun IV, (Januari-Juni 2010)., h. 
474 
210
 Ibid  
211
Doktrinasal kata dari doctrine yang berartiajaran.Lihat: Simonangkir dkk, Kamus 
Hukum, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), h. 39 
212
 M. Erfan Riadi, Kedudukan Fatwa ditinjau dari Hukum Islam dan Hukum Positif 
(Analisis Yuridis Normatif), dalam  Jurnal Ulumuddin, Vol. VI, Tahun IV, (Januari-Juni 2010), h. 
474  
102 
 
 
c. Kedudukan Fatwa DSN Secara Khusus Dalam Sistem Hukum 
Positif di Indonesia 
Sebagaimana yang telah penulis sampaikan pada pembahasan 
sebelumnya, bahwa fatwa secara umum tidak memiliki kekuatan 
hukum positif yang mengikat, termasuk di dalamnya adalah fatwa 
DSN-MUI sampai terjadinya transformasi menjadi hukum posistif.
213
 
Namun berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Ahyar A. 
Gayo dalam laporan akhir penelitian hukum tentang kedudukan fatwa 
DSN-MUI terdapat dua pandangan terkait kekuatan hukum fatwa 
DSN-MUI. Pandangan pertama menyatakan bahwa fatwa DSN-MUI 
memiliki kakuatan hukum mengikat. Argmentasi meraka antara lain; 
pertama, adanya kewajiban tunduk kepada prinsip syariah yang 
difatwakan oleh MUI dalam kegiatan perbankan syraiah. Kedua, 
perbankan yang mengeluarkan produk dan layanan baru harus 
berpedoman pada Fatwa DSN-MUI.
214
  
Hal senada juga disampaikan oleh Yeni Salma Barlinti  di dalam 
disertasinya yang berjudul “Kedudukan Fatwa Dewan Syariah 
Nasional Dalam Sistem Hukum Nasional di Indonesia”, sebagaimana 
yang dikutip oleh Mustafa Khamal Rokan, menyimpulkan bahwa 
fatwa DSN MUI adalah hukum positif, yang berlaku dan mengikat. 
Selain itu juga, fatwa DSN MUI telah menjadi hukum in concreto 
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karena telah menjadi rujukan para hakim dalam meutuskan perkara 
ekonomi syariah di Pengadilan Agama.
215
 
Pandangan kedua menyatakan tidak adanya kekuatan hukum 
mengikat yang dimiliki oleh fatwa DSN-MUI. Alasan yang mereka 
kemukakan sebagai berikut; pertama, kekuatan hukum Fatwa DSN-
MUI baru bisa diperoleh setelah dilakukan proses positivisasi oleh 
regulator. Kedua,  diperlukan adanya kesepahaman dan persetujuan 
dari Bank Indonesia terhadap Fatwa DSN-MUI untuk dapat 
dituangkan dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI).
216
 Dari sini bisa 
difahami bahwa kekuatan hukum mengikat yang dimiliki oleh fatwa 
DSN-MUI tidak secara langsung. Tapi harus melalui tahapan-tahapan 
tertentu hingga memiliki kekuatan hukum mengikat.  
Sedangkan dari sisi fungsi, sebagaimana yang disampaikan oleh 
Antonio Syafi’i, bahwa fatwa DSN-MUI memiliki fungsi menjelaskan 
hukum yang merupakan regulasi praktis bagi lembaga keuangan, 
khususnya yang diminta praktisi ekonomi syariah ke DSN-MUI dan 
taujih, yakni memberikan guidance (petunjuk) serta pencerahan 
kepada masyarakat luas tentang norma ekonomi syariah. Kehadiran 
fatwa-fatwa ini menjadi aspek organik dari bangunan ekonomi Islami 
yang tengah ditata/dikembangkan, sekaligus merupakan alat ukur bagi 
kemajuan ekonomi syariah di Indonesia. Fatwa ekonomi syariah yang 
telah hadir itu secara teknis menyuguhkan model pengembangan 
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bahkan pembaharuan fiqh al-mu’amalah al-maliyah (fikih 
ekonomi).
217
 
4. Jenis-jenis Fatwa (Fardiyah dan Jama’iyah) 
Dilihat dari pihak yang memberikan fatwa (mufti), fatwa bisa 
dibedakan menjadi dua jenis;  Fardi dan jama’i. 
a. Fatwa Fardiy / personal 
Fatwa   personal  adalah  fatwa  yang   dihasilkan  dari  penelitian  dan 
penelaahan yang dilakukan oleh seseorang. Biasanya hasil ijtihad 
seseorang lebih banyak memberi warna terhadap fatwa kolektif. Fatwa 
personal selalu dilandasai studi yang dalam terhadap suatu masalah 
yang akan dikeluarkan fatwanya, sehingga proses lahirnya fatwa 
kolektif diawali dengan kegiatan perorangan.
218
 Sesungguhnya fatwa-
fatwa yang berkembang dalam fikih Islam lebih banyak bertopang 
kepada fatwa-fatwa personal. 
b. Fatwa Jama’i/ kolektif 
Fatwa jama’i atau fatwa kolektif adalah fatwa yang dirumuskan dan 
ditetapkan oleh sekelompok atau lembaga yang memiliki kemampuan 
dalam berijtihad dan berbagai disiplin ilmu lainnya sebagai penunjang, 
sehingga akhir kesimpulan hukum yang diputuskan mendekati 
kebenaran.
219
 Bisa dikatakan di Indonesia yang dikategorikan dalam 
kelompok fatwa kolektif ini seperti Majelis Ulama Indonesia (MUI), 
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Lembaga Penelitian UIN, Direktorat Pembinaan PeradilanAgama 
Islam Departemen Agama, Komisi Fatwa Dewan Dakwah Islamiyah 
Indonesia, Majelis Tarjih Muhammadiyah, Lembaga Bahsual-Masail 
dan lainnya.
220
 
Namun ketika melihat kondisi hari ini, dengan kompleksitas 
permasalahan yang ada, fatwa yang dilakukan secara berkelompok (ijtihad 
jama’i) dengan berbagai pendekatan dan metode akan memiliki akurasi 
hukum dan kekuatan argumentasi.
221
 Pilihan untuk melakukan ijtihad 
secara kelompok atau kelembagaan dibandingkan dengan ijtihad pribadi 
karena pertimbangan beberapa faktor antara lain; pertama, terjadinya 
modernisasi di segala sisi kehidupan. Sehingga masalah-masalah baru 
yang muncul sulit untuk diselesaikan atau dijawab oleh ijtihad perorangan. 
Di sinilah dibutuhkan diskusi oleh beberapa pakar dari berbagai disiplin 
ilmu.  
Kedua, terjadinya spesialisasi ilmu pengetahuan. Dewasa ini, 
penguasaan semua atau banyak ilmu pengetahuan oleh satu pakar sulit 
ditemukan. Mayoritas ulama atau pakar hanya mengusai ilmu pengetahun 
yang digelutinya saja. Berbeda dengan ulama masa lalu yang bisa 
menguasai ilmu pengetahuan dalam berbagai disiplin ilmu. Untuk 
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mencapai tingkat akurasi yang tinggi dalam proses ijtihad itu dibutuhkan 
diskusi oleh para pakar dari disiplin ilmu yang berbeda.
222
 
C. Metode Istinbath Hukum Fatwa Dewan Syariah Nasional 
1. Metode Istinbath 
Jika berbicara tentang metode istinbath hukum fatwa DSN tentu 
tidak bisa dipisahkan dengan metode istinbath hukum fatwa MUI. 
Sebagaimana telah maklum, bahwa DSN adalah lembaga yang berada di 
bawah organisasi MUI. Dalam kata lain, semua prosedur penyususnan 
fatwa DSN tidak akan berbeda dengan prosedur penyususnan fatwa 
MUI.
223
 Antara fatwa DSN dan fatwa MUI hanya berbeda pada tema 
fatwa yang ditangani.  
Tema fatwa MUI adalah tentang faham keagamaan, yang meliputi; 
ibadah, sosial kemasyarakatan, dan ilmu pengetahuan dan teknologi. 
Sedangkan ruang lingkup fatwa DSN adalah tentang ekonomi dan 
keuangan syariah. 
Karena fatwa merupakan jawaban atas masalah hukum bagi mereka 
yang ingin mengetahuinya,
224
 maka di sini butuh adanya jawaban yang 
akurat. Tentu hal ini tidak dapat dilepaskan dari metode instinbath yang 
digunakan oleh mufti, termasuk di dalamnya adalah metode Istinbath 
hukum fatwa Dewan Syariah Nasional. Namun secara umum banyak 
dari fatwa DSN-MUI yang menggunakan landasan (makharij fiqhiyah) 
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atau solusi hukum Islam. Di antara solusi tersebut antara lain; at-taisir 
al-manhaji, tafriq al-halal ‘an al-haram, I’adah an-nadhar, dan tahqiq 
al-manath.
225
 
Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) 
dalam mengeluarkan fatwa tentang ekonomi syariah merujuk pada 
ketentuan fatwa MUI. Adapun aturan dan ketentuan ijtihad MUI sendiri 
tertuang dalam Pedoman Tata  Cara  Penetapan  Fatwa  pada  1986.
226
  
Kemudian pada tahun 1997 diganti  dengan "Pedoman  Penetapan 
Fatwa Majelis Ulama Indonesia",
227
 dan mengalami penyempurnaan 
kembali pada tahun 2001 dengan judul “Pedoman dan  Prosedur  
Penetapan Fatwa MUI ” pada  2001.228 
Pedoman  ini  disempurnakan  kembali  melalui  forum Ijtima' Ulama 
Komisi Fatwa se-Indonesia I pada tahun 2003. Sehingga disempurnakan 
lagi pada acara Musyawarah Nasional ke-8 Majelis Ulama Indonesia 
pada tanggal 16 Sya’ban 1431 H bertepatan dengan 28 Juli 2010 di 
Jakarta.
229
 
Metode penetapan fatwa DSN-MUI mengikuti pedoman yang telah 
ditetapkan oleh komisi fatwa MUI. Berdasarkan fatwa MUI No. U-
596/MUI/X/1997 tanggal 02 Oktober 1997, setiap masalah yang dibahas 
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di komisi fatwa (termasuk fatwa tentang ekonomi syariah) harus 
didasarkan pada al-qur‟ān, sunnah, ijma', dan qiyās. Sebelum fatwa 
ditetapkan hendaklah ditinjau terlebih dahulu secara seksama pendapat 
para Imam maẓhab tentang masalah yang akan difatwakan tersebut 
berikut dalil-dalilnya.
230
 
Setiap masalah yang telah jelas hukumnya dalam naṣh qaṭ'i, maka 
MUI menyampaikannya seperti yang tertera dalam naṣh tersebut. 
Sedangkan dalam masalah khilafiyah atau yang terjadi perbedaan 
pendapat di kalangan mazhab, maka penetapan fatwa dengan mencari 
titik temu melalui metode al-Jam’u wa al-Tawfiq antara pendapat-
pendapat mazhab. Jika upaya mencari titik temu antar pendapat madzhab 
itu tidak berhasil, maka penetapan fatwa didasarkan pada hasil tarjīḥ 
(memilih  satu pendapat madzhab yang dinilai kuat) melalui metode 
muqaranah al-maḍahib (perbandingan madzhab) dengan menggunkan 
kaidah uṣul al-Fiqh al-Muqaran.  
Sedangkan dalam masalah yang tidak ditemukan pendapat ulama 
tentang hukumnya di kalangan mazhab, dan tidak dapat dilakukan ilhāqi 
karena tidak ada pendapat ulama, maka penetapan fatwa didasarkan pada 
hasil ijtihad kolektif (jama’i) melalui metode manhajī, yaitu metode 
bayānī, ta’lili dan istiṣlahi. Karena sifat fatwa selalu 
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memepertimbangkan kemaslahatan umum (masālih al-‘āmmah) dan 
tujuan syariah (maqasid al-ṣari‟ah).231 
2. Dasar Penetapan Fatwa DSN 
Sebagaimana yang terdahulu, bahwa dasar-dasar penetapan fatwa 
DSN-MUI dapat dilihat dalam Pedoman Penetapan Fatwa MUI yang 
ditetapkan pada tanggal 2 Oktober 1997, yaitu keputusan fatwa harus 
didasarkan pada al-Quran, Sunnah mu’tabarah dan tidak bertentangan 
dengan kemaslahatan umat. Jika dasar keputusan fatwa tidak ditemukan 
di dalam al-Quran dan Sunnah mu’tabarah, maka keputusan fatwa harus 
tidak bertentangan dengan ijma’, qiyas yang mu’tabar ,dan dalil-dalil 
hukum yang lain, semisal istihsan, mashlahah mursalah, dan sadd al-
dhari’ah.232 
Kemudian dalam pedoman penetapan fatwa Majelis Ulama 
Indonesia disebutkan, ada empat hal yang dijadikan dasar umum 
penetapan fatwa
233
;  pertama, setiap keputusan fatwa harus mempunyai 
dasar atas Kitabullah dan Sunnah yang mu‘tabarah,  serta tidak 
bertentangan dengan kemaslahatan umat. Dengan demikian, seluruh  
ketetapan  fatwa  menyandarkan  diri  dari  sumber  utama  yakni  al-
Quran dan Sunnah, dan sejalan dengan kemashlahatan umum. 
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  A.Dimyati, et al, Rekontruksi Metodologi Fatwa Pebankan Syariah, ( Pati: CSIF 
Sekolah Tinggi Agama Islam Mathaliʽul Falah, 2015), h. 108-113 
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 Lihat: “Pedoman Penetapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia” dalam Himpunan Fatwa 
Majelis Ulama, h. 4 
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 Pedoman Penetapan Fatwa yang ditetapkan berdasarkan SK Dewan Pimpinan Majelis 
Ulama Indonesia No. U-596/MUI/X/1997 tanggal 2 Oktober 1997. 
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Kedua, jika ketetapan hukum tidak terdapat dalam Kitabullah dan 
Sunnah  Rasul, maka keputusan fatwa hendaklah tidak bertentangan 
dengan Ijma’ , Qiyas yang mu’tabar,  dan  dalil-dalil hukum yang  lain, 
seperti istihsan,  mashalih mursalah, dan sadd  al-dzar ’ah.  Dengan  
demikian,  dalil  hukum  yang  bersifat ra'yu  memperoleh tempat dalam 
proses  penetapan hukum. 
Ketiga, sebelum pengambilan keputusan fatwa, dilakukan 
penelusuran data dengan merujuk pada pendapat-pendapat para imam 
mazhab terdahulu, baik yang berhubungan dengan dalil-dalil hukum 
maupun yang berhubungan dengan dalil yang dipergunakan oleh pihak 
yang berbeda pendapat. Agaknya, melalui ketentuan ini, fatwa MUI 
sedapat mungkin paralel dengan pendapat imam mazhab. Jika tidak 
secara materialnya, bisa juga melalui analogi atas hukum material yang 
telah ditetapkan ulama mazhab jika memang ditemukan 'illat yang sama. 
Jika tidak ditemukan juga,setidaknya secara metodologi, dapat diadopsi 
sebagai pisau analisis dalam memecahkan masalah. 
Keempat, pandangan tenaga ahli dalam bidang masalah yang akan 
diambil keputusan fatwanya dipertimbangkan. Hal ini nampak sekali 
dalam proses penetapan fatwa terhadap masalah-masalah kontemporer, 
terutama terkait dengan dinamika ilmu pengetahuan dan teknologi, 
seperti penetapan hukum kloning, aborsi, khitan perempuan, 
transplantasi organ tubuh, dan termasuk penetapan fatwa makanan dan 
minuman halal. 
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Sesuai amanat Musyawarah Nasional VI tahun 2000, pedoman ini 
kemudian pada tahun 2001 direvisi menjadi Pedoman dan Prosedur 
Penetapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia, dengan beberapa 
penyempurnaan, di antaranya mengenai sifat penetapan fatwa adalah 
responsif, proaktif, dan antisipatif.
234
 
Komisi Fatwa, melalui Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia II 
di Gontor Ponorogo, pada 2006 menghasilkan suatu ketetapan fatwa 
mengenai  "penyamaan pola pikir dalam masalah  keagamaan (taswiyah 
al-manhaj), yang  menegaskan bahwa:
235
  
a. Perbedaan pendapat yang terjadi di kalangan umat Islam merupakan 
suatu yang wajar, sebagai konsekwensi dari pranata “ijtihad” yang 
memungkinkan terjadinya perbedaan. 
b. Sikap yang merasa hanya pendapatnya sendiri yang paling benar 
serta cenderung menyalahkan pendapat lain dan menolak dialog, 
merupakan sikap  yang bertentangan dengan prinsip toleransi (al-
tasamuh) dan sikap tersebut merupakan ananiyyah   (egoisme)  dan   
‘ashabiyyah   hizbiyyah   (fanatisme  kelompok)  yang berpotensi  
mengakibatkan  saling  permusuhan  (al-’adawah),  pertentangan  
(al- tanazu’), dan perpecahan (al-insyiqaq). 
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 Termaktub dalam ayat 2 Bab II mengenai dasar umum penetapan fatwa. Lih.Pedoman 
dan Prosedur Penetapan Fatwa Majelis Ulama, (Jakarta: Sekretariat MUI, 2001). 
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Keputusan Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia II tahun 2006, (Jakarta: 
Sekretariat MUI, 2006), tentang Masail Asasiyyah Wathaniyyah, bagian penyamaan pola pikir 
dalam masalah keagamaan (taswiyah al-manhaj). 
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c. Dimungkinkannya perbedaan pendapat di kalangan umat Islam harus 
tidak diartikan sebagai kebebasan tanpa batas (bil  hudud wa bil  
dlawabith). 
d. Perbedaan yang dapat ditoleransi adalah perbedaan yang berada di 
dalam majal al-ikhtilaf (wilayah perbedaan). Sedangkan perbedaan 
yang berada di luar majal al-ikhtilaf tidak dikategorikan sebagai  
perbedaan,  melainkan  sebagai penyimpangan; seperti munculnya 
perbedaan terhadap masalah yang sudah jelas pasti (ma’l um min al-
din bi al-dlarurah) 
e. Dalam menyikapi masalah-masalah perbedaan yang masuk dalam 
majal  al- ikhtilaf sebaiknya diupayakan dengan jalan mencari titik 
temu untuk keluar dari perbedaan (al-khuruj min al-khilaf) dan 
semaksimal mungkin menemukan persamaan. 
f. Majal al-ikhtilaf adalah suatu wilayah pemikiran yang masih berada 
dalam koridor ma ana 'alaihi wa ashhabi , yaitu faham keagamaan 
ahlus-sunnah wal jamaah dalam pengertian yang luas. 
Ketentuan di atas, meski ditetapkan oleh Ijtima' Ulama, namun 
menjadi landasan Komisi Fatwa dalam penetapan fatwa MUI. Fatwa 
keagamaan terhadap masalah yang berada dalam "majal al-ikhtilaf", 
sifatnya fakultatif dan ikhtiyar. Sementara fatwa terkait dengan masalah 
pokok keimanan dan keagamaan, sifatnya ijbary, ditetapkan dengan 
pendekatan nash qath'i, sehingga perbedaan yang berada di luar majal 
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al-ikhtilaf tidak dikategorikan sebagai perbedaan, melainkan sebagai 
penyimpangan.
236
 
3. Ruang Lingkup Fatwa DSN 
Ruang lingkup fatwa Dewan syariah Nasional (DSN-MUI) hanya 
berkisar pada masalah ekonomi syari’ah dan aktivitas Lembaga 
Keuangan Syari’ah (LKS) saja. Aktifitas ekonomi syariah yang 
dimaksud meliputi; Perbankan Syariah,Perasuransian syariah, Pasar 
Modal syariah, Pegadaian syariah, Akuntansi Syariah, MLM Syariah dan 
Pasar Komoditi Syariah. Hal ini sesuai dengan  Keputusan Dewan 
Syari’ah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 01 Tahun 2000.  
Dalam keputusan tersebut disebutkan tugas dan wewenang DSN-
MUI antara lain mengeluarkan fatwa atas jenis-jenis kegiatan keuangan 
dan mengeluarkan fatwa atas produk dan jasa keuangan syariah.
237
 
4. Prosedur Rapat Penetapan Fatwa DSN 
Rapat harus dihadiri oleh para anggota Komisi yang jumlahnya 
dianggap cukup memadai oleh pimpinan rapat. (Pasal 1 Bab IV). Dalam 
hal-hal tertentu, rapat menghadirkan tenaga ahli yang berhubungan 
dengan masalah yang dibahas. 
Rapat diadakan jika ada: Pertama, permintaan atau pertanyaan dari 
masyarakat yang oleh Dewan Pimpinan dianggap perlu dibahas dan 
diberikan fatwa. Kedua, permintaan atau pertanyaan dari pemerintah, 
lembaga/organisasi sosial, atau MUI sendiri. Ketiga, perkembangan dan 
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 Dewan Syariah Nasional MUI , op.cit.,  h. 13 
114 
 
 
temuan masalah-masalah keagamaan  yang muncul akibat perubahan 
masyarakat dan kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni. (Pasal 3  
Bab IV).
238
 
Rapat dipimpin oleh Ketua  atau Wakil Ketua Komisi atas 
persetujuan Ketua Komisi, didampingi oleh Sekretaris dan/atau Wakil 
Sekretaris Komisi. (Pasal 4 Bab IV). Jika Ketua danWakil Ketua Komisi 
berhalangan hadir, rapat dipimpin oleh salah seorang anggota Komisi 
yang disetujui. (Pasal 5 Bab IV). Selama  proses rapat,  Sekretaris 
dan/atau  Wakil  Sekretaris Komisi mencatat usulan, saran dan pendapat 
anggota komisi untuk dijadikan Risalah Rapat dan bahan fatwa Komisi 
(Pasal 6 Bab IV).  Setelah melakukan pembahasan secara mendalam dan 
konprehensif serta memperhatikan pendapat dan pandangan yang 
berkembang, rapat menetapkan fatwa (Pasal 7 Bab IV). Keputusan 
Komisi segera mungkin dilaporkan kepada Dewan Pimpinan untuk 
mempermaklumkan kepada masyarakat atau pihak-pihak yang 
bersangkutan. 
5. Pendekatan dalam Penetapan Fatwa DSN 
Dalam penetapan fatwa-fatwa ekonomi syariah, sebagaimana yang 
disampaikan oleh KH. Ma’ruf Amin, DSN-MUI menggunakan 
pendekatan kompetensi yang sangat tinggi. Hal ini dilakukan karena 
adanya peran strategis pada fatwa-fatwa tersebut. DSN-MUI sangat 
berkomitmen untuk membuat fatwa sebaik mungkin dengan sangat 
cermat dan kritis. 
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 Hasil Rakernas Tahun 2011, Pedoman Penyelenggara Organisasi Majelis Ulama 
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Fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh DSN-MUI, selain bisa memberi 
manfaat kepada industri-industri keuangan syariah di tanah air, juga 
mendapatkan respon yang positif di ranah internasional. Hal ini karena 
fatwa yang dikeluarkan oleh DSN-MUI dianggap moderat. Sangat hati-
hati dalam mengambil rujukan, namun tidak memberatkan. Tidak 
konservatif  juga tidak liberal.
239
 
Selain itu, masih ada lagi 3 model pendekatan yang digunakan oleh 
DSN-MUI dalam menetapkan fatwa-fatwanya. Pertama, pendekatan 
nash qoth’i. Yaitu satu pendekatan yang berpegang teguh pada dalil dari 
al-Quran dan hadis  jika pada keduanya telah disebutkan hukum  suatu 
perkara secara jelas. Kedua, pendekatan qouli, yaitu suatu pendekatan 
yang mengambil pendapat-pendapat para imam madzhab dan fikih yang 
mu’tabar. Dan yang ketiga adalah pendekatan manhaji. Pendekatan 
manhaji adalah pendekatan yang digunakan oleh DSN-MUI dalam 
penetapan fatwa ketika tidak ditemukan penjelasan hukum secara qoth’i 
dalam al-Quran maupun hadis, juga tidak dijumpai pada pendapat-
pendapat para ulama fikik madzhab.  
Pendekatan manhaji ini  menarik kesimpulan hukum dari sumber-
sumber hukum menggunakan kaidah usul fikih dan kaidah fiqhiyah dan 
                                                 
239
 Ma’ruf Amin, “Fatwa-fatwa Syariah Kita Karena Moderat, Sementara Fatwa 
Malaysia Liberal”, dalam wawancara dengan laman daring mysharing.co di mysharing.co/fatwa-
syariah/, diakses pada Selasa, 1 Mei 2018 
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dilakukan secarabersama (kolektif/ jama’i), baik dengan cara tarjih, 
ilhaqi dan lain-lain.
240
 
6. Kedudukan Fath Adz-Dzarî’ah dalam Fatwa DSN 
Sebagaimana pembahasan pada bab terdahulu, bahwa pertimbangan 
mashlahah adalah salah satu pertimbangan yang digunakan oleh DSN-
MUI dalam menetapkan banyak fatwanya. Dalam hasil penelitian yang 
dilakukan oleh Soleh Hasan Wahid, ditemukan 66 fatwa DSN-MUI yang 
menggunakan instrumen maslahah.
241
 Penerapan prinsip Mashlahah  
dalam fatwa MUI secara umum dan DSN secara khusus terutama pada 
kasus-kasus yang dipertanyakan memiliki sisi kemaslahatan yang lebih 
besar dari pada mafsadahnya. Jika seperti itu keadaanya, maka MUI 
akan menerima bahkan mendorong pelaksanaan fatwa tersebut. Namun 
jika yang terjadi justru sebaliknya, sisi mafsadah lebih besar dari 
mashlahahnya, maka MUI tidak akan mendukung atau bahkan akan 
melarangnya.
242
 
Dalam pembahasan di bab sebelumnya juga sudah disebutkan 
tentang hubungan antara fath adz-Dzarî’ah dengan maqashid  al-
syari’ah,  terutama yang menyangkut sisi  kemaslahatan. Oleh 
karenanya, agar penggunaan pertimbangan maslahat ini tidak rancu dan 
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 Yeni salama Barlinti, Kedudukan Fatwa Dewan Syariah Nasional Dalam Sistem 
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juga: Nur Fathoni, Konsep Jual Beli Dalam Fatwa DSN-MUI, dalam jurnal Conomica, vol. IV, 
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MUI, Lembaga Bahth al-Masa’il Nahdatul ‘Ulama dan Majelis Tarjih Muhammadiyah, 
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memiliki konsep yang jelas, maka MUI merasa berkewajiban 
mengeluarkan pedoman mashlahah dalam sebuah fatwa. 
Sehingga lahirlah fatwa melalui Munas VII Majelis Ulama Indonesia 
Nomor: 6/MUNAS VII/MUI/10/2005, tanggal 28 Juli 2005 Komisi 
Fatwa menetapkan kriteria mashlahah.
243
 Lahirnya fatwa ini sendiri 
dilatarbelakangi oleh banyaknya pihak-pihak yang sering menggunakan 
konsep mashlahah tanpa dilandasi oleh kaidah yang benar, sehingga 
mengakibatkan terjadinya kesalahan dalam menetapkan hukum Islam 
dan menimbulkan keresahan di kalangan masyarakat.
244
 
Kemudian ruang lingkup fatwa DSN-MUI yang ditetapkan 
menggunakan metode fath adz-Dzarî’ah adalah fatwa yang berkenaan 
dengan masalah ekonomi syariah yang tidak disebutkan hukumnya 
secara khusus (tafshiliyah) oleh nash syar’i, al-Quran dan as-sunnah 
dan tidak ditemukan juga dalam pendapat-pendapat para ulama 
madzhab. 
Walaupun secara khusus prosedur penetapan fatwa DSN-MUI tidak 
menyebutkan penggunaan metode fath adz-Dzarî’ah, (tidak sebagaimana 
sadd adz-Dzarî’ah yang disebutkan secara jelas), dalam masalah yang 
tidak ada hukumnya tersebut, namun di situ disebutkan metode 
istishlahi
245
 atau mempertimbagkan sisi maslahat. Sebagaimana 
pembahasan pada bab sebelumnya, bahwa penerapan metode fath adz-
                                                 
243
 Fatwa MUI tentang Kriteria Maslahat, dalam fatwa Munas VII Majelis Ulama 
Indonesia (Jakarta: Sekretariat MUI, 2005), edisi kedua, h. 50 
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 Hanif Luthfi, op.cit., h. 162 
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 Pedoman dan Prosedur penetapan Ftawa Majelis Ulama, (Jakarta: Sekretatiat MUI, 
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Dzarî’ah dalam penetapan hukum sangat berkaitan dengan petimbangan 
sisi mashlahah. Atau dalam kata lain, fath adz-Dzarî’ah dan mashlahah 
adalah dua pembahasan yang tidak terpisahkan. 
Dari uraian tersebut bisa difahami bahwa fath adz-Dzarî’ah memiliki 
kedudukan yang sangat penting dalam proses penetapan fatwa DSN-
MUI terutama dalam kaitannya dengan pertimbangan mashahath dan 
mafsadah. 
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BAB IV 
ANALISIS FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL YANG 
MENGGUNAKAN FATH ADZ-DZARÎ’AH 
A. Konsep Penerapan Fath Adz-Dzarî’ah Dalam Fatwa DSN 
Sebagaimana yang telah disampaikan pada bab sebelumnya, bahwa 
prosedur penetapan fatwa DSN-MUI pada masalah yang tidak ada hukumnya 
secara terperinci dalam Al-Quran, Hadis dan aqwal para ulama, DSN MUI 
tidak menyebutkan penggunaan metode fath adz-Dzarî’ah. Justru yang disebut 
adalah sadd adz-Dzarî’ah sebagai lawan dari konsep fath adz-Dzarî’ah itu 
sendiri. 
Namun dalam prosedur penetapan fatwa tersebut disebutkan metode 
istishlahi
246
 atau mempertimbangkan sisi maslahat yang tidak ada hukum dari 
al-Quran, Sunnah dan ijama’.247 Sedangkan penerapan metode fath adz-
Dzarî’ah  dalam penetapan hukum juga sangat berkaitan dengan pertimbangan 
sisi mashlahah. Atau dalam kata lain, fath adz-Dzarî’ah dan mashlahah 
adalah dua pembahasan yang tidak terpisahkan. 
Walaupun secara khusus metode Fath adz-Dzarî’ah tidak disebutkan 
dalam prosedur penetapan fatwa DSN, namun dalam praktiknya penulis dapati 
ada beberapa fatwa yang ditetapkan menggunakan metode tersebut. Penjelasan 
tentang konsep penerapan fath adz-Dzarî’ah dalam fatwa DSN bisa dilihat 
dalam beberapa poin berikut ini dengan ilustrasi kasus: 
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1. Pada masalah yang tidak ada hukumnya secar terperinci dalam al-Quran, 
as-sunnah juga ijma’, DSN mengawali fatwanya dengan menyebutkan 
dalil umum dari ayat dan hadis yang berkaitan dengan persoalan tersebut.  
Sebagai contoh, dalam fatwa tentang kartu kredit syariah (Syariah Card), 
yang tidak ditemukan hukumnya, maka DSN menukil ayat tentang 
menepati janji, tidak memakan harta orang lain dengan cara yang bathil 
dst. Begitu pun dengan hadis yang diangkat sebagai dalil masih sangat 
umum. Yaitu tentang larangan menunda-nunda kewajiban membayar bagi 
yang mampu, hukuman bagi yang menunda atau enggan membayar, 
ijarah. 
2. Karena dalil-dalil yang diangkat masih sangat umum dan belum bisa 
menentukan hukum, maka beberapa kaidah fikih tentang pertimbangan 
mashlahah dan mafsadah dijadikan sebagia alternatif kesimpulan. Di 
antara kaidah fikih tersebut antara lain; al-masyaqqah tajlibu at-taisir, al-
hajatu qad tanzilu manzilata adh-dharurah, dst. Penggunaan kaidah-
kaidah tersebut sejatinya tidak bisa dilepaskan dari upaya pertimbangan 
mashlahah dan mafsadah.  
3. Mengenai syariah Card, adalah merupakan perkara baru dalam bidang 
muamalah maliyah. Namun ketentuan akad yang ada di dalamnya adalah 
persoalan fikih klasik. Kafalah, ijarah, salaf atau qard.  
4. Secara hukum sangat jelas, bahwa menggabungkan ijarah dan salaf  bisa 
berdampak pada keharaman transaksi tersebut karena mengandung dzariah 
pada perbuatan riba. Kemudian penerapan sanksi berupa denda materi/ 
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keuangan bagi yang menunda pembayaran juga berpotensi terjadinya 
riba.
248
 
5. Namun karena Syariah Card termasuk kebutuhan masyarakat hari ini 
dalam transaksi modern, dan dipandang ada mashlahah rajihahnya maka 
syariah card dibolehkan dengan ketentuan-ketentuan.
249
 Misalnya, 
ketentuan besaran fee ijarah harus ditetapkan di awal dengan nominal 
bukan dengan persentase transaksi. Ketentuan penggabungan ijarah dan 
salaf bukan dipersaratkan, dll. 
6. Dzari’ah yang sejatinya harus ditutup rapat (sadd) karena akan mengarah 
pada mafsadah (terjadinya riba) justru dibolehkan (fath) dengan diyakini 
akan dicapai kemashlahatan yang lebih besar.  
B. Aplikasi Fath Adz-Dzarî’ah dalam Fatwa DSN Guna Menjawab Beberapa 
Permasalahan Ekonomi Kontemporer 
1. Fatwa DSN tentang Sanksi Atas Nasabah Mampu Yang Menunda-
Nunda Pembayaran 
Kegiatan utang piutang dalam kehidupan bermasyarakat dari zaman ke 
zaman adalah suatu yang lumrah terjadi. Bahkan bagi sebagian orang, 
berhutang dijadikan sebagai salah satu alternatif guna memenuhi 
kebutuhannya, baik dalam rangka konsumsi maupun produksi. Dan tidak 
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jarang pula, orang yang berhutang justru dari kalangan orang yang sudah 
memiliki kecukupan harta untuk memenuhi kebutuhan dharurinya.  
Perkara klasik yang sering terulang dalam hal utang piutang adalah 
menunda-nunda pembayaran. Menunda-nunda pembayaran bukan hanya 
dilakukan oleh orang atau pihak nasabah debitur yang tidak mampu saja, 
namun dilakukan juga oleh debitur yang mampu. Bahkan tak jarang 
penundaan pembayaran itu dilakukan secara sengaja atau ada unsur 
kesengajaan.  
Secara normatif, Islam sudah memberikan peringatan keras kepada 
nasabah debitur yang menunda-nunda pembayaran padahal dia mampu. 
Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Huraira, Rasulullah 
sallahu ‘alaihi wa sallam bersabda: 
" ،ٌمُْلظ ِِّنيَغْلا ُلْطَم... "250 )ملسم هاور( 
Artinya: “Penundaan pembayaran oleh orang kaya adalah 
perbuatan dzalim …” 
Imam an-Nawawi (w. 676 H) dalam Syarah Shohih Muslim
251
 
mengatakan bahwa kata mathlu dalam hadis ini adalah sikap menolak 
untuk membayar atau menunda-nunda pembayaran dari hal yang 
seharusnya dibayarkan, termasuk masalah hutang. Jika itu dilakukan oleh 
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 Muslim ibn  al-Hajjaj Abu al-Hasan al-Qusyairi an-Naisaburi (w: 261 H), op.cit., jilid 
ke-4, h.  1197 
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 Abu Zakariya Muhyiddin ibn Syaraf an-Nawawi (w. 676 H), Al-Minhaj Syarh Shohih 
Muslim ibn al-Hajjaj, (Baerut: Dar Ihya’ at-Turats al’Arabi, 1393 H), cet. Kedua, jilid II, h. 227 
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orang yang mampu, maka perbuatan itu masuk dalam katagori dhulmun 
(dholim) yang diharamkan oleh syariat. 
Namun realitanya, acaman yang begitu berat dari Rasulullah tersebut 
tidak serta merta menjadikan orang yang berhutang akan takut dan jera. 
Oleh sebab itulah para ulama sepakat, sebagaimana yang disampaikan oleh 
Imam Ibn Al-Qoyyim, orang yang menunda-nunda pembayaran yang 
seharusnya dibayarkan, padahal dia mampu, maka dia berhak 
mendapatkan hukuman ta’zir.252 Dalam pelaksanaan hukuman ta’zir tidak 
dibatasi dan ditentukan model dan besarnya hukuman. 
Dalam kitabnya yang bejudul at-Thuruq al-Hukmiyah, Ibn Qoyyim 
menyebutkan: 
 ُءاَمَلُعْلا َقَفَّ تاَو ْوَأ ،ٍبِجاَو ُكْر َت :ِناَعْو َن َيِهَو ٌّدَح اَهيِف َسَْيل ،ٍةَيِصْعَم ِّلُك في ٌعوُرْشَم َرِيزْع َّ تلا َّنَأ ى َلَع
 ِتَنااَمَْلأا ِءاََدأَو ،ِنُوي ُّدلا ِءاَضَقَك ،اَه ْ يَلَع َِةرْدُقْلا َعَم ِتاَبِجاَوْلا َكَر َت ْنَمَف ،ٍمَّرَُمُ ُلْعِف  ُبَقاَع ُي ُهَّنَِإف َّتََح
اَه َيِّدَؤ ُي.253  
Artinya: Ulama sepakat bahwa hukuman ta’zir diberlakukan 
dalam semua bentuk kemaksiatan yang tidak ada haddnya di 
dunia. Itu dibedakan dalam dua bentuk; meninggalkan kewajiban 
atau mengerjakan larangan (keharaman). Dan siapa pun yang 
tidak menunaikan kewajiban padahal dia mampu; seperti 
                                                 
252
 Yang dimaksud dengan  ta’zir adalah: suatu bentuk hukuman yang tidak ditentukan 
oleh syariat secara rinci baik jenis dan ukurannya. Pemberlakuannya disebabkan karena tidak 
terlaksananya hak-hak Allah atau hak-hak (yang seharusnya diterima orang lain)  manusia. Atau 
hkuman atas suatu kemaksiatan yang tidak ada had dan kaffarahnya.  Lihat: Manshur ibn Yunus 
ibn Shalah al-Dien ibn Hasan Ibn Idris al-Buhuti al-Hanbali, (w. 1051 H), Kasyaf al-Qina’ ‘an 
Matni al-Iqna’, (kairo: Al-Mathba’ah Asy-Syarqiyah), julid IV, h.72 
253
 Ibn Qayyim Al-Jauziyah, at-Thuruq al-Hukmiyah fi as-Siyasah asy-Syar’iyah, 
(Baerut: Maktabah Al-Muayyid, 1989), cet. I , h. 92 
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membayar hutang dan menunaikan amanah, maka dia boleh 
dihukum sampai kewajiban itu ditunaikan.  
Kenyataan tentang banyaknya nasabah debitur yang melakukan 
penundaan pembayaran semacam inilah yang melatarbelakangi lahirnya 
fatwa DSN NO: 17/DSN-MUI/IX/2000 tentang Sanksi Atas Nasabah 
Mampu Yang Menunda-Nunda Pembayaran. Fatwa ini ditetapkan tetapkan 
di Jakarta pada tanggal 16 September 2000 dan ditandatangani oleh Ketua 
DSN-MUI Dr. K.H. Sahal Mahfudh dan Sekretaris Drs. H.M. Ichwan 
Sam.  
Penulis melihat lahirnya fatwa ini sama sekali tidak bertentangan 
dengan syariat Islam. Dalam kata lain, fatwa MUI tentang pemberian 
sanksi kepada nasabah mampu sejalan dengan pendapat para ulama 
terdahulu seperti yang telah disampaikan oleh Ibnu Qoyyim al-Jauziyah di 
atas. 
Dalam fatwa tersebut disebutkan beberapa ketentuan umum;
254
 1) 
Sanksi yang disebut dalam fatwa ini adalah sanksi yang dikenakan LKS 
kepada nasabah yang mampu membayar, tetapi menunda-nunda 
pembayaran dengan disengaja. 2) Nasabah yang tidak/belum mampu 
membayar disebabkan force majeur tidak boleh dikenakan sanksi. 3) 
Nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran dan/atau tidak 
mempunyai kemauan dan itikad baik untuk membayar hutangnya boleh 
dikenakan sanksi. 4) Sanksi didasarkan pada prinsip ta'zir, yaitu bertujuan 
agar nasabah lebih disiplin dalam melaksanakan kewajibannya. 5) Sanksi 
                                                 
254
 Fatwa DSN-MUI DSN NO: 17/DSN-MUI/IX/2000 tentang Sanksi Atas Nasabah 
Mampu Yang Menunda-Nunda Pembayaran, dalam  Dewan Syariah Nasional MUI ,op.cit.,,  h. 
120-123 
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dapat berupa denda sejumlah uang yang besarnya ditentukan atas dasar 
kesepakatan dan dibuat saat akad ditandatangani. 6) Dana yang berasal dari 
denda diperuntukkan sebagai dana sosial. 
Penulis melihat adanya penggunaan metode Fath adz-Dzarî’ah oleh 
DSN-MUI dalam fatwa tesebut. Hal ini bisa dibuktikan dalam beberapa 
poin berikut ini. 
a. Sesungguhnya pemberlakuan sanksi dalam bentuk apapun pasti 
mengandung unsur adz-Dzarî’ah dan mafsadah kepada nasabah yang 
menerima sanksi tersebut. Namun sanksi tersebut tetap perlu dilakukan 
guna mencapai maslahah yang lebih besar. 
b. Pada poin ke-5 (lima) disebuatkan bahwa sanksi dapat berupa denda 
sejumlah uang yang wajib dibayarkan oleh nasabah debitur kepada 
pihak Lembaga Keuangan syariah (LKS) yang bersangkutan. Terlepas 
akan disalurkan kepada siapa atau untuk apa uang sanksi yang 
terkumpul tersebut. 
Pemberlakuan sanksi keuangan sebagaimana yang tersebut pada poin 
kelima, bisa berpotensi terjadinya riba nasiah atau riba jahiliyah. Karena 
terjadinya penambahan uang berupa denda yang merupakan kompensasi 
dari keterlambatan.
255
 Atau dalam kata lain, pemberlakuan sanksi tersebut 
merupakan adz-Dzarî’ah ila riba. Karena kaidah umum dalam utang 
                                                 
255
 Muhammad Mushtafa Az-Zuhaili, al-Qowaid al-Fiqhiyah wa Tathbiqatuha fi al-
Madzahib al-Arba’ah, (Damaskus: Dar al-Fikr, 2006), cet. I,  jilid I, h. 654 
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piutang menyebutkan “setiap manfaat yang diambil atau dipeloleh karena 
terjadinya Qordh adalah riba”.256 
مارح وهف اًعفن َّرج ضرق لك
257
 
Artinya: setiap Qordh (hutang) yang dapat menarik manfaat maka 
hukumnya haram. 
Atau dalam kalimat yang lain disebut, 
 ًبار وهف ةعفنم رج ضرق لك258 
Artinya: setiap Qordh (hutang) yang dapat menarik manfaat maka 
disebut riba. 
Hanya saja, pada poin keenam ada ketentuan tambahan terkait 
penggunaan dana denda yang terkumpul yaitu untuk kegiatan sosial. 
Bukan dimanfaatkan oleh lembaga keuangan yang bersangkutan.  
                                                 
256
  Kaidah ini sangat terkenal dikalangan ulama fikih dan bahkan  banyak dinukil di 
kitab-kitab mereka terutama yang membahas tentang utang piutang. Namun demikian,  ternyata 
kaidah yang masyhur ini diperselisihkan oleh para ulama terkait status keshohihannya. Ada 
sebagian yang menganggap ini sebagai hadis marfu’ sampai Rasulullah. Riwayat ini melalui jalur 
Sawwar ibn Mush’ab dari ‘Ummarah al-Hamdani dari Ali Radhiyallahu ‘anhu. 
 َأَب َْنأ ،ََةزَْحَ ُنْب ُصْفَح اَن َث َّدَح ى َّلَص َِّللَّا ُلوُسَر َلَاق :ُلوُق َي اًّيِلَع ُتْع َِسَ :َلَاق ِّنياَدَْمْلها َةَراَمُع ْنَع ،ٍبَعْصُم ُنْب ُراَّوَس
 :َمَّلَسَو ِهْيَلَع ُالله« ًبار َوُه َف ًةَعَف ْ نَم َّرَج ٍضْر َق ُّلُك» 
Lihat: Ibn Abi Usamah Abu Muhammad Al-Harits ibn Muhammad ibn Dahir at-Tamimi al-
Bagdadi (w.807 H), Bughyatu al-Bahits ‘an Zawaid Musnad al-Harits, (Madinah Munawwarah, 
Markaz Khidmat as-Sunnah wa as-Sirah an-Nabawiyah, 1992), cet. I, jilid I, h. 500. dan ada juga 
yang menilai sebagai hadis mauquf sampai para shahabat.   
257
 Muhammad Mushtafa Az-Zuhaili, loc.cit 
258
 Al-Mawardi Abu al-Hasan Ali ibn Muhammad ibn Habib al-Bashri al-Bagdadi, al-
Hawi al-Kabir fi Fiqhi Madzhabi al-Imam Asy-Syafi’i, (Baerut: Dar Kutub al-‘Ilmmiyah, 1999), 
cet. I, jilid II, h. 246 
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Dari dua argumen di atas,  penulis menyimpulkan bahwa fatwa DSN-
MUI ini sangat jelas menggunakan pertimbangan mashlahah dengan 
metode fath adz-Dzarî’ah. Yaitu membuka peluang terjadinya adz-
Dzarî’ah berupa unsur dzalim kepada nasabah dan unsur riba dengan 
denda keuangan, untuk mencapai mashlahah rajihah. Maslahat yang 
dimaksud dalam fatwa ini adalah keberlangsungan kegiatan ekonomi 
syariah dalam bentuk Lembaga Keuangan Syariah. 
Kemudian jika pihak-pihak yang menunda pembayan dibiarkan begitu 
saja tanpa hukuman, maka jelas akan mematikan pergerakan ekonomi 
syariah terutama LKS. Padahal masih banyak orang yang membutukan 
pembiayaan. Ini juga masuk dalam pembahasan fath adz-Dzarî’ah, yaitu 
mencegah terjadinya mafsahah yang lebih besar. Wallahu a’lam bi ash-
shawab 
2. Fatwa DSN tentang Repo Surat Berharga Syariah (SBS) Berdasarkan 
Prinsip Syariah 
Repo atau repurchase agreement adalah transaksi penjualan instrument 
efek antara dua belah pihak yang diikuti dengan perjanjian dimana pada 
waktu yang telah ditentukan di kemudian hari akan dilaksanakan 
pembelian kembali atas efek yang sama dengan harga tertentu yang telah 
disepakati.
259
 Kemudian pengertian Surat Berharga Syariah (SBS) itu 
sendiri adalah surat berharga yang diterbitkan berdasarkan prinsip syariah, 
baik oleh Pemerintah maupun korporasi, sebagai bukti penyertaan atas 
                                                 
259
 Transaksi Repo (Repurchase Agreement), http://www.carajadikaya.com/transaksi-
repo-repurchase-agreement/  diakses pada hari Ahad, 13 Mei 2018 
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kepemilikan (ةّصح) asset surat berharga syariah, baik dalam mata uang 
rupiah maupun valuta asing.
260
 
Ditinjau dari pola transaksinya, repo atau repurchase agreement 
memiliki kesamaan dengan akad muamalah klasik yang sudah dibicarakan 
dalam kitab-kitab fikih klasik. Akad dimaksud antara lain; bai’ al-wafa’, 
‘aqd al-buyu’ bi syarthi al-syira’, bai’ al-‘inah. Pengertian bai’ al-wafa’ 
sebagaimana yang disebutkan oleh Dr. Wahbah al-Zuhaili adalah suatu 
jenis jual beli terhadap suatu barang dengan syarat si penjual akan 
membeli kembali barang yang telah dijualnya tersebut pada waktu yang 
telah ditentukan.
261
 Pengertian lainnya adalah suatu jual beli dengan syarat 
ketika si penjual sudah mampu mengembalikan harga (uang yang 
diterimanya dari pembeli), maka si pembeli pun harus mengembalikan 
barang yang telah dibelinya.
262
 
Kalangan madzhab malikiyah menyebut transaksi seperti ini dengan 
sebutan bai’al- tsunya. Sedangkan kalangan madzhab syafi’iyah 
menyebutnya bai’ al-‘uhdah dan kalangan hanabilah menyebutknya bai’ 
al-amanah atau bai’ ath-thaah dan bai’ al-jaiz.263  
Kemudian status hukum transaksi dengan pola seperti ini (bai’ al-
wafa’) adalah fasid atau tidak sah. Pendapat ini dipilih oleh para ulama 
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 Fatwa DSN Fatwa DSN NO: 94/DSN-MUI/IV/2014 tentang Repo Surat Berharga 
Syariah (SBS) Berdasarkan Prinsip Syariah, dalam Himpunan Fatwa Keuangan Syariah DSN-
MUI. 
261
 Wahbah Musthofa Az-Zuhaili, Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu, (Dimasq: Dar al-Fikr, 
t.t) cet. IV, juz VII, h. 5198  
262
 Wazarah al-Auqaf wa Sy’un al-Islamiyah Kuwait, Al-Mausu’ah al-Fiqhiyah al-
Kuwaitiyah, (Kuwait: Dar as-Salasil, 1404 H), cet. II, juz IX, h. 260 
263
 Ibid  
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dari kalangan malikiyah, hanabilah dan para mutaqaddimun (pendahulu) 
dari kalangan hanafiyah dan syafi’iyah. Argumentasi yang mereka 
kemukakan antara lain bahwa adanya syarat mengembalikan barang oleh 
pembeli kepada penjual ketika penjual telah mampu mengembalikan harga 
yang diterimanya dulu. Syarat seperti ini merusak tujuan stransaksi itu 
sendiri yaitu berupa kepemilikan penuh atas barang yang dibeli.  
Argumentasi selanjutnya, bahwa jual beli semacam ini sangat rentan 
terhadap terjadinya riba atau dzariat ila riba berupa nilai manfaat yang 
diterima oleh pembeli selama barang berada di tangannya. Karena pola 
seperti ini sejatinya adalah hutang dengan barang jaminan.
264
 Dan barang 
jaminan dimanfaatkan oleh pemilik modal (pemberi piutang) sampai batas 
waktu yang disepakati.
265
 
Hal senada pun difatwakan haram oleh para ulama sebagaimana 
dikutip oleh DSN-MUI dalam fatwa tentang repo dan Wahbah az-Zuhaili 
dalam al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh pada Keputusan Lembaga Fikih 
Internasional OKI Nomor: 66 tentang Bai' al-wafa dalam sidangnya yang 
ke 7, yang diselenggarakan pada tanggal 9-14 1992 di Jeddah : Pertama, 
sesungguhnya substansi bai' al-wafa' adalah pinjaman berbunga dan 
termasuk cara ber-hilah riba. Mayoritas ulama menilai bai' al-wafa' tidak 
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 Fakhr ad-Din az-Zaila’i al-Hanafi, Tabyin Al-Haqaiq Syarh Kanz ad-Daqaiq wa 
Hasyiyah Asy-Syilbi, (Kairo: Al-Mathbaa al-Kubra Al-Amiriyah, 1313 H),  cet. I,  juz V, h. 183 
265
 Wazarah al-Auqaf wa Sy’un al-Islamiyah Kuwait, Al-Mausu’ah al-Fiqhiyah al-
Kuwaitiyah, (Kuwait: Dar as-Salasil, 1404 H), cet. II, juz IX, h. 260 
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sah. Kedua, akad ini (bai' al-wafa ') tidak dibolehkan dalam syariat 
Islam.
266
 
Kemudian mengenai hukum Repo Surat Berharga Syariah, DSN-MUI 
memfatwakan bolehnya transaksi tersebut yang berdasarkan prinsip 
syariah pada fatwa DSN NO: 94/DSN-MUI/IV/2014 tentang Repo Surat 
Berharga Syariah (SBS) Berdasarkan Prinsip Syariah. Dalam fatwa 
tersebut DSN-MUI mengangkat beberapa dalil dari al-Quran dan hadis 
yang bersifat mujmal tentang larangan memakan harta orang lain dengan 
cara bathil dan prinsip taradhi dalam jual beli dalam Q.S. al-Nisa' [4]: 29, 
larangan riba dan keharamannya dalam Q.S. al-Baqarah [2]: 275 dan QS. 
al-Baqarah [2]: 278, perintah menepati janji dalam dalam QS. al-Ma'idah 
[5]: 1 dan Q.S al-Isra' [17] :34. Dan hadis tentang shulh dan bai’ al-‘inah.  
DSN-MUI juga menukil beberapa qawaid fiqhiyah tentang keumuman 
bolehnya transaksi muamalah selama tidak ada  larangan dan qawaid 
fiqhiyah tentang pertimbangan mashlahah. Di samping itu juga ada 
beberapa mendapat para ulama yang disertakan. 
Dari kajian fatwa DSN-MUI tentang repo ini, bahwa kebolehan yang 
difatwakan tidak terlepas dari prinsip pertimbangan sisi mashalahah. Hal 
ini bisa dilihat pada poin-poin berikut ini; 
a. Mayaoritas ulama empat madzhab (Malikiyah, Hanabilah dan para 
mutaqaddimun (pendahulu) dari kalangan Hanafiyah dan Syafi’iyah) 
                                                 
266
 Fatwa DSN Fatwa DSN NO: 94/DSN-MUI/IV/2014 tentang Repo Surat Berharga 
Syariah (SBS) Berdasarkan Prinsip Syariah, dalam Himpunan Fatwa Keuangan Syariah DSN-
MUI. Lihat juga: Wahbah Musthofa Az-Zuhaili, Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu, (Dimasq: Dar 
al-Fikr, t.t) cet. IV, juz VII, h. 5198   
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sepakat tentang haramnya bai’ al-wafa’ yang memiliki kesamaan pola 
dengan repo dengan alasan adanya kemungkinan terjerumus pada riba, 
Dzariah ila riba. 
b. Sebagian ulama yang membolehkan transaksi dengan pola yang mirip 
dengan bai’ al-wafa’ pun menjadikan mashlahah267 sebagai bahan 
pertimbangan kebolehan. Pendapat ini dipilih oleh ulama Malikiyah 
dan Hanafiyah muta’akhirin. Pendapat yang sama pun disampaikan 
oleh Ibn Najim al-Mishri dalam al-Bahr ar-Raiq,
268
 bahwa kebolehkan 
itu karena adanya kebutuhan masyarakat akan transaksi tersebut.  
Karena alasan yang mendesak inilah transaksi dengan pola  bai’ al-
wafa’dibolehkan oleh sebagian ulama.269 
c. DSN-MUI sendiri ketika membolehkan transaksi repo sebagaimana 
dalam fatwa ini, memberikan catatan agar transaksi ini tetap mengacu 
pada kaidah umum tentang akad yang sesuai syariah. 
Berbicara mashlahah dalam ekonomi modern, para pakar mengatakan 
bahwa kekuatan permodalan lembaga keuangan secara umum, termasuk di 
dalamnya lembaga keuangan syariah, 30 persen didapat dari tansaksi 
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 Lihat juga : Abdurrahman ibn Muhammad ibn Husain Ba’lawi asy-Syafi’i (w.1320 H), 
Buhgyat al-Mustarsyidin fi Talkhish Fatawa  Ba’dhi al-A’immah min ‘Ulama al-Mutaakhirin, 
(Kuwait: Dar al-Dhiya, 2017), cet. I, h. 133 
268
 Ibn Najim al-Mishri Zainuddin  ibn Ibrahim ibn Muhammad, Al-Bahr Ar-Raiq Syarh 
Kanz Ad-Daqaiq, (Kairo: Dar al-Kitab al-Islami: t.t), cet. II, juz VI, h. 9  
269
 Dalam sejarahnya, menurut Mustahafa Ahmad az-Zarqa, bai’ al-wafa’ ini sudah lama 
dilakukan oleh masyarakat Bukhara dan Bahkl pada pertengahan abad kelima Hijriyah sehingga 
menjadi sebuah ‘urf. Baru kemudian sebagian ulama Hanifiyah memberikan fatwa tentang 
kebolehan transaksi tersebut. Karena pada waktu itu para pemilik modal mulai enggan 
memberikan pinjaman tanpa imbalan apa pun. Padahal banyak masyarakat yang mebutuhkan dana 
pinjaman sebagai modal usaha. Dari kebuntuan ini lah akhirnya mereka membuat sebuah model 
transasi yang bisa menguntungkan kedua belah pihak. Keuntungan bagi peminjam berupa 
pinjaman, dan keuntungan bagi pemodal berupa nilai manfaat barang yang dijual selama waktu 
yang disepakati. Lihat: Bai’ al-Wafa’, dalam http://muslim-shared.blogspot.sg/2015/05/bai-al-
wafa.html?m=1  diakses pada Senin, 14 Mei 2018 
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repo.
270
 Kaitanya dengan ini, berarti lembaga keuangan syariah memiliki 
posisi sebagai objek repo. Artinya perjalanan sebuah LKS tidak akan 
seimbang atau bahkan membahayakan dari sisi permodalan jika transaksi 
repo ini tidak dilakukan. 
Dari penjelasan di atas bisa ditarik kesimpulan bahwa fatwa DSN-MUI 
tentang repo surat berharga syariah ini menggunakan metode Fath adz-
Dzarî’ah. 
3. Fatwa DSN tentang Syariah Chard 
Kehidupan manusia semakin hari akan terus berubah. Dan perubahan 
itu pun akan selalu diikuti oleh kompleksitas permasalahan dan 
problematika. Di era globalisasi dan teknologi menjadikan manusia ingin 
menjalani kehidupan yang mudah dan praktis, termasuk dalam bidang al-
muamalah al-maliyah. Jika beberapa tahun silam transaksi keuangan 
dengan menggunakan uang cash adalah hal yang lumrah dan biasa, maka 
pada tahun-tahun belakangan ini cara itu sudah mulai ditinggalkan. 
Untuk memudahkan transaksi keuangan dalam berbagai bentuknya, 
lembaga-lembaga keuangan menerbitkan satu alat yang disebut kartu 
kredit yang merupakan sebuah alat pembayaran pengganti uang tunai. 
Sesuai dengan namanya, kartu ini membatu konsumen dalam bertransaksi 
dengan cara memberikan pinjaman uang dan bukan mengambil uang dari 
rekening.  
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 Muhamad Syamsudin, Transaksi Repo Perbankan Syariah dalam Tinjauan Fiqih, 
dalam http:www.nu.or.id/post/read/84170/transaksi-repo-perbankan-Syariah-dalam-tinjauan-fiqih. 
Diakses pada Senin, 14 Mei 2018   
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Dalam pengertian yang lain bahwa yang dimaksud dengan kartu kredit 
adalah sebuah kartu berbahan plastik yang diterbitkan oleh bank atau 
perusahaan pengelola kartu kredit, yang memberikan hak kepada orang 
yang memenuhi persyaratan tertentu dan tertera namanya di kartu untuk 
menggunakannya sebagai alat pembayaran secara kredit (utang) atas 
perolehan barang atau saja, dan atau untuk menarik tunai dalam batas 
kredit sebagaimana ditentukan oleh pihak penerbit kartu kredit tersebut.
271
 
Di Indonesia sendiri pengguna kartu kredit semakin meningkat dari 
tahun ke tahun. Data yang dirilis oleh bank Indonesia pada tahun 2010 
jumlah kartu kredit yang beredar mencapai 13,57 juta unit. Kemudian pada 
akhir Maret 2017 jumlahnya meningkat menjadi 17,59 juta unit kartu 
kredit. Berarti dalam kurun waktu 6 tahun ada kenaikan sekitar 30 persen 
atau 5 persen pertahun.
272
 Hal ini menunjukkan bahwa kartu kredit sudah 
menjadi satu kebutuhan bagi sebagian masyarakat. 
Namun sayangnya, kartu kredit yang ada tersebut mengggunakan 
sistem bunga (interest) atau riba yang dalam syariat Islam hukumnya 
adalah haram. Oleh sebab itulah beberapa lembaga keuangan seperti Bank 
Danamon syariah, Bank BNI Syariah dan Bank HCBC Syariah  
melayangkan surat permohonan fatwa kepada DSN-MUI tentang kartu 
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 Pengertian kartu Kredit Pilihan Jenis dan Cara Menghitung Bunga, dalam 
http://www.halomoney.co.id/blog/pengertian-kartu-kredit , diakses pada hari Senin, 14 Mei 2018  
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kredit yang sesuai syariah. Maka dari sinilah lahir fatwa Dewan Syariah 
Nasional No: 59/DSN-MUI/X/2006 tentang Syariah Card.
273
 
Fatwa DSN tentang Syaria Card ini ditetapkan di Jakarta pada tanggal 
18 Ramadhan 1427 H bertepatan dengan 11 Oktober 2006. Dan 
ditandatangani oleh ketua DSN-MUI Dr. K.H. M.A. sahal Mahfudh dan 
sekretarisnya Drs. H. M. Ichwan Sam. 
Syaria Card atau dalam bahasa Arab disebut dengan bithaqah al-
i’timan adalah kartu yang berfungsi seperti kartu kredit yang hubungan 
hukum antara penerbit kartu (mushdir al-ithaqah), pemegang kartu (hamil 
al-bithaqah), dan penerima kartu (qabil al-bithaqah) berdasarkan prinsip 
syariah.
274
 
Dalam fatwa ini, DSN-MUI mengutip beberapa ayat muamalah 
tentang menepati janji, tolong menolong, menjauhkan diri dari memakan 
harta orang lain dengan cara yang bathil, hidup hemat dan tidak tabdzir, 
ijarah, haramnya riba dll. Selain itu juga ada beberapa kutipan hadis 
tentang Shulh, utang piutang, sewa menyewa, tolong menolong dan 
menepati janji. 
Dalam fatwa ini juga disertakan kutipan beberapa kaidah fikih tentang 
asal hukum muamalah adalah boleh selama tidak ada larangannya, kaidah 
tentang masyaqqah, kaidah hajjah dan dharurat dan lain sebagainya. 
Beberapa pendapat ulama juga dikutip dalam fatwa ini. 
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Secara hukum, DSN-MUI membolehkan Syariah Card jika mengacu 
pada ketentuan-ketentuan yang ada dalam fatwa tersebut. 
Dilihat dari pendekatannya, DSN-MUI menggunakan pendekatan nash 
dan qauli, dimana disebutkan dalil-dalil dari al-Quran dan hadis juga 
pendapat para ulama. Namun secara implisit ada metode Fath adz-
Dzarî’ah yang diterapkan dalam fatwa tersebut. Hal ini bisa dilihat dari 
beberapa diktum fatwa sebagai berikut: 
a. Dalam ketentuan umum poin (e) adanya fee penarikan uang tunai atas 
penggunaan fasilitas untuk penarikan uang tunai (rusum sahb al-
nuqud). Poin ini secar umum masuk dalam pembahasan al-jam’u baina 
al-bai’ wa al-salaf atau menggabungkan transaksi jual beli dan utang 
piutang yang dilarang oleh Rasulullah sallahu ‘alai wasalam karena 
berpotensi terjadinya riba.
275
 
Kaitannya dengan fee dalam penggunaan Syariah Card adalah 
penggabungan akad ijarah (sewa penggunaan fasilitas) yang dimiliki 
oleh penerbit kartu dengan salaf (hutang). Hal ini sebagaimana yang 
disampaiakan oleh Al-Khottab dalam Mawahib al-Jalil bahwa setiap 
akad al-mu’awadhah tidak boleh digabungkan dengan hutang.276 Yang 
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 Rasullah SAW bersabda:  
 ِر َلاَو ،ٍعْي َب في ِنَاطْرَش َلاَو ،ٌعْي َبَو ٌفَلَس ُّل َِيح َلا :َلَاق َمَّلَسَو ِهْيَلَع ُ َّللَّا ى َّلَص ِالله َلوُسَر َّنَأ اَم ُعْي َب َلاَو ،ْنَمْضُي َْلَ اَم ُحْب
 َكَدْنِع َسَْيل 
Lihat: Abu Dawud Sulaiman ibn al-asy’ats ibn Ishaq ibn Basyir ibn Syadad ibn ‘Amr al-Azdi 
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Muhammad ibn ‘Isa ibn Surah ibn Musa ibn adh-Dhahhak at-Tirmidzi (w.279 H), Al-Jami’ al-
Kabir Sunan at-Tirmidzi, (Baerut: Dar Al-Ghorb al-Islami, 1998), juz II, h. 526 
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 Al-Khattab Syamsuddin Abu ‘Abdillah ibn Muhammad ibn ‘Abd ar-rahman ath-
Tharabilsi al-Maghribi (w.954 H), Mawahib Al-Jalil fi Syarh Mukhtashar Kholil, (Baerut: Dar Al-
Fikr, 1992), juz IV, h. 314 
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dimaksud dengan mu’awadhah bisa berupa jual beli maupun sewa 
menyewa sebagaimana yang disebutkan dalam hadis.
277
  
Hukum asal penggabungan transaksi seperti ini adalah haram 
karena berpotensi terjadinya dzariah ila riba maka harus ditutup 
dengan konsep Sadd adz-Dzarî’ah. Namun keharaman karena alasan 
Sadd adz-Dzarî’ah bisa menjadi boleh jika dipandang adanya 
mashlahah rajihah. Sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Asy-
Syathibi (w.790 H) sebagai berikut: 
ةحجار ةحلصم اهضراعت مل اذإ اهدس بجي داسفلا ىلإ ةعيرذلا.
278 
Artinya: Jalan menuju kerusakan itu wajib ditutup jika tidak 
mengakibatkan maslahat yang lebih besar. 
Hal serupa juga disampaikan oleh Imam Ibn Qoyyim berikut ini: 
ةحجارلا ةحلصملل حيبأ ةعيرذلل ا ًّدس مرح ام279 
Artinya: Sesuatu yang diharamkan karena alasan sadd adz-
Dzarî’ah, maka menjadi boleh dilakukan  jika ada mashlahah yang 
lebih besar. 
b. Dalam ketentuan umum poin (g) disebutkan tentang denda 
keterlamabatan (Late Charge) yang wajib dibayarkan oleh pemegang 
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 Ibn Taimiyah Taqiyuddin Abu Al-Abbas Ahmad ibn ‘Abd Al-Halim al-Kharani 
(w.728 H),  Majmu’ Fatawa, (Madinah Munawwarah: Majma’ al-Malik al-Fahdh li Thibaah al-
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 Ibrahim ibn  Musa ibn  Muhammad  al-Gharnathi as-Syathibi  (w. 790 H), loc. Cit.  
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 Muhammad ibn  Abu Bakar Ibn Qayyim al-Jauziyyah (w. 751 H), loc.cit. 
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katu (hamil al-bithaqah) kepada penerbit kartu. Walaupun nantinya 
dana denda ini akan diakui sepenuhnya sebagai dana sosial. 
Pemberlakuan denda sebagaimana yang tersebut pada poin (g) bisa 
berpotensi terjadinya riba nasiah atau riba jahiliyah. Karena denda 
yang diberlakukan merupakan kompensasi dari keterlambatan.
280
Atau 
dalam kata lain, pemberlakuan sanksi tersebut merupakan adz-
Dzarî’ah ila riba. Karena kaidah umum dalam utang piutang 
menyebutkan “setiap manfaat yang diambil atau dipeloleh karena 
terjadinya Qordh adalah riba”.281 
مارح وهف اًعفن َّرج ضرق لك
282
 
Artinya: setiap Qordh (hutang) yang dapat menarik manfaat maka 
hukumnya haram. 
Dalam redaksi yang senada juga disebutkan: 
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 Muhammad Mushtafa Az-Zuhaili, loc.cit 
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  Kaidah ini sangat terkenal dikalangan ulama fikih dan bahkan  banyak dinukil di 
kitab-kitab mereka terutama yang membahas tentang utang piutang. Namun demikian,  ternyata 
kaidah yang masyhur ini diperselisihkan oleh para ulama terkait status keshohihannya. Ada 
sebagian yang menganggap ini sebagai hadis marfu’ sampai Rasulullah. Riwayat ini melalui jalur 
Sawwar ibn Mush’ab dari ‘Ummarah al-Hamdani dari Ali Radhiyallahu ‘anhu. 
 ُق َي اًّيِلَع ُتْع َِسَ :َلَاق ِّنياَدَْمْلها َةَراَمُع ْنَع ،ٍبَعْصُم ُنْب ُراَّوَس َأَب َْنأ ،ََةزَْحَ ُنْب ُصْفَح اَن َث َّدَح ى َّلَص َِّللَّا ُلوُسَر َلَاق :ُلو
 :َمَّلَسَو ِهْيَلَع ُالله« ًبار َوُه َف ًةَعَف ْ نَم َّرَج ٍضْر َق ُّلُك» 
Lihat: Ibn Abi Usamah Abu Muhammad Al-Harits ibn Muhammad ibn Dahir at-Tamimi al-
Bagdadi (w.807 H), Bughyatu al-Bahits ‘an Zawaid Musnad al-Harits, (Madinah Munawwarah, 
Markaz Khidmat as-Sunnah wa as-Sirah an-Nabawiyah, 1992), cet. I, jilid I, h. 500. dan ada juga 
yang menilai sebagai hadis mauquf sampai para shahabat.   
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 ًبار وهف ةعفنم رج ضرق لك283 
Artinya: setiap Qordh (hutang) yang dapat menarik manfaat maka 
disebut riba. 
Namun jika penerapan denda ini dipandang sebagai cara yang efektif 
dalam pemberian efek jera kepada pengguna kartu agar tidak 
menunda-nunda perbayaran kewajiban, maka DSN-MUI 
membolehkannya dengan catatan uang denda diakui sepenuhnya 
sebagai dana sosioal. 
c. Kemudian dalam ketentuan Fee pada poin (d) disebutkan bahwa 
penerbit kartu boleh menerima fee atas kafalah yang diberikan kepada 
pemegang kartu. Namun yang menjadi persoalan adalah, bentuk 
kafalah yang diberikan pihak penerbit berupa  uang (dana pinjaman) 
bukan sekedar jah (kewibawaa) saja. Jika itu yang terjadi, maka ujrah 
atau fee yang diterima oleh penerbit kartu merupakan dzariah ila riba  
(mengarah pada riba). Maka Adz-dzarî’ahyang seperti ini wajib ditutup 
(sadd).  
Syeikh asy-Syinqithi dalam Syarh Zad al-Mustaqni’ menukil ijma’ 
para ulama tentang haramnya fee kafalah atau ujrah kafalah dengan 
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 Al-Mawardi Abu al-Hasan Ali ibn Muhammad ibn Habib al-Bashri al-Bagdadi, al-
Hawi al-Kabir fi Fiqhi Madzhabi al-Imam Asy-Syafi’i, (Baerut: Dar Kutub al-‘Ilmmiyah, 1999), 
cet. I, jilid II, h. 246 
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alasan berbuatan itu akan mengarah pada pebuatan riba yang 
diharamkan.
284
 
Namun demikian, keharaman atas larangan kafalah bi al-Ujrah ini 
berdasarkan dalil sadd adz-Dzariah. Maka jika ditemukan mashlahah 
rajihah dzariah tersebut bisa dibuka kembali sesuai dengan 
kadarnya.
285
 Dan ini merupakan kaidah Fath adz-Dzarî’ah. 
4. Fatwa DSN tentang Pembiayaan Pengurusan Haji Lembaga 
Keuangan Syariah 286 
Ibadah haji merupakan salah satu ibadah wajib yang dibebankan 
kepada muslim mukallaf  yang masuk dalam katagori istitha’ah (mampu) 
satu kali seumur hidup.
287
  Bahkan ibadah haji ini masuk dalam salah satu 
rukun Islam yang lima. Oleh sebab itulah, tidak berlebihan jika mayoritas 
umat Islam berlomba-lomba untuk bisa mewujudkan ibadah tersebut 
dengan segala upayanya. 
Namun kenyataanya, tidak semua umat Islam yang ingin 
melaksanakan haji ini belum masuk dalam katagori istitha’ah (mampu), 
terutama Dari sisi finasial. Besaran biaya haji reguler tahun 2018 sesuai 
Keppres no.7 tahun 2018 yang ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo 
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 Wazarah al-Auqaf wa Sy’un al-Islamiyah Kuwait, Al-Mausu’ah al-Fiqhiyah al-
Kuwaitiyah, (Kuwait: Dar as-Salasil, 1404 H), cet. II, juz XVII, h. 23  
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pada April 2018 pada kisaran harga Rp. 31 juta-an sampai Rp. 39 juta-an. 
Berbedaan ini tergantung pada embarkasi daerah masing-masing.
288
  
Bagi sebagian orang, untuk mewujudkan dana dengan jumlah tersebut 
sulit untuk dicapai dan membutuhkan waktu yang begitu panjang. Oleh 
karenanya, ibadah haji bukan perkara mudah. Kenyataan ini kemudian 
direspon oleh lembaga-lembaga keuangan syariah untuk membatu 
mewujudkan cita-cita kaum Muslimin untuk menunaikan ibadah haji 
dalam bentuk pinjaman lunak untuk dana talangan haji.  
Pembiayaan talangan haji ini merupakan pinjaman dari lembaga 
keuangan syariah kepada nasabah untuk melunasi kekurangan dana guna 
memperoleh kursi (seat) pada saat pelunasan BPIH (Biaya Perjalanan 
Ibadah Haji).
289
 
Beberapa Lembaga Keuangan syariah (LKS) mengajukan permohonan 
fatwa kepada DSN-MUI tentang dana talangan haji baik dalam bentuk 
terlulis maupun secara lisan. Dari sini lah lahir fatwa DSN no. 29/DSN-
MUI/VI/2002 tentang Pembiayaan Pengurusan Haji Lembaga Keuangan 
Syariah.
290
 Fatwa ini ditetapkan di Jakarta pada 15 Rabiul Akhir 1423 H 
atau bertepatan dengan 26 Juni 2002, ditandatangani oleh ketua DSN-MUI 
K.H.M.A. Sahal Mahfudh dan Sekretaris Prof. Dr. H.M. Din Syamsuddin.  
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Dalam fatwa ini ada dua akad yang digunakan dalam menetapkan 
fatwa; ijarah dan Qord. Karena itulah dalil-dalil yang dinukil oleh DSN-
MUI dalam fatwa tentang Pembiayaan Pengurusan Haji Lembaga 
Keuangan Syariah baik dari al-Quran dan hadis berkisar pada perintah 
menepati janji, ijarah, utang-piutang, tolong menolong, Shulh. Kemudian 
kaidah fikih yang diangkat pun seputar masyaqqah, hajjah, dan dharurah. 
Secara umum fatwa ini sudah sesuai syariah jika dilihat pada masing-
masing masalah; al-qard sendiri dan al-ijarah sendiri. Namun perlu 
ditinjau kembali jika dua akad tersebut digabungkan dalam satu transaksi.  
Karena hal ini masuk dalam keumuman hadis dari Rasulullah tentang 
larangan penggabungan bai’ dan salaf. 
Rasulullah salallahu ‘alai wa sallam bersabda: 
 ٍعْي َب في ِنَاطْرَش َلاَو ،ٌعْي َبَو ٌفَلَس ُّل َِيح َلا...
291 )يذمترلا هاور( 
Artinya: tidak halal (tidak boleh penggabungan) hutang piutang 
dengan jual beli, tidak boleh juga ada dua syarat dalam satu 
transaksi,… 
Dalam ketentuan umum poin tiga (3) DSN-MUI berbunyi, jasa 
pengurusan haji yang dilakukan LKS tidak boleh dipersyaratkan dengan 
pemberian talangan haji. Dan ini merupakan bentuk bentuk bai’ dan salaf 
yang dibolehkan oleh para ulama. Hal senada disebutkan oleh Imam ad-
Dusuqiy dalam Syarh Ad-Dardir wa Hasyiyah Ad-Dusuqiy: 
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 Muhammad ibn ‘Isa ibn Surah ibn Musa ibn adh-Dhahhak at-Tirmidzi (w.279 H), Al-
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 ِدَمَتْعُمْلا ى َلَع ٌَةِزئاَج َيِهَو ،اًمْكُح َلاَو ًةَحَارَص َلا ،ٍطْرَش َلاِب ٌفَلَسَو ٌعْي َب 
Artinya: bai’ dan salaf yang tidak dipersyaratkan, baik syarat 
secara langsung maupun syarat hukmi, maka itu dibolehkan 
menurut pendapat yang mu’tamad (kuat). 
Mengenai tafsiran hadis di atas, Imam Al-Khottab dalam Mawahib al-
Jalil mengatakan bahwa setiap akad al-mu’awadhah tidak boleh 
digabungkan dengan hutang.
292
 Yang dimaksud dengan mu’awadhah bisa 
berupa jual beli maupun sewa menyewa sebagaimana yng disebutkan 
dalam hadis.
293
  
Kemudian jika diamati lebih lanjut, bahwa penggabungan bai’ dan 
salaf yang dibolehkan sebagaimana pendapat Imam ad-Dusuqiy jika 
penggabungan itu tidak  bersyarat dari kedua belah pihak, baik secara 
sharahah atau pun hukmi. Namun apa yang terjadi dalam praktik tidak 
demikian. LKS akan mau memberikan pembiayaan pengurusan haji 
berupa qardh jika nasabah adalah orang yang sedang menggunakan jasa 
pengurusan haji di LKS tersebut. Atau sebaliknya, nasabah tidak akan 
menggunakan jasa layanan pengurusan haji di LKS tersebut, jika pihak 
LKS tidak memberinya layanan qardh. Maka yang demikian ini walaupun 
tidak adanya syarat yang diucapkan secara sharahah, namun kedua 
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transaski tersebut seakan sudah menjadi satu kesatuan yang harus 
dijalankan secara bersamaan. Inilah yang dimaksud dengan syarat hukmi. 
Sekalipun  akad qardh yang diberikan LKS kepada nasabah murni 
berupa pinjaman kebajikan (qardhun hasan) dan tidak dipungut biaya apa 
pun, tapi LKS tetap masih bisa mengambil keuntungan (manfaah) dari 
ujrah jasa dari layanan pengurusan haji. Karena qardh dan ijarah masih 
dilakukan oleh dua pihak yang sama, maka transaksi tersebut masih sangat 
rentan akan terjadinya riba atau adanya dzariah ila riba. Karena sebab 
kaidah sadd adz-Dzarî’ah maka transasi tersebut masuk ke dalam 
larangan. 
Namun, pembiayaan dan pengurusan haji oleh LKS ini dipandang oleh 
masyarakat sebagai sebuah alternatif yang cukup menarik untuk mengatasi 
masalah sulitnya melaksanakan ibadah haji, terutama dari sisi keuangan 
dan keterbatasan kuota haji. Sebagaimana kaidah yang terdapat dalam 
konsep Fath adz-Dzarî’ah bahwa Sesutu yang dilarang karena alasan sadd  
adz-Dzarî’ah akan boleh ditempuh manakala ada mashlahah rajihah. 
ةحجار ةحلصم اهضراعت مل اذإ اهدس بجي داسفلا ىلإ ةعيرذلا.
294 
Artinya: Jalan menuju kerusakan itu wajib ditutup jika tidak 
mengakibatkan maslahat yang lebih besar. 
Hal serupa juga disampaikan oleh Imam Ibn Qoyyim berikut ini: 
ا ةحلصملل حيبأ ةعيرذلل ا ًّدس مرح امةحجارل295 
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Artinya: Sesuatu yang diharamkan karena alasan sadd adz-
dzarî’ah, maka menjadi boleh dilakukan  jika ada mashlahah yang 
lebih besar. 
5. Fatwa DSN tentang Syari’ah Charge Card 
Syari’ah Charge Card atau dalam bahasa Arab disebut bithaqah al-
I’timan wa al-hasm al-ajal adalah fasilitas kartu talangan yang 
dipergunakan oleh pemegang kartu (hamil al-bithaqah) sebagai alat 
pembayaran atau pengambilan uang tunai pada tempat-tempat tertentu 
yang harus dibayar lunas kepada pihak yang memberikan talangan 
(mushdir al-bithaqah) pada waktu yang telah ditetapkan.
296
  
Awal kemunculan kartu Syari’ah Charge Card dipelopori oleh Bank 
Danamon yang kemudian menimbulkan banyak tanggapan dari 
masyarakat terkait prinsip syariah dalam akadnya.
297
 Untuk memperjelas 
status hukumnya, beberapa bank antara lain; BII Syariah, BNI Syariah, 
Bank Danamon Syariah mengajukan permohonan fatwa kepada DSN-MUI 
tentang kartu syariah (Islamic Card). 
Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 42/DSN-MUI/V/2004 tentang 
Syariah Charge Card ini  ditetapkan di Jakarta pada tanggal 7 Rabiul 
Akhir 1425 H atau bertepatan dengan 27 Mei 2004. Ditandatangani oleh 
Ketua DSN-MUI K.H.M.A. Sahal Mahfudh dan Sekretaris Prof. Dr.H.M. 
Din Syamsuddin. 
                                                                                                                                     
295
 Muhammad ibn  Abu Bakar Ibn Qayyim al-Jauziyyah (w. 751 H), loc.cit. 
296
 Fatwa DSN No. 42/DSN-MUI/V/2004 tentang Syariah Charge Card, dalam Dewan 
Syariah Nasional MUI, op.cit.,,  h. 241 
297
 Syariah Charge Card, dalam  mfmdatakuliah.wordpress.com, diakses pada hari Rabu, 
16 Mei 2018 
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Dalam beberapa kajianya, fatwa DSN tentang Syari’ah Charge Card 
memiliki banyak kesamaan dengan fatwa DSN tentang Syariah Card, 
termasuk tujuan penyediaannya oleh lembaga keuangan syariah. 
Sebagaimana disebutkan dalam konsiderasi fatwa bahwa kartu tersebut 
disediakan dalam rangka memberikan kemudahan, keamanan dan 
kenyamanan bagi nasabah dalam transaksi dan penarikan tunai. 
Ayat-ayat Al-Quran yang dijadikan sebagai sandaran fatwa DSN ini 
berkenaan tentang menepati janji, ujrah, tolong menolong dalam kebaikan, 
hidup hemat dan tidak tabdzir, larangan riba, utang piutang. Sedangkan 
kutipan hadis berkenaan tentang Shulh, menghilangkan dharar, ketentuan 
ujrah,dll. 
Dalam fatwa ini juga disebutkan beberapa pendapat ulama fikih 
tentang qardh, dhaman, ijarah, dan kafalah. Sedangkan kaidah fikih yang 
dikutip adalah kaidah tentang hajah dan dan daharurah, pertimbangan 
mafsadah dan mashlahah.  
Ditinjau dari sisi akad, Syari’ah Charge Card dalam fatwa DSN 
menggunakan akad berikut ini: 
a. Akad al-kafalah dan al-ijarah. Akad ini digunakan untuk transaski 
pemegang kartu (hamil al-bitahqah) dengan merchant (qabil al-
bithaqah). 
b. Akad al-Qardh dan al-Ijarah. Akad ini digunakan dalam transaksi 
penarikan tunai. 
146 
 
 
Ketentuan fee dalam fatwa tersebut disebutkan bahwa penerbit kartu 
boleh menerima fee atau ujrah dari penarikan tunai. Dasar penerimaan fee 
yang dimaksud menggunakan akad al-Qardh dan al-Ijarah. Secara umum 
akad itu masuk dalam katagori menggabungkan bai’ dan salam yang 
dilarang oleh Rasulullah sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam 
Abu Daud dan at-Tirmidzi.
298
 Dan ‘illah dari larangan itu karena bisa 
menyebabkan terjadinya riba.   
Kemudian mengenai ketentuan denda, bahwa penerbit kartu boleh 
menetapkan denda keterlambatan (late Charge) kepada pemegang kartu. 
Walaupun dalam fatwa itu DSN-MUI menjelaskan bahwa denda 
sepenuhnya diakui sebagai dana sosial. Namun secara umum, bahwa 
denda yang dibebankan karena alasan keterlambartan, sangat berpotensi 
terjadinya riba nasiah yang juga dilarang oleh syariat.
299
 
Baik denda keterlambatan maupun penerimaan fee atas transaksi 
penarikan tunai keduanya merupakan dzariah pada perbuatan riba. Maka 
jika mafsadah rajihahnya lebih dominan, transaksi tersebut wajib ditutup 
(saad adz-dzariah). Namun jika yang dominan adalah mashlahatnya maka 
perlu dibuka.
300
 
                                                 
298
 Abu Dawud Sulaiman ibn al-asy’ats ibn Ishaq ibn Basyir ibn Syadad  ibn ‘Amr al-
Azdi (w.275 H), Sunan Abi Dawud, (Baerut: Al-Maktabah  al-‘Ashriyah, t.t), juz 3, h. 283, lihat 
juga: Muhammad ibn ‘Isa ibn Surah ibn Musa ibn adh-Dhahhak at-Tirmidzi (w.279 H), Al-Jami’ 
al-Kabir Sunan at-Tirmidzi, (Baerut: Dar Al-Ghorb al-Islami, 1998), juz II, h. 526 
299
 DR. Muhammad Mushtafa Az-Zuhaili, loc.cit. 
300
 Ibrahim ibn  Musa ibn  Muhammad  al-Gharnathi as-Syathibi  (w. 790 H), loc.cit. 
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BAB V 
PENUTUP 
A. Kesimpulan 
Dari penelitian yang telah diuraikan dalam pembahasan di bab-bab yang 
lalu, bias ditarik kesimpulan dalam beberapa poin berikut ini sebagai jawaban 
dari pokok permasalahan: 
1. Fath adz-dzarî’ah adalah suatu konsep pertimbangan antara mashlahah 
dan mafsadah dalam penetapan hukum. Karena kata adz-dzarî’ah sendiri 
merupakan sebuah wasilah untuk mencapai satu titik tertentu. Jika wasilah 
tersebut mengarah pada perbuatan maksiat (mafsadah), maka harus ditutup 
(sadd). Namun jika ternyata wasilah tersebut tidak menyebabkan 
kerusakan, atau bahkan bisa  berakibat tercapainya mashlahah maka 
wasilah tersebut perlu dibuka.  
Dalam kajiannya, fath adz-dzarî’ah tidak sepopuler kajian pada sadd adz-
dzarî’ah. Namun sejatinya, ulama yang mengakui kehujjahan sadd adz-
dzarî’ah adalah mereka juga yang mengakui metode fath adz-dzarî’ah. 
Dan para ulama yang mempopulerkan metode fath adz-dzarî’ah ini antara 
lain; Imam al-Qarafi, Imam Asy-Syathibi, Imam Ibn Taimiyah dan Imam 
Ibn Qoyyim. 
2. Fath adz-dzarî’ah sebagai salah satu metode istinbath hukum Islam 
sejatinya digunakan juga dalam penetapan hukum pada fatwa DSN-MUI.  
Semenjak berdirinya pada tahun 1999 hingga tahun 2017, DSN-MUI telah 
menetapkan 116 fatwa ekonomi syariah dan 5 (lima) di antaranya 
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ditetapkan menggunakan metode fath adz-dzarî’ah. Penerapan metode 
tersebut bisa dilihat pada fatwa-fatwa berikut ini; 
a. Fatwa DSN-MUI tentang Sanksi atas Nasabah Mampu yang menunda-
nunda Pembayaran. Penerapan fath adz-dzarî’ah dalam fatwa ini 
berada pada pemberlakuan denda materi ketika terjadi keterlambatan;   
b. fatwa DSN-MUI tentang Syariah Card. Penerapan metode fath adz-
dzarî’ah dalam fatwa ini berada pada pembolehan dalam 
penggabungan akad salaf dan ijarah, dan pembolehan penerapan 
denda materi pada saat terjadinya keterlambatan.  
c. Fatwa DSN-MUI tentang Repo Surat berharga Syariah (SBS) 
Bedasarkan Prinsip Syariah. Penerapan metode fath adz-dzarî’ah 
dalam fatwa ini berada pada pembolehan konsep bai’ al-wafa’. 
d. Fatwa DSN-MUI tentang Pembiayaan Pengurusan Haji Lembaga 
Keuangan Syariah. Penerapan metode fath adz-dzarî’ah dalam fatwa 
ini berada pada pembolehan penggabungan akad salaf dan ijarah;  
e. Fatwa DSN-MUI tentang Syariah Charge Card. Penerapan metode 
fath adz-dzarî’ah dalam fatwa ini berada pada pembolehan 
penggabungan Qardh dan ijarah dalam penarikan tunai dan penerapan 
al-kafalah bi al-ujrah. Jumlah ini memang terbilang sangat sedikit jika 
dibandingkan dengan keseluruhan jumlah fatwa yang ada. 
Dalam menerapkan metode fath adz-dzarî’ah di dalam fatwa-
fatwanya, DSN-MUI menggunakan dua cara; pertama, DSN-MUI 
menyebut secara jelas bahwa fatwa itu jika ditetapkan akan mencapai 
sebuah kemaslahatan karena perkara yang difatwakan tersebut 
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dibutuhkan oleh masyarakat, terutama dalam transaksi modern. Kedua, 
dalam fatwa tersebut juga disebutkan beberapa kaidah fikih yang 
berkaitan dengan pertimbangan mashlahah. 
B. Saran 
Sebagai akhir dari tulisan ini, penulis menyadari bahwa penelitian ini 
sangat jauh dari kesempurnaan terutama dalam memberikan gambaran yang 
mendalam mengenai konsep fath adz-dzarî’ah yang diaplikasikan dalam fatwa 
DSN-MUI. Adapun beberapa saran sebagai berikut: 
1. Kepada lembaga fatwa DSN-MUI: 
Dalam beberapa fatwanya, DSN-MUI menggunakan banyak kaidah usul 
fikih sebagai metode penetapan hukum. Namun metode fatwa yang 
digunakan tersebut belum terlihat konsisten. Hal ini juga ditegaskan oleh 
M. Atha Mudzhar dalam penelitiannya, bahwa metode penetapan fatwa 
DSN-MUI belum mengacu kepada satu pola tertentu. Bahkan selama ini 
pendapat ulama yang dijadikan sebagai bahan pertimbangan merupakan 
pendapat ulama dari lintas madzhab dan tidak terikat oleh satu madzhab 
tertentu. 
2. Kepada pihak yang menggunakan fatwa DSN-MUI dan para pengkaji 
hukum Islam: 
DSN-MUI sejak berdirinya hingga saat ini telah memberikan andil yang 
sangat besar dengan fatwa-fatwanya dalam mengisi kekosongan hukum 
dalam bidang ekonomi syariah. Sehingga fatwa-fatwa tersebut menjadi 
rujukan banyak pihak, baik dari sisi implementasinya oleh pelaku 
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ekonomi syariah maupun dalam hal penyelesaian sengketa ekonomi 
syariah di dunia peradilan. 
Dan inilah sebenarnya lahan bagi para pengkaji hukum Islam untuk 
memberikan apresiasi dan sumbangsih pemikiran bagi fatwa DSN-MUI 
kedepannya. 
Wallahu a’lam bi ash-shawab 
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